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1. Hak. Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. (pasal1 ayat [1]).

2. Pencipta atau Pemegang Hak. Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan;. b.
Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan;
d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g.
Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan.
(pasal 9 ayat [1]).

3. Setiap Orang yang dengan taopa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta rnelakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e,
dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling
banyak Rp1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah). (pasal113 ayat [3]).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah). (pasal113 ayat [4]).

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
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Indonesia clikenal sebagai bangsa yang memiliki pluralitas dati segi
agama dan pemahaman agama. Hal ini dapat bersifat positif dan

negatif, tergantung kepada bangsa iniuntuk mengelolanya. Bersifat positif
jika dikelola dengan baik dan tepat, sehingga pluralitas tersebut menjadi
modal dalam membangun karena adanya kerukunan dan stabilitas dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Bersifat negatif jika salah kelola,
sehingga akan memunculkari konflik dan destabilitas.

Dalam rangka membangun kerukunan dan stabilitasdalam kehidupan
beragama, pemerintah telah banyak melakukan regulasi. Juga membentuk
institusi yang ditujukan untuk menjaga kerukunan, Salah satunya adalah
Forum Kerukunan Umat Beragama. Selain itu, pemerintah mendorong
agar kelompok-kelompok agama juga berkonstribusi da]am kegiatan
kerukunan tersebut. Karena itu, sejak lama (tahun 1969-an) sudah ada
Wadah Musyawarah Umat Beragama. Keanggotaan wadah tersebut terdiri
dati wakilmasing-masing umat beragama yang diakui oleh negara. Misalnya
Majelis Ulama Indonesia dari Islam, Persekutuan Gereja Indonesia (pGI)
dari Kristen, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dariKatolik. Dalam
penelitian kelompok-kelompok agama tersebut disebut dengan Lembaga
Berorientasi Pengembangan Kerukunan VIDat Beragama (LB-PKUB).
Adapun FKUB disebut dengan konsil keagamaan di bidang kerukunan.

---------------~~-------------
KATAPENGANTAR
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N awari Ismail

Berbah, November 2017

Buku ini awalnya merupakan hasil penelitian, dan berusaha
mengkaji peran yang dimainkan oleh konsil keagamaan dan LB-PKUB
tersebut. Sebagai buku yang merupakan hasil penelitian, maka saya
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam
menyukseskan penelitian tersebut. Ucapan terima kasih saya sampaikan
kepada Ditlitabmas Dirjen Dikti Kementerian Ristek dan Dikti RI yang
-telah mensponsori penelitian ini. Begitu juga kepada Ketua Lembaga
Penelitian, Publikasi dan Pengembangan Masyarakat (LP3M-UMY) yang
telah banyak memberikan kemudahan dalam pengurusan penelitian. Tentu
saya juga tidak akan melupakan jasa informan besar, 'guru' dan konsultan
setia di lapangan selama penelitian inidilakukan.Mereka telah memberikan
banyak informasi dan penjelasan yang terkait dengan tema penelitian ini,
dan memberikan kritik terhadap kesimpulan semen tara. Mereka telah
menjaclisemacam ensiklopedi hidup ketika dan pasca-penelitian dilakukan.

Pada akhirnya buku ini dapat menjadi bahan pertimbangan
bagi pihak-pihak terkait dalam menyusun kebijakan pembinaan umat
beragama, sehingga kerukunan umat beragama terus berlangsung. Selain
itu hasil penelitian dapat dikembangkan sebagai dasar dalam melakukan
pemberdayaan konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB yang
ada di Indonesia, sehingga mereka mampu menjalankan perannya secara
Iebih aktif dan efektif. Secara teoritik buku ini dapat bermanfaat dalam
melengkapi literarur eli bidang ilmu sosial (sosial-budaya-agama).

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca.
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A. Prinsip Kebijakan
Berdasarkan adanya perbedaan pnnslp dan cabang (keyakinan,

pemahaman dan ritual) tiap agama dan dorongan untuk salingmenghormati
di antara umat beragama, maka pemerintah mengembangkan prinsip agree
in disagreement dala.m pembinaan kerukunan umat beragama. Dalam hal
ini Azra (1999: 29-42) menyebut dengan teologi kerukunan yang bersifat
eksklusif-inklusif Sebuah doktrin selain ada k1aim kebenaran (paham)
agama oleh masing-masing ke1ompok beragama, namun pada saat yang
sama setiap kelompok harus bersikap terbuka dan menghargai kelompok
yang lain.

Guna menumbuhkembangkan kerukunan hidup beragama, pihak
pemerintah telah mencanangkan Trilogi Kerukunan yaitu kerulrunan antar
umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan antara
umat beragama dengan pemerintah. Secara historis, konsep ini banyak
didasarkan atas paradigma pembangunan ekonomi yang mementingkan
pertumbuhan, sehlngga pemerintah menghendaki stabilitas politik
nasional (Balitbang Depag RI, 1989/1990: 7-8). Sebenarnya sebelum
terumusnya trilogi kerukunan, pemerintah (Orde Baru) sejak awal telah
menyusun strategi pembinaan kerukunan hidup beragama, terutama
sejak dise1enggarakannya Musyawarah Antar Umat Beragama di Jakarta,
dengan menggunakan pendekatan tertentu dalam setiap tahapannya, yaitu
(Marse, 1995): (1) Tahap pertama digunakan pendekatan politis karena

BAB PERTAMA
PRINSIP DAN ARAH KEB~JAKAN
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
---------------~---------------
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B. Arah Kebijakan

Pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi dan pembentukan
berbagai forum da]am kerangka pembinaan kerukunan hidup beagama.
Yaitu: (1) Penetapan Presiden RI Nornor 1 Tahun 1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama. (2) Penjelasan
atas Penetapan Presiden RI Nornor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan danl atau Penodaan Agama. (3) Penetapan Presiden
RI Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang
Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum. (4) Instruksi

situasi keamanan; (2) Tahap kedua digunakan pendekatan filosofis-ilmiah
yang ditandai dengan penyelenggaraan berbagai dialog dan diskusi ten tang
hubungan umat beragama yang kemudian menghasilkan prinsip agree in
disagreement, (3)Tahap ketiga digunakan pendekatan pragmatis-praktis yang
ditandai dengan pelayanan kepada masyarakat agar kehidupan keagarnaan
makin semarak, dan saat itu mulai dirumuskan Trilogi Kerukunan; (4)
Tahap keempat digunakan pendekatan dinamis-produktif, dalam arti
setiap umat beragarna didorong agar memberikan sumbangannya dalam
pembangunan, memadu kerja sama untuk menjawab tantangan zaman.

Selama kurun waktu tersebut banyak keberhasilan yang dicapai dari
proyek kerukunan yang bersifat top-down tersebut, seperti berbagai dialog
yang pernah dilakukan Wadah Musyawarah Antarumat Beragama, kerja
sarna sosial, penelitian dan silaturrahrni, dan perangkat kebijakan untuk
pengendalian konflik antarumat beragama seperti mengenai pedoman
penyiaran agama (1978), pelaksanan dakwah dan kuliah subuh (1978),
tata cara pengembangan ibadah dan pembangunan tempat ibadah (1969),
penyelenggaraan peringatan han besar keagamaan (1981). Bahkan di
tingkat daerah seperti di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain
menyepakati dan mengatur pada skala nasional tersebut juga mengatur
mengenai perkawinan beda agama dan penguburan janazah (1983).

Terlepas dari keberhasilan yang dicapai dad proyek kerukunan
yang dilakukan pemerintah tersebut, banyak kalangan meroberikan kritik.
Azra (1999: 62), misalnya menganggap proyek kerukunan iru belum
roenunjukkan peningkatan kualitatif karena lebih sering dilakukan secara
tOP-dOWI1,elitis, parsial dan adboc serta belum ada dialog yang genui11e, jujur
dan ikhlas. Akibatnya masih sering muncul kasus konflik yang bernuansa
agama seiring dengan berjalannya proyek kerukunanan tersebut. Dalam
kenyataan, harus diakui kerukunan umat beragarna masih terus menjadi
masalah aktual bangsa ini.

r~_=~=.~·=--_f"~~~;~flMenakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umat Beragama
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Presiden RI Nomor 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan l
Adat Istiadat Cina. (5) Petunju Presiden sehubungan dengan Surat Edaran I

Menteri Agama Nomor M.A/432/1981. (6)Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/Mdn-Mag/1969 tentang
Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban
dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh
Pemeluk-pemeluknya. (J) Instruksi Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun
1995 tentang Tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 di Daerah.
(8) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 70Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama. (9)Kepurusan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam NegeriNomor 1Tahun 1979
tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri
kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. (10) Keputusan Menteri
Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umaf"
Beragama. (11)Keputusan Pertemuan Lengkap wadah Musyawarah Antar
Umat Beragama tentang Penjelasan Atas Pasal3, 4 dan 6 serta pembetulan
Susunan Penandatanganan Pedoman Dasar Wadah Musyawarah Antar
Umat Beragama. (12)Instruksi MenteriAgama Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat
Beragama di Daerah Sehubungan dengan Telah Terbentuknya Wadah
Musyawarah antar Umat Beragama. (13)Keputusan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor : Kep-108/J.A/5/1984 tentang Pembentukan Team
Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. (14) Surat Kawat
Menteri Dalam Negeri Nomor 264/KWT /DITPUM/DV /V /75 perihal
Penggunaan Rumah Tempat Tinggal sebagai Gereja. (15) Surat Kawat
Menteri Dalam Negeri Nomor 933/KWT/SOSPOL/DV /XI/75 perihal
Penjelasan terhadap Surat Kawat Menteri dalam Negeri Nomor 264/
KWT /DITPUM/DV /V /75 tanggal 28 Nopember 1975. (16) Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 455.2-360 tentang Penataan Klenteng. (17)
Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kebijaksanaan
Mengenai Aliran-aliran Kepercayaan. (18) Instruksi Menteri Agama
Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan
terhadap Organisasi dan Aliran dalam Islam yang Bertentangan dengan
Ajaran Islam. (19) Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA/432/1981
tentang Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan. (20) Keputusan
Pertemuan Lengkap Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tentang
Peringatan Han-han Besar Keagamaan. (21) Instruksi Direktur Jenderal
Bimas Islam Nomor Kep/D/101/78 tentang Tuntunan Penggunaan
Pengeras Suara diMasjid dan Mushalla. (22) Keputusan Menteri Agama
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c. Kajian Terdahulu dan Urgensi

Kajian Terdahulu: Sejarah dan pengalaman bangsa-bangsa yang
masyarakatnya plural secara agama dan etnis menunjukkan pengembangan
kerukunan umat beragama senantiasa terus menjadi isu penting. Hal
yang sama berlaku untuk kasus Indonesia. Pada era reformasi isu ini
menjadi lebih penting karena adanya situasi dan kondisi yang dilematis,
Di satu sisi ada pengakuan dan penumbuhkembangan prinsip-prinsip
masyarakat madani dan multikulturalisrne, namun di sisi lain konflik
konflik horizontal bernuansa agama dan konflik vertikal antara kelompok
agama dengan negara masih sering terjadi. Hasil pencermatan terhadap
berbagai kasus konflik umat beragama di Indonesia sejak era reformasi
sampai dua tahun terakhir menunjukkan pola periodik tertentu. Awal
dan medio 2000-an lebih ditandai dengan maraknya konflik antarumat
beragama, sedangkan awal akhir 2000-an sarnpai tahun 2013 lebih banyak
ditandai dengan konflik internal umat Islam yang melibatkan kelompok
sempalan. Ketidakrukunan dengan konflik kekerasan internal umat Islam
meluas bukan hanya di Jawa, seperti di Kuningan, Jakarta, Bekasi, Boger,
Sirubondo, dan Sampang, namun juga di luar Jawa seperti di Lombok dan
Kalimantan Tengah.

Sebenarnya pemerintah telah cukup memberikan perhatian dengan
menggunakan berbagai instrumen (regulasi) dan melibatkan banyak
lembaga dalam upaya menumbuhkembangkan kerukunan, namun
konflik atau ketidakrukunan masih terus menjadi persoalan. Secara garis
besar lembaga-Iembaga yang kegiatannya terkait dengan pengembangan
kerukunan umat beragama meliputi lembaga bentukan pemerintah
dan dari masyarakat. Lembaga bentukan pemerintah misalnya Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) , Forum Komunikasi .Lembaga
Dakwah (FKLD), dan Penyuluh Agama. Adapun lembaga yang berasal
dari masyarakat, meskipun secara historis terkait dengan kebijakan yang
diambil pemerintah yaitu Majelis Ulama Indonesia (NIUI), Persekutuan

:.""_.~=.~_~_~J~~i Menakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Uma! Beragama

RI Nornor 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan
Kerukunan Hidup Umat Beragama. (23) Keputusan Menteri Agama RI
Nomor 473 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan
Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama. (24) Peraturan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dalam Pengembangan kerukunan Umat Beragama, Pernberdayaan
Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat,
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Wali Gereja Indonesia (pGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI),
serta yang berasal dari masyarakat seperti Forum Persaudaraan Umat
Beragama (FPUB).

FKUB misalnya, eli satu sisi secara nasional ada keinginan untuk
mengoptimalkan perannya, namum eli sisi lain peran yang dimainkannya
eli setiap daerah berbeda-beda, mulai dari yang aktif sampai mati suri.
Keinginan untuk mengoptimalkan perannya terlihat dari basil Silaturrahmi
Nasional (Silatnas) IV FKUB 11-12 November 2013 dengan tema
'optimalisasi peran FKUB' (HidCfYa/uiiah.com,diaeses 1 Maret 2014).
Sementara eli berbagai daerah muncul banyak persoalan yang dihadapi
oleh konsil keagamaan ini, misalnya masalah pendanaan, kemauan baik
pemerintah daerah, dan payung hukum (KedauiatanRakyat online, 13Maret
2014, diakses 14Maret 2014). Rasionalnya adalah jika konsil keagamaan

'" dengan yang punya peran penuh sebagai pengembangan kerukunan umat
beragama masih ada masalah, apalagi dengan konsil keagamaan dan pihak
pihak lain yang hanya berperan sebagian dalam pengembangan kerukunan,
tentu lebih banyak masalah lagi.

Semen tara itu hasil sampingan penelitian tahun 2007 yang lalu
menunjukkan bahwa eli beberapa daerah yang terjaeli konflik umat
beragama, peran lembaga bentukan pemerintah yang punya tugas
mengembangkan kerukunan ternyata tidak efektif (Ismail, 2007).

Pertanyaan pokoknya adalah adakah hubungan antara konflik
agama yang pernah terjaeli eli Indonesia dengan ketidakaktipan dan
ketidakefektipan peran konsil keagamaan dalam pengembangan
kerukunan umat beragama (PKUB), dan mengapa terjadi perbedaan
ketidakaktipan dan ketidakefektipan peran dari konsil keagamaan dan
lembaga berorientasi PKUB eli Indonesia. Adapun lembaga sasaran kajian
iniadalah konsil keagamaan dan lembaga yang berorientasi pengembangan
k~ukunan umat beragama eli Indonesia yang dibentuk pemerintah:
Lembaga-Iembaga tersebut memiliki peran sttategis dalam pengembangan
stabilitas nasional, mereka merupakan ujung tombak pemerintah dalam
bidang pembinaan umat beragama. Karena itu, kajian inibertujuan untuk
merumuskan strategi revitalisasi peran konsil keagamaan dan lembaga
berorientasi pengembangan kerukunan umat beragama.

Kajian ini berkaitan dengan peran yang dimainkan oleh aktor
tertentu, khususnya lembaga yang bertugas memelihara dan memantapkan
kerukunan umat beragama di Indonesia. Dengan demikian kajian ini
terkait dengan beberapa tema yaitu kerukunan dan interaksi antar umat
beragama khususnya internal kelompok Islam. Kajian terkait dengan
interakasi antarumat beragama sudah banyak dilakukan. Abidin (dalam

· Nawari Ismail
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[urnal Harmom, 2009) meneliti. interaksi antar kelompok Islam di Lombok
Barat Nusa Tenggara Barat, khususnya antara kelompok Salafi dengan
kelompok Islam mapan atau mainstream (Abidin menyebutnya dengan
non-Salafi). Relasi antara kedua kelompok (pinggiran dan mapan) berupa
konflik. Konflik terjadi karena misiologi (dakwah) eksklusif kelompok
Salafi yang menyalahkan kelompok lain dan kurang menghargai perbedaan
pendapat. Selain juga karena faktor kebijakan politik pemerintah yang
dianggap merugikan kepentingan salah satu pihak,

Sementara Salehuddin (2007) memfokuskan diri kepada relasi antara
kelompok Islam Tauhid, NU dan Muhammadiyah di lereng pegunungan
selatan Yogyakarta (Gunung San) Ia menemukan, perbedaan paham
agama dan posisi terhadap tradisi lokal berpengaruh terhadap interaksi
sosial keagamaan masyarakat. Dua hal tersebut (paham agama dan posisi
tcrhadap tradisi lokal) menyebabkan adanya persaingan dan terjadinya
sekat-sekat interaksi atau komunikasi antarkelompok.

Bahasan tentang relasi antarkelompok Islam juga dilakukan
Syaukani (dalam [urna! Harmoni, 2009) dalam kasus konflik Sunni dan
Syiah di Bondowoso Jawa Timur. Secara khusus Syaukani mengkaji
tentang kasus-kasus dan penycbab resistensi masyarakat (Islam Sunni)
terhadap kelompok Syiah (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia/IJABI). Ia
menemukan, resistensi kelompok Islam mapan yang berbentuk tindakan
kekerasan disebabkan akumulasi ketidaksenangannya terhadap kelompok
Syiah, eksklusifitas dan berkembangnya stereotip terhadap kelompok Syiah,
kurangnya mediasi serta keberpihakan MUI dan Departemen Agama.

Beberapa kajian tersebut ada relevansinya dengan tema buku ini,
khususnya dalam kaitannya dengan bentuk interakasinya yaitu adanya
ketidakrukunan atau konflik di antara mereka. Meskipun begitu kajian
tersebut belum melihat peran-peran yang dimainkan oleh konsil keagamaan
dan lembaga bentukan pernerintah dalam memelihara dan memantapkan
kerukunan umat beragama.

Ismail (2011) misalnya, tidak melihat peran konsil keagamaan dan
lembaga berorientasi PKUB dalam kaitannya interakasi umat beragama.
Begitu juga kajian Ismail (2013) tidak fokus kepada peran konsil keagamaan
dan lembaga berorientasi PKUB, namun hanya fokus kepada posisi
masyarakat sipil dalam kaitannya dengan konflik antara kelompok Islam
mapan dan sempalan.

Bahasan lain yang terkait dengan kerukunao dalam kasus pendidikan
dilakukan dua lembaga keagamaan yaitu Majelis Dikti Litbang PP
Muhammadiyah yang bekerja sama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi
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Katolik (Aptik) (2003). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pranata
pendidikan telah menjadi sumber konflik antara umat Islam dengan
Kristiani. Hal ini karena kedua belah pihak saling merasa dirugikan
kepentingannya. Konflik tersebut belum terselesaikan secara tuntas,

I
sehingga pada tahapan sesudah konflik (aftetmath conflict) ma.sih terdapat
sisa konflik yang justru menjadi dasar adanya potensi konflik lanjutan.

Kajian Ismail (2011) yang lain memfokuskan diripada kasus konflik
antarumat beragama dan peran budaya lokal dalam pengendalian dan
penyelesaian konflik antarumat beragama tersebut. Penelitian tersebut
dilakukan di lima propinsi yang pernah mengalami konfiik antar umat
beragama yaitu di Mataram (NTB), Pasuruan (Iawa Timur), Solo (Iawa
Tengah), Kulonprogo (Yogyakarta), dan Tasikmalaya QawaBarat).

Sementara Ismail (2013) memfokuskan diri kepada interen umat
beragama (Islam), khususnya yang melibatkan Islam sempalan dan mapan.
Ka:laupenelitian sebelumnya hanya fokus kepada daerah yang mengalami
konflik, dalam penelitian ini berusaha membandingkan antara lokasi
yang berkonflik dengan yang tidak, sehingga dimungkinkan memahami
.faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik atau damai dalam
suatu isu dan melibatkan kelompok sempalan yang sama. Penelitian ini
mengornbinasikan dua analisis sekaligus yaitu aspek struktur dan tindakan
pelaku.

Varshney (2009) membahas tentang persoalan konflik di India,
dapat dikategorikan ke dalam kajian melalui pendekatan struktur.
Varshney mengkaji konflik interkomunal atau konflik antar etnik/ agama
dan mengaitkannya dengan isu peran masyarakat sipil (civil society) dan
pengaruhnya terhadap muncuJnya bentuk relasi tertentu (konflik dan
damai) di suatu masyarakat. Tekanan kepada aspek struktur dalam melihat
konflik-damai kurang lengkap jika mengabaikan aspek keagenan pelaku,
khususnya dari kelompok sempalan. Artinya, penelitian ini selain mencari
penjelasan mengenai faktor lahirnya relasi sosial tertentu (konflik dan
damai) yang berasal dati sruktur sosial juga mencari penjelasan emperis
yang berasal dari tindakan-tindakan para aktor yang terlibat. Sebab sangat
mungkin terjadinya konflik dan damai tersebut merupakan akibat dari
upaya pihak terlibat, baik tindakan yangmendorong kondisi damai maupun
tindakan yang berpotensi rnelahirkan konflik.

Urgensi: Secara historis dan pengalaman negara-negara yang
masyarakatnya plural dalam banyak aspek, termasuk pluralitas dalam
pemahaman keagamaan, persoalan relasi sosial terus menjadi isu aktual.
Indonesia sebagai satu negara'yang masyarakatnya plural secara keagamaan
tidak bisa melepaskan diri dati sejarah dan pengalaman tersebut.

"
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Pada saat ini dan ke depan persoalan relasi sosial antar kelompok
beragama akan terus terjadi dengan berbagai ragam bentuk, kualitas, dan
kuantititasnya. Hal ini setidaknya karena 3 hal yaitu: (a)Dalam setiap agama
ada kelompok-kelompok yangmemilikipemahaman dan kepentingan yang
berbeda, hal ini berujung kepada perjuangan untuk merealisasikan paham
agamanya. (b) Secara sosial-politik, berkembangnya ide dan kesadaran
akan hak-hak azasi manusia memberikan peluang bagi setiap pelaku/
kelompok keagamaan untuk mengaktualisasikan identitas budayanya. (c)
Proses demokratisasi juga telah dan akanmemungkinkan terjadinya kontak
kepentingan antara elitepolitik dengan kelompok-kelompok agama. Relasi
'antara keduanya dimungkinkan terjadi karena adanya kesalingmanfaatan
(simbiosis-mtltlloiismej. Di satu pihak elite politik (partai politik ataupun
pemerintah) berkepentingan untuk memperbanyak dukungan untuk
tujuan politiknya, di pihak lain kelompok keagamaan membutuhkan
perlindungan agar mampu bertahan. Hal ini akan terus menjadi masalah
nasional ke depan dalarn peta relasi antar kelompok agama. Karena itu
dibutuhkan suatu upaya berkelanjutan dalarn pengembangan kerukunan
umat beragama melalui berbagai cara, di antaranya rnerevitalisasi dan
mengoptimalkan peran badan-badan yang dibentuk pemerintah maupun
dari kalangan masyarakat sendiri.

Fokus kajian ini selaras dengan kebutuhan lembaga pernerintah yang
terkait dengan pengembangan kerukunan umat beragama di Indonesia,
terrnasuk dalarnmengoptimalkan peran yang dimainkan badan atau forum
yang dibentuknya secara khusus untuk pengembangan kerukunan umat
beragama seperti FKUB maupun lembaga yang sebagian perannya terkait
dengan pengembangan kerukunan umat beragama (PKUB).

Penanganan, pencegahan dan penanggulangan, kerukunan umat
beragama selama ini rnasih terlalumenitikberatkan peran negara, sementara
konsil keagamaan dan lembaga yang berorientasi kepada pengernbangan
kerukunan umat beragama (PKUB) yang sudah ada belum terlalu banyak
diberdayakan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari banyaknya persoalan
yang dihadapi oleh badan-badan tersebut seperti masalah payung
hukum, pendanaan, dan surnber daya manusia. Bahkan terkesan konsil
keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB bentukan pemerintah lebih
berorientasi proyek (project oriented) dalam menjalankan perannya. Karena
itu dibutuhkan sebum konsep kebijakanyang tepat berdasarkan penelitian
yang independen dalam memberdayakan dan mengoptimalkan konsil
keagamaan dan lembaga berorientasi PKtJB tersebut.

Kajian mengenai penanganan kerukunan atau relasi sosial
intrakornunal agama selama inibelum banyakmembandingkan antara dual
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1. Kerukunan dan Konflik Umat Beragama

Hidup rukun-tidak rukun menunjukkan adanya interaksi sosial
positif-negati£ Interaksi sosial positif dapat berupa akomodasi, kerja
sarna dan akhirnya integrasi. Interaksi sosial negatif muncul apabila terjaeli
pertikaian dan konflik. Integrasi sosial adalah penyatuan antar satuan atau
kelompok yang taclinyaterpisah satu sama lain dengan mengesampingkan
perbedaan sosial dan kebudayaan yang ada (Saifuddin, 1986: 7).

Konflik. dan integrasi merupakan sebuah pasangan yang melekat
dalam kehidupan masyarakat (Sinunel dalam Saifuddin, 1986). Walaupun
konflik merupakan bentuk kontradiktif dari integrasi, namun tidak
selamanya kedua hal tersebut harus elipertentangkan. Dalam kehidupan
nyata integrasi bisa saja hidup bersebelahan dengan konflik, bahkan
melalui konflik keseimbangan hubungan sebenarnya dapat ditata kembali
(Osman, 1996: 80). Konflik sosial adalah pertentangan antar satuan
atau kelompok sosial atau lebih, atau potensialitas yang menyebabkan
pertentangan. Pengertian ini berarti mencakup kasus konflik (konflik
terbuka) dan potensialitas konflik (Mudzhar, 1998: 129). Dengan de.mikian
konflik. dilihat dari bentuk penampakannya dapat dipilah ke dalam potensi
kol1flik dan ktlsus konflik. Potensi konflik merupakan semua aspek atau
kondisi yang dapat menjaeli 'sumber munculnya kasus k.onflik (selat!Jilt1!Jo
disebia dengon 'leonftikj, sedangkan kasus konflik merupakan konflik yang
sudah terjadi dan muncul ke permukaa:n dalam bentuk peroyataan atau
perilaku pihak-pihak yang berkonflik.

D. Kerangka Konseptual

lebih lokasi yang memiliki konelisiberbeda (rukun dan konflik), khususnya
dalam kaitannya antara keaktipan dan keefektipan konsil keagamaan dan
lembaga berorientsi PKUB dengan terjaclinyarukun-tidak rukun di suatu
daerah Indonesia. Bahkan termasuk persoalan terinci yang terkait dengan
faktor-faktor penyebab aktif-tidak aktif dan efektif-tidak efektip dari konsil
keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB yang ada di suatu daerah

Pada akhirnya buku ini dapat menjadi bahan pertimbangan
bagi pihak-pihak terkait dalam menyusun kebijakan pembinaan umat
beragama, sehingga kerukunan umat beragama terus berlangsung. Selain
itu hasil penelitian dapat dikembangkan sebagai dasar dalam melakukan
pemberdayaan konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB yag
ada eli Indonesia, sehingga mereka mampu menjalan perannya secara
lebih aktif dan efektif. Secara teoritik buku ini dapat bermanfaat dalam
melengkapi literatur elibida~ .ilmu sosial (sosial-budaya agama)

N ') 'I --,-~~awan smal ~'_ '~'::';:. ~~i':.. ~~
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Berdasarkan percermatan terhadap berbagai konflik antarkomunitas
(khususnya Islam) di Indonesia konflik sosial dapat dibagi ke dalam riga
bentuk yaitu: konflik budaya, konflik gerakan masif, dan konflik keke.rasan
(Ismail, 2013). Pertama, konflik budaya adalah konflik pada dataran
ideologis dan nilai yang ada pada level wacana-stereotip, baik melalui
pembentukan opini melalalui media massa maupun opini, isu dan rumor
yang dikembangkan dalammasyarakat, juga berupa fatwa dan keputusandi
antara lembaga keagamaan, dan regulasiberupa kebijakan atau aturan yang
dilakukan negara. Kedua, konflik gerakan massif adalah konflik be.rupa
pengerahan massa sepe.rtidalam bentuk demonstrasi atau unjuk rasa yang
ditujukan kepada pihak yang menjadi kelompok sasaran konflik, atau
tuntutan kepada pihak ketiga (misalnyanegara) agar melakukan tindakan
terhadap lawan berkonfliknya. Misalnya menuntut agar pemerintah
membubarkan Syiah atau Ahmadiyah, atau meminta MUI memberikan
fatwa sesat kepada kelompok agama lain. Ketiga, konflik kekerasan adalah
konflik yang disertai dengan kekerasan fisik dan atau jiwa, atau perusakan
bangunan yang menimbulkan korban fisik dan fisik, tempat ibadah dan
bangunan fisik, dan lainnya.

Penyebab KOl1f1ik: Sebagai fakta sosial, konflik dan termasuk potensi
konflik umat beragama, dapat berasal dati levelbudaya dan sosial. Pertama,
level budaya. Pada level ini faktor penyebab adanya potensi konflik dan
terjadinya konflik dapat berupa nilai-nilai dan stereotip atau pesepsi sosial.
Setiap umat beragama memiliki nilai-nilai yang dianggap suci sebagai
hasil pemahamannya terhadap ajaran agama yang dianutnya, sehingga
sering memunculkan klaim kebenaran. Dalam sejarah keagamaan telah
lama berkembang doktrin mengenai eksklusivitas agama: '(paham) agama
sayalah yang paling benar, (paham) agama lain sesat dan menyesatkan'
(Rahman, 2000). Semua ini berakar dari berkembangnya religiosentrisme
di antara umat beragama. Rcligiosent1isme adalah sebuah sikap yang menilai
kebudayaan (pemahaman agama) kelompok lain berdasarkan standar
kebudayaan (pemahaman agama)nya sendiri, sehingga muncul stereotip
terhadap kelompok yang lain. Sementara etnosentrisme adalah sebuah
sikap yang memadang kebudayaan suku lain berdasar criteria kebudayaan
sukunya sendiri, sehingga muncul stereotip negatif terhadap suku lain
O-Iariyono,2004:98, 102).

Kedua, Pada level sosial terkait dengan interaksi di kalangan umat
beragama dalam berbagai pranata sosial, baik pranata keagamaan, politik,
ekonorni, dan upacara lingkaran hidup. Temuan-temuan penelitian terkait
dengan relasi umat beragama menunjukkan luasnya penyebab terjadinya
konflik di kalangan umat beragama. Mulai dari masalah pembangunan
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tempat ibadah dan penggunana rumah sebagai ibadah clalam kasus relasi
umat Islam dengan Kristiani (Nashir, 1993), sampai pada model penyiaran
agama dan tempat ibadah (Sutopo, 1993; Retnowati, 2000; Ismail, 2011),
juga lemahanya interaksi keseharian da]am kasus internal kelompok Islam
(Ismail, 2013).

Lebih dari itu, dati penelitian di beberapa lokasi menunjukkan
bahwa, kerukunan atau konflik umat beragama di suatu daerah terjadi
karena lemahnya peranan konsil keagamaan bentukan pemerintah,
termasuk lembaga yang berorientasi kepada pengembangan kerukunan
umat beragama (Ismail, 2011).

2. Konsil Keagamaan dan Lembaga Berorientasi PKUB

Dengan menganalogikan kepada konsil di lembaga swadaya
masyarakat dan medis, maka ada beberapa kriteria dati sebuah konsil
keagamaan yaitu: perkumpulan yang anggotanya 'n;,erupakan perawakilan
dari sejumlah pihak, bersifat otonom dan mandiri, bertanggung jawab
kepada pihak tertentu (dalam sekretariat@konsil keagamaanlsm.or.id,
diakses 10 Maret 2014; Anonim, 2007). Dalam tulisaninikonsilkeagamaan
yang membidangi kerukunan umat beragama (cound!for religio1ls burmo1!))
mengacu kepada beberapa kelompok atau forum yang keanggotaannya
merupakan perwakilan dati beberapa pihak. Misalnya Forum Kerukunan
Umat Beragama dan Forum Komunikasi Lembaga Dakwah, termasuk
juga Majelis-majalis agama seperci MUI, PGI.

Secara umum, kelompok-kelompok sosial yang sebagian atau
keseluruhan kegiatannya berorientasi kepada pengembangan kerulrunan
umat beragama dapat dikelompokkan ke dalam beberapa ketegori
yaitu: (1) Kelompok konsil keagamaan yang keanggotaannya terdiri
dari tokoh-tokoh dati kelompok agama, dibentuk oleh pemerintah,
orientasi kegiatannya sepenuhnya menangani masalah kerukunan internal
dan antar umat beragama. Contohnya: FKUB. (2) Kelompok konsil
keagamaan yang keanggotaannya representasi dati internal kelompok
suatu agama, dibentuk oleh pemerintah, orientasi kegiatannya sebagian
menangani masalah kerukunan internal umat beragama. Contohnya:
Forum Konsultasi Lembaga Dakwah (FKLD). (3) Kelompok konsil
keagamaan yang keanggotaannya representasi dati kelompok-kelompok
keagamaan dan suatu agama, dibentuk oleh umat beragama, orientasi

. kegiatannya sebagian rnenangani masalah kerukunan internal umat
beragama. Contohnya: Majelis Ulama Indonesia (MU!), Konferensi Wali
Gereja Indonesia (I<WI), Persekutuan Wali Gereja Indonesia (pGI). (4)
Kelompok yang sebagian kegiatannya berkaitan dengan kerukunan internal

N wari lsmal mr ~,.-c.-:r----::::---::.a I al1l'i~.i.M('<'.,,~.:.:!;,~y.;,:..".'Il'__________________________ 01, -~~ .......--~-.~""'i
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umat beragama, dibentuk dan menjadi aparat pemerintah. Contohnya:
Penyuluh Agama. (5)Kelompok yang berasal dari masyarakat, kegiatannya
terkait dengan masalah kerukunan umat beragama. Contohnya: Forum
Komunikasi Umat Beriman yang bermarkas di Yogyakarta.

Forum Kerueunan Umat Beragomo: FKUB didasarkan atas Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 Th 2006/Nomor 8
Tahun 2006, 21 Maret 2006 tentang 'Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pengembangan kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan
Pendirian Tempat Ibadah.';

Secara umum FKUB memiliki peran untuk (1) melakukan
dialog dengan tokoh agama dan masyarakat, (2) menampung aspirasi
ormas keagamaan dan masyakarat, dan menyalurkannya dalam bentuk
rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati, (3) mensosialisasikan
peraturan perundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang terkait
dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, (4)
memberikan rekomendasi te.rtulis atas permohonan pendirian rumah
ibadat.

Secara lebih terinci FKUB memiliki peran sebagai berikut
(Wisnumurti, 2010) : (1) Menjadi jembatan penghubung di internal umat
masing-masing. Karena itu FKUB melalui perwakilan di masing-masing
agama harus dapat menularkan kerukunan di internal umat. (2) Sebagai
wahana komunikasi dan interaksi umat beragama dalam memberikan
informasi terhadap tafsir agama masing-masing, sehingga tercipta suasana
saling memahami dan saling menghormati. (3) Sebagai wahana mediasi
setiap persoalan y~g mengarah pada terjadinya konflik. (4) Sebagaimedia
harmonisasi hubungan satu dengan yang lain dalam mengkomunikasikan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan. (5) Melakukan sosialisasi
kepada masing-masing umat beragama agar dalam kehidupan sosial tidak
bersifat eksklusif sehingga dapat terbangun kohesi sosial dikalangan
umat beragama. (6) Membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan
program-program pembangunan. (7) Bersama-sama pemerintah dan
aparat kemanan ikut menjaga iklim sosial dan politik yang kondusif, dan
bersinergi dengan kekuatan-kekuatan sosial yang ada di daerah.

Berdasarkan Kepurusan Menkowasbangpan No 54/1999 Penyuluh
Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh yangberwenang untuk melaksanakan
bimbingan dan penyuluhan Agama dan pembangunan kepada masyarakat
melalui bahasa Agama (Nurmilati dalam kalseLkemenog.go.id/ file/ file/
Penomos/wcgy1361301008.pdfJ). Tugas pokoknya adalah: melaksanakan
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penyuluhan agama, rnenyusun dan rnenyiapkan program, rnelaksanakan
dan rnelaporkan serta rnengevaluasi/ rnemantau hasil pelaksanaan,
memberikan bimbingan dan konsultasi, membcti araban dalam peningkatan
ketaqJllaandan kerukunatl umat beragamaserta keilrutsertaandalamkeberhasilan
pembangunan (Nurmilati dalam kalsel.kemenag.go.id/ file/ file/ Penamas]
lvcgy1361307008.pdjJ). Penyuluh Agama meliputi: Penyuluh Agama
Muda yang bertugas pada masyarakat eli lingkungan pedesaan. Penyuluh
Againa Madya yang bertugas pada masyarakat di lingkungan perkotaan,
Penyuluh Agama Utama yang bertugas pada masyarakat eli lingkungan
pada rnasyarakat eli lingkungan para pejabat instansi pernerintah / swasta.
Selain itu ada juga Penyuluh Agama Honorer (PAR) yang memiliki tugas
yang sarna dengan Penyuluh Agama

Keberadaan MUI tidak dapat dilepaskan dari beberapa regulasi yang
dibuat pemerintah yaitu: Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun
1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Urnat Beragama. Juga Keputusan
Pe.rtemuan Lengkap wadah Musyawarah Antar Umat Beragama
tentang Penjelasan Atas Pasal 3, 4 dan 6 serta pembetulan Susunan
Penandatanganan Pedoman Dasar Wadah Musyawarah Antar Umat
Beragama. Juga Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat
Beragama di Daerah Sehubungan dengan Telah Terbentuknya Wadah
Musyawarah antar Umat Beragama.

Secara garis besar peran mereka memperkuat ukhuwah Islamiyah
di kalangan umat Islam dan melakukan koordinasi yang berkaitan dengan
perikehidupan urnat Islam serta menyelesaikan masalah keagamaan yang
muncul dalam kaitannya dengan umat agama ~.

3. Peran

Arti: Dalam struktur sosial ada jalinan hubungan antar aktor
(individu atau kelompok). Dalam proses jalinan tersebut mengandaikan
adanya peranan-peranan atau peran-peran yang djmajokan oleh akror,
Dalam tulisan inikataperanan disamakan dengan kataperan yang sama-sama
berasal dari terjamahan kata role (Inggris). Untuk itu penggunaan kedua
istilah tersebut akan disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Peranan
adalah aspek dinamis dari status atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor
sesuai dengan status yang dimilikinya.Status adalah Seperangkat hak dan
kewajiban yang dimi1jki individu/kelompok daJam berinteraksi dengan
orang lain (Linton, 1936; Bohannan & Glazer, 1988). Hubungan status
dan peranan sangat eratoAktor yang memiliki status tertentu, dia akan
memiliki seperangkat peranan. Sebaliknya peranan merupakan kegiatan
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yang didasarkan atas status.
Dalam perspektif struktural-fungsionalisme, peranan

bertujuan agar tiap aktor dapat terorganisasikan melalui jalinan sistem
nilai yang diterima dan ditaati oleh masyarakatnya. Nilai-nilai itu dapat
berupa nilai agama dan sosial-budaya (poloma, 1994). Dengan kata
lain seperti dikemukakan Berger dan Luckman (1971) peranan itu
elitentukan dan dikonstruksikan secara sosial. Artinya, peranan aktor
ditentukan oleh konsep dasar perilaku atau nilai-nilai atau norma yang
elijaclikanpedoman dalam masyarakat.

Peran Aktua/-IdeaJ: Peran ideal adalah peran yang seharusnya
dilakukan oleh aktor yang elidasarkanatas nilai yang eliberikanmasyarakat.
Nilai itu dapat berupa pemahaman agama, traclisi, dan regulasi yang
dikeluarkan negara. Sementara peran aktual adalah peran yang senyatanya
clilakukanoleh aktor. Jika dalam kenyataan aktor tidak rnenjalankan peran
sesuai dengan yang seharusnya maka telah terjadi kOl1jfik peran.

Konflik peran terkait erat dengan revitaiisasi peran. Jika suatu
aktor mampu melakasanakan peran idealnya, maka ia elianggap telah
melaksanakan perannya secara optimaL Sebaliknya jika belum menunaikan
peran idealnya maka dianggap tidak optimal, sehingga elibutuhkan
revitalisasi peran dari aktor, Dengan demikian revitalisasi peran adalah
sebuah proses untuk lebih meningkatkan bahkan menghidupkan kembali
peran aktual aktor supaya sesuai dengan peran idealnya.

Aktor yang telah melaksanakan (sebagian) perannya menunjukkan
bahwa yang bersangkutan telah aktif, meskipun belum dapat elisebut
efektif. Efekivitas peran terjadi jika aktor telah aktif melakukan perannya
secara tepat dan memiliki pengaruh terhadap konelisiyang terkait dengan
bidang yang eliperankan aktor.

Hambatan dan dominasi Peran: Dalam melaksanakan peran-peran
(idealnya) sering tidak mudah dilakukan karena adanya kendala. Fakor
faktor yang mengendala aktor untuk merealisasikan perannya elisebut
dengan hambatan peran (rolehandicap).

Dalam suatu bidang (baca pengembangan kerukunan umat
beragama), setiap kelompok aktor atau kelompok sama-sama menjalankan
peran, eli dalamnya mengandaikan adanya permainan peran antar aktor,
sehingga climungkinkan terjadinya beberapa gejala yaitu: adanya kontestasi
dan dorninasi peranan oleh salah satu.pihak, atau terjaelipembagian peran.
Konsep pembagian peran harus dapat elibedakan dengan konsep pembal1gial1
keryo yang menurut penulis dapat disarnakan dengan spesialisasi kerja
atau diferensiasi kerja. Konsep pembagian kerja memang terkait dengan
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Nawari Ismail f~J;g?lif-~f.V:~
status, peran dan stratifikasi sosiaLPembagian kerja yang paling tua adalah
berdasarkan sekse atau gender dan umur. Pembagian kerja dikonstruksi
secara sosial oleh masyarakat. Tiap masyarakat berbeda sistem pembagian
kerjanya. Semakin maju suatu masyarakat semakin terjadi spesialisasi kerja
(diferensiasi kerja). Lihat lebih lanjut dalam Budiman (1985)Adapun yang
dimaksud dengan stratifikasi sosial adalah jenjang status dan peranan yang
relatif permanen yang terdapat dalam sistem sosial (dati kelompok kecil
hingga masyarakat) dalam hal pembedaan hak, pengaruh dan kekuasaan
(lihatJary, David & Julia, 1991;Theodorson & Theodorson, 1969).

Sebagai contoh dalam konteks hubungan peran sosial lembaga
lembaga dimasyarakat, Cuff and Payne (1984) berdasarkan penelitiannya
dimasyarakat London menemukan adanya pembagian peran (role sharing)
antar lembaga sosial di masyarakat dalam aspek-aspek tertentu. Dalam
konteks kajian pengembangan kerukunan umat beragama berbagai bentuk
akibat dari permainan peran tersebut dapat terjadi kemungkinan tersebut,
yaitu antara pemerintah, konsil keagamaan bentukan pemerintah dan yang
berasal dari masyarakat saling bersaing untuk mencapai dominasi peran
atau justru terjadi pembagian peran secara adil.

S trategi Revitalisasi Peran: Dalam penyusunan strategi revitalisasi
peran suatu kelompok (baca konsil keagamaan dan lembaga berorientasi
.PKUB), pemahaman terhadap ada-tidaknya dominasi dan/ atau pembagian
peran yang ada di suatu masyarakat menjadi sangat penting,

Sebagaimana dapat dipahami dati pernyataan Ber-
ger dan Luckman (1971), peran itu dikonstruksi secara sosial oleh masya
rakat (dalam hal ini pemerintah, masyarakat sipil, keluarga, lembaga
keagamaan, terrnasuk dari kalangan konsil keagamaan dan lembaga ber
orientasi PKUB sendiri). Artinya, peran-peran dan bentuk peran yang
dimiliki oleh aktor/kelompok sangat tergantung pada persepsi, keinginan
dan legitimasi masyarakat tersebut,

Jika dikaitkan dengan status aktor, maka peranan setiap aktor sangat
tergantung kepada persepsi masyarakat terhadap posisi aktor dan dalam
memposisikan aktor di bidang tertentu. Karena itu dalam penentuan
strategi revitalisasi peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi
PKUB tidak cukup terbatas kepada regulasi yang diberikan negara,
namun juga harus mampu menjating aspirasi (keinginan, persepsi) dati
berbagai kelompok masyarakat yang terkait (stakeholder), sehingga lembaga
tersebut memiliki legitimasi dan pada akhirnya dapat didukung penuh oleh
masyarakat luas. Karena itu regulasi yang ada terkait dengan peran konsil
keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB, harus bersifat dinamik dati
setiap waktu dan tempat.
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Secara sederhana, strategi revitalisasi peran konsil keagamaan dan
lembaga berorientasi PKUB harus mempertimbangkan beberapa faktor
yaitu: (1)memahami peran-peran aktual dan ideal aktor. (2) mengkaji dan
menghilangkan konflik peran. (3) memahami kendala peran, dan upaya
meminimalisasi bahkan menghilangkan kendala peran tersebut, baik
kendala yang berasal dan luar (eksternal) maupun dan dalam (internal).
(4) Mengungkap persepsi dan aspirasi masyarakat dan negara, sebagai
standar nilai, penentuan peran ideal aktor (konsil keagamaan dan lembaga
berorientasi PKUB) ke depan, sehingga perannya menjadi optimal.
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A. Forum Kerukunan Umat Beragama

1. Sejarah dan Tujuan

Sejarah keberadaan Porum Kerukunan Urnat Beragama (selanjutnya
akan disingkat dengan FKUB) tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 9 tahun
2006 dan nomor 8 tahun 2006, tentang 'Pedoman Pelaksanaan Tugas
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Perneliharaan Kerukunan
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan
Pendirian Rumah Ibadar'. Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 ini disebutkan bahwa pemeliharaan
kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab bersama umat
beragama, pemerintah daerah (pemerintah kabupaten/walikota, propiosi)
dan pemerintah pusat. Dalam dataran praktis, pemerliharaan kerukunan
tersebut diserahkan kepada lembaga khusus yaitu Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB).

Berdasarkan amanah keputusan bersama antara Menteri Agama
dan Menteri Dalam Negeri, FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di
propinsi dan kabupaten/kota sudah harus terbentuk paling lambat 1
(satu) tahun sejak Peraturan Bersama tersebut ditetapkan. Adapun forum
forum yang ada sebelumnya yang berkaitan dengan kerukunan di propinsi

BAB REDDA
PROFIL DAN IDEALITA

--------------~~~--------------
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FKUB dibentuk sebagai forum yang dibentuk oleh masyarakat
dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, mernelihara,
dan memberdayakan umat beragarna untuk kerukunan dan kesejahteraan.

2. Keorganisasian

FKUB dibentuk di propinsi dan kabupaten/kota. Pembentukan
FKUB tersebut dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah
daerah. FKUB tingkat propinsi dan kabupaten/kota memiliki hubungan
yang bersifat konsultatif.

Keanggotaan FKUB sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 dari
Peraturan Bersama 2 Menteri pada intinya terdiri dari tokoh agama.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa keanggotaan pada tingkat propinsi terdiri
dad pemuka-pemuka agama setempat sebanyak 21 oramg. Adapun
komposisinya .berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat
dengan keterwakilan minimall (satu) orang dari setiap agama yang ada di
propinsi. Semen tara keanggotaan pada tingkat kabupaten/kota terdiri dati
pemuka agama setempat sebanyak 17 orang. Komposisinya berdasarkan
perbandingan jumlah pemeluk agama seternpat dengan keterwakilan
minimall (satu) orang dari setiap agama yang ada di kabupaten.

Struktur organisasi FKUB terdiri dari 1 ketua, 2 wakil ketua, 1
sekretaris dan 1 wakil sekretaris. Mereka dipilih oleh anggota yang ada
berdasarkan prinsip musyawarah. Struktur ini berlaku baik di tingkat
propinsi maupu kabupaten/kota.

Dalam upaya memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat
FKUB dipropinsi dan kabupaten/kota. Dewan Penasihat FK.UB tersebut
memiliki tugas: (a) roembantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan
perneliharaan kerukunan umat beragama; dan (b) memfasilitasi hubungan
kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama
instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat
beragama.

Adapun keanggotaan Dewan Penasehat FKUB propinsi ditetapkan
oleh gubernur dengan susunan keanggotaan sebagai berikut

(a) Ketua dijabat oleh wakil gubernur;
(b) Wakil Ketua dijabat oleh kepala kantor wilayah departemen

agama propmsl;

dan kabupaten/kota harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun
sejak Peraturan Bersama tersebut ditetapkan. Dengan demikian dapat
diperkirakan bahwa saat inisetiap kabupaten/ota dan propinsi sudah ada
FKUB.

.--- ,~.- - -1·f,J~T"r::'!,"t!~~:Menakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umal 8eragama~ .J..... __ • ...:.:.....:.1' ':.:c".r.::::~~::.::;,.:...' ;....___; __ ,;__ _
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B. Lembaga Berorientasi Pengembangan Kerukunan Umat
Beragama

Penting dicatat sejak awal bahwa yang dimaksud dengan lembaga
beroerientasi pengembangan kerukunan umat beagama (selanjutnya
disebut LB-PKUB) disini adalah sama dengan yang biasa dahulu disebut
dengan Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. Wadah tersebut
berupa majelis-mejelis Agama yang ada di Indonesia, yaitu: Majelis Ulama
Indonesia (M:UI), Dewan Gereja di Indonesia (DGI), Majelis Agung
Wall Geneja Indonesia (M:AWI),Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP),
Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI), dan Matakin.

Pada masa Menteri Agama KH. MDachlan dibentuk 'Badan Kontak
Antara Agama'. Kemudian pada era Menteri Agama H. Alamsyah Ratu
Perwiranegara dibentuk Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama' lewat
SK Menteri Agama Nomor 35 tahun 1980. Baru kemudian tahun 2006
muncul Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melalui Peraturan
Bersama Menag dan Mendagri Nomor : 9 Tahun 2006/8 Tahun 2006.
Dengan demikian setidaknya ada 3 aturan yang terkait dengan Wadah
Musyawarah ini yaitu: (1) Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun
1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. (2) Keputusan
Pertemuan Lengkap wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tentang

(c) Sekretaris dijabat oleh kepala badan kesatuan bangsa dan politik
propmsl;

(d) Anggota terdiri dari p.impinan instansi terkait.
Sementara untuk Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota

ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan yang mirip
dengan yang ada pada tingkat propinsi., yaitu:

(a) Ketua dijabat oleh wakil bupati/ walikota
(b) WakilKetua dijabat oleh kantor departemen agama kabupaten/

kota
(c) Sekretaris dijabat oleh kepala badan kesatuan bangsa dan politik

kabupaten/kota
(d) Anggota terdiri dari pimpinan ins~si terkait.
Di luar ketentuan Y~!lgsudah diatur dalam Keputusan Bersama 2

Menteri tersebut, gubernur diberi wewenang untuk mengatur keberadaan
FKUB dan Dewan Penasehat FKUB, baik pada tingkat propinsi maupun
kabupaen/kota. Pengaturan oleh gubernur tersebut harus resmi dalam
bentuk Peraruran 'Gubernur.

N 'I 'I -.--,.~ ..~.,.....,.....~_ ____________________ a_w_ar_1 _sm_a_I....(j]_.·~ '=:;' l1li"'_:: ~;i.',::f·:::.~,··?1(J,'~:
-..: - .--.~._.._.
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PenjelasanAtas Pasa13,4dan 6serta pembetulan SusunanPenandatanganan
Pedoman Dasar Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. (3) Instruksi
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang
Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama ill Daerah
Sehubungan dengan Telah Terbentuknya Wadah Musyawarah antar Umat
Beragama.

Berdasarkan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia No.
3 Th 1981, tentang 'Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Vmat
Beragama di Daerah Sehubungan dengan Telah Terbentuknya Wadah
Musyawarah Antar Umat Beragama,' diktum 4, maka Wadah Musyawarah
tersebut pada dasarnya hanya berada illtingkat Pusat dan tidak diperlukan
pembentukannya ill daerah. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengurangi
eksistensi dan integritas Majelis-majelisAgama yang ada di Indonesia. Juga
agar tidak menimbulkan simpang siur dalam pembinaan jalur kehidupan
beragama baik dari segi kepentingan umat beragama sendiri maupun dan
segi pelaksanaan tugas Pemerintah/ Kementerian Agama.
1. Majelis Dlama Indonesia (MDI)

Sejarah: Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat dengan
MDI) berdiri pada tangga126 Juli 1975 atau bertepatan dengan tanggal17
Rajab 1395 H. illJakarta. MDI merupakan lembaga swadaya masyarakat
yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam ill Indonesia untuk
membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh
Indonesia.

Majelis ini berdiri sebagai hasil dari musyawarah para ulama,
cendekiawan dan zu'ama dari seluruh Indonesia yaitu 26 ularna yang
mewakili 26 propinsi ill Indonesia ketika itu, 10 ulama dari ormas-ormas
Islam tingkat pusat yaitu: NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al
Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, D11I dan AI Ittihadiyyah.
Juga 4 ulama Dinas Rohani Islam dari Angkatan Darat, Angkatan Udara,
Angkatan Laut dan POLRl, serta 13 tokoh/cendekiawan perorangan.

Musyawarah menghasilkan kesepakatan untuk membentuk wadah,
dan tepat 17 Rajab 1395 H menghasilkan 'Piagam Berdiriuya MUl,' yang
ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah. Musyawarah tersebut
kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama 1.MUI berdiri dianggap
. sangat sttategis karena bertepatan ketika bangsa ini berada pada tahap
kebangkitan kembali. Disebut dernikian karena bangsa .ini. mulai kurang
peduli terhadap masalah ruhani umat setelah terjadi pergumulan politik
antar kelompok yang berkepanjangan.

r· .-.~ ..-"~~f~ Menakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umat Beragama1_.__ .•. _._~_-=.==:- _
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Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di
kalangan umat Islam, Majelis Ularna Indonesia tidak bermaksud dan tidak
dimaksudkan untuk menjadi organisasi suprastruktur yang membawahi
organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan
dirinya sebagai wadah tunggal yangmewakili kemajemukan dan keragaman
umat Islam. Majelis Ulama Indonesia , sesuai niat kelahirannya, adalah
wadah silaturrahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari berbagai
kelompok di kalangan umat Islam..

Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya
untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik
dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling
menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dati visi,
misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu
menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini
hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi
bagian utuh dati tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan
bekerjasama antarkomponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa.
Sikap Majelis Ulama Indonesia inimenjadi salah satu ikhtiar mewujudkan
Islam sebagai rabmatan Iii alam{n (Rahmat bagi Seluruh Alam). .

Dalam sejarahnya, Majelis ini dipimpin oleh tokoh-tokoh dari
organsiasi keislaman mapan seperti NU dan Muhammadiyah. Biasanya
diambil dad sesepuh oragnisasi tersebut. Selama berdiri sampai tahun
2015 sudah ada 5 (lima) tokoh yang memimpin organsiasi para ulama' ini
yaitu Buya Harnka.'

Kemudian setelah mengundurkan diri --karena menolak permintaan
pemerintah Orde Baru ketika itu untuk menarik fatwanya tentang
hubungan antara Muslim dan Kristen=, Hamka diganti oleh Kyai Syukri
Ghozali.' Beliau menjabat sebagai ketua MDI periode 1981-1983. Periode
berikutnya jabatan ketua MDI dipercayakan kepada tokoh Masyumi
Muhammadiyah yaitu KH Hasan Basri.' Beliau menjabat Ketua Majelis

1 Hamka adalah nama singkatan dati Prof. Dr. Haji Abdul MalikKarim Amrullah.
Lahir eli Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 17 Februari
1908.Beliau meninggal eliJakarta, 24Juli 1981pada usia 73 tahun. Beliau dikenal sebagai
sastrawan Indonesia, sekaligusularna, ahli filsafat, dan aktivis politik. Menjaeliketua MOl
sejak tahun 1975 sampai 1981 berasal dari Masyumi-Muhammadiyah.

2 KH SyukriGhozali lahir di Salatiga,Jawa Tengah, pada 6 Desernber tahun 1906.
Pada tahun 1981, Kyai Syukri Ghozali terpilih ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
menyusul pengunduran diri Buya Hamka. Saroa seperti Hamka beliau berasal dari tokoh
Masyumi-Muhammaeliyah.

3 KH Hasan Basri lahir dari pasangan Muhammad Damn dan Siti Fatmah eli
Muara Teweh, Barite Utara, Kalimantan Tengah, 10Agustus 1920.Beliau sudah menjadi
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yatim ketika berusia 3 tahun setelah ayahnya meninggal dunia, Beliau meninggal 8
November 1998 pada usia 78 tahun. Menjadi seorang da'i dan pernah menjabat Imam
Masjid al-Azhar, Jakarta. Pada masa keci1nyabeliau gemar belajar membaca Al-Qur'an,
serta taat beribadah. Dia berasal dari Masyumi-Muhammadiyah

4 KH. Muhammad Ali Yafie lahir di Donggala, SulawesiTengah, 1 September
1926. D.ikenal sebagai ulama Fiqh dan tokoh Nahdlatul Ulama serta pernah menjabat
sebagai pejabat sementara Rais Aam NU (1991-1992). Juga aktif sebagai pengasuh
Pondok Pesantren DarulDakwahAI Irsyad, Pare-Pare, SulawesiSelatan yang didirikannya
tahun 1947, serta sebagai anggota dewan penasehat untuk Ikatan Cendekiawan Muslim
Indonesia (ICMI).

5 KH SahalMahfudh lahir di Kajen, Kabupaten Pati,Jawa Tengah, 17Desember
1937. Sc1amadua periode menjabat sebagaiRaisAam SyuriahPengurus Besar Nahdlatul
Ulama sejak 1999 hingga meninggalnya. Kiai Sahal selama 10 tahun memimpin Majelis
Ulama Indonesia (MUI) PropinsiJawa Tengah.

6 Prof Dr. H. Din Syamsudin law! di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 31
Agustus 1958; Sebelumnya di NIDI Pusat, beliau menjabat sebagai WakilKetua Umum,
Keputusan penggantian ditetapkan pada rapat pimpinan MOl yang disdenggarakan pada
Selasa 18 Februari 2014.

Ulama Indonesia (MDI) pada tahun 1984-1990.
Sejak tahun 1990 sampai 2000 MUI dipimpin oleh tokoh Masyumi-

1\TUyaituKH. Muhammad AliYafietTokohNl.Iberikutnya yangmemimpin
MUI adalah Dr. (He). KI-1.Mohammad Ahmad Sahal Mahfudh' yang
mernimpin MDI selama 14 tahun (2000-2014).Mulai tahun 2014, setelah
meninggalnya KH Sahal Mahfudh yang meninggal dunia pada Jumat 24
Januari 2014, MDI dipercayakan kepada tokoh sekaligus Ketua Umum PP
Muhammadiyah, Profesor Dr. KH. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin,
atau dikenal dengan Din Syamsuddin."

Tujual1: Sebagaimana termaktub dalam Pedoman Dasar pasal 5
MUI, Majelis inibertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas
(khaira ummab}, dan negara yang aman, damai, aclildan makmur rohaniah
dan jasmaniah yang diridlaiAllah SWT (baldatul1 thayyibatll11 1JJarabbJI11ghaf1l1).
Untuk mencapai tujuannya MUI melaksanakan usaha-usaha sebagaimana
tercantum dalam Pasal 6 Pedoman Dasar MDI yaitu:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umrnat Islam agar
tercipta kondisi kehidupan beragama yang bisa menjadi landasan yang
kuat dan bisa rnendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas
(Iebaira ummab}.

2. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan dakwah Islam, amar ma'ruf
nahi munkar untuk memacu terwujudnya kehidupan beragama dan
berrnasyarakat yang diridloi oleh Allah SWT.

3. Mernberikan peringatan, nasehat dan fatwa rnengenai masalah

L'~'..~:".~'~'..J!:lt~ Menakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umal 8eragama
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7 Dalam Pedoman Dasar yang disahkan oleh MusyawarahNasional Ke-6 Majelis
Ulama Indonesia pada tanggal 26Juli 2000 eli Jakarta.yang mengatur susunan organisasi
(pasal 7) MUI Desa/Kelw::ahan tidak tercamtum, namun dalam Pasall Pedoman Rumah

keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah
dengan bijak (hikmah) dan menyejukkan.

4. Merumuskan pola hubungan keumatan yang memungkinkan
terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama
dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.

5. Menjadi penghubung antara ulama dan urnara' (pemerintah) dan
penterjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mencapai
masyarakat berkualitas (khaira IImmah) yang diridhai Allah swr
(baldattm tha_xyibatuntua rabbun.ghafury.

6. Meningkatkan hubungaa serta kerjasama antara organisasi, lembaga
Islam dan cendekiawan muslim, serta menciptakan program-program
bersama untuk kepentingan umat

7. Usaha/kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi

Selama empat puluh tahun (sampai tahun 21015), MUI sebagai
wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendelciawanmuslim berupaya
untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia
dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi
.Allah. Organisasi ini juga memberikan nasihat dan fatwa mengenai banyak
masalah keagamaan dan kemasyarakatan, baik kepada pemerintah maupun
masyarakat.

Selain itu, MUI juga berkiprah juga dalam peningkatan kerukunan,
balk kerukunan internal umat Islam atau ukbwah Islamiyah maupun
kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatrutn dan
kesatuan bangsa serta menjadi penghubung antara ulama dan umaro
(pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah
guna mensukseskan pembangunan nasional. Majelis ini juga berupaya
meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam
dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan
kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi
dan informasi secara timbal balik.

Keorganisasian: Secara hirarki, MUI memiliki organsiasi mulai dan
tingkat nasional atau pusat, tingkat propinsi sampai tingkat kabupaten/
kota, dan kecamatan yang ada di Indonesia (pasal 7 dan Pedoman Dasar
MUI). Pada tingkat nasional bernama Majelis Ulama' Indonesia Pusat
yang berkedudukan di ibu kota negara, sedangkan pada tingkat propinsi
bernama MUI Propinsi, dan pada tingkat kabupaten/kota bemama MUI
Kabupaten/Kota, serta MUI Kecamatan, dan MUI desa/kelurahan.?

Nawari Ismail ~:" :.:.~/. T::0;.-------------------------~~""'-.".".-.....--...~- ...._.-~
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Tangga, MUI Desa/Kelurahan tercantum,

Hubungan organisasi antara MDI Pusat sampai MDI Kecamatan
bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif. Sementara
hubungan antara MDI dengan organisasi/kelembagaan Islam bersifat
konsultatif dan kemitraan.

Kepengurusan MUI pusat sampai daerah bersifat baku yaitu, selain
ada Dewan Pimpinan Harlan (DPH) , juga ada Dewa Penasehat yang
berada di atas DPH, dan di bawahnya ada Anggota Pleno, Kornisi-komisi,
dan Lembaga.

Khusus untuk perangkat organisasi, MUI pada inrinya memiliki
komisi dan lembaga/badan. Kedua perangkat organisasi iru dibentuk
dalam rangka merealisasikan kegiatan Dewan Pimpinan Hanan.

Komisi-komisi bertugas untuk menelaah, membahas, merumuskan
dan rnenyampaikan usul-usulkepadaDewan Pirnpinan sesuaidengan bidang
masing-masing. Kornisi-komisi tersebut terdiri dan: (a) Komisi Fatwa, (b)
Kornisi Ukhuwah Islamiyah, (c) Komisi Dakwah dan Pengembangan
Masyarakat Islam, (d) Komisi Pendidikan (TorbtJloh) dan Pembinaan Seni
Budaya Islam, (e) Komisi Pengkajian dan Penelitian, (f) Komisi Hukum
dan Perundang-undangan, (g) Komisi Pemberdayaan Ekonomi ummat,
(h) Komisi Pemberdayaan Perernpuan, Remaja dan Keluarga, (i) Kornisi
Informatika dan Media Massa, G) Kornisi Kerukunan Ummat Beragama,
(k) Komisi Hubungan Luar Negeri, (1) dan yang diangap perlu.

Sementara untuk pelaksanaan program yang bersifat khusus/
perintisan, Dewan Pimpinan dapat membentuk Lembaga/Badan sesuai
dengan kebutuhan. Lembaga/Badan tersebut terdiri dari: (a) Lembaga
Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika (LP-P0M),
(b) Dewan Syari'ahNasional (DSN), (c)Badan Arbitrase SyariahNasional
(BASYARNAS), (d) Badan Penerbit MDI, (e) Yayasan Dana Dakwah
Pembangunan (YDDP), (f) dan yang dianggap perlu,

Susunan personalia komisi-komisi dan lembaga/badan ditetapkan
oleh Dewan Pimpinan. Adapun untuk kepentingan penelaahan,
pembahasan, dan perumusan masalah tertentu serta penggalangan
ukhuwah Islamiyah dibentuk forum sesuai keburuhan.

Dan sekian banyak komisi dan lembaga yang ada, Komisi Fatwa serta
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika (LP-
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Di banyak daerah, MUI hanya ada pada tingkat kabupaten. Meskipun
begitu sudah ada daerah yang memiliki NIDI tingkat kecamatan, seperti di
lingkungan Propinsi Jawa Barat. Di daerah iniMDI juga ada pada tingkat
desa.
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2. Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI)

Sejarah: Persekutuan Gereja-gereja eli Indonesia (selanjutnya akan
elisingkatdengan PGI) sebelumnya dikenal dengan 'Dewan Gereja-gereja
eli Indonesia' atau elisingkat dengan DGI. Persekutuan ini eliclirikanpada
25 Mei 1950 eliJakarta.

Sebelumnya itu diadakan 'Konferensi Persiapan Dewan Gereja
gereja eli Indonesia' tanggal 6-13 November 1949. Hal ini sebagai bagian
dari upaya untuk menclirikan suatu Dewan yang membawahi Zending,

POM), dan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang sekarang lebih populer
eli kalangan masyarakat. Hal ini karena kegiatan ketiga organisasi tersebut
yang banyak memperoleh perhatian masyarakat, terutama dari kalangan
muslim.

Dalam kaitanya dengan dengan pihak luar organisasi, MUI
mengupayakan dirinya sebagai gerakan masyarakat. Untuk iniMUI tidak
berbeda dengan organisasi Islam yang lainnya yaitu sama-sama memiliki
otonomi dan menjunjung tinggi semangat kemandirian.

Otonomi dan semangat kemandirian bermakna bahwa Majelis ini
bersifat independen atau tidak tergantung kepada pihak-pihak eli luar
dirinya, terutama dari pihak pernerintah. Majelis ini independensi dalam
mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas
nama organisasi Independensi ini dapat terlihat ketika pemerintah Orde
Baru mendorong MUI agar merubah fatwanya tentang hubungan umat
Islam dengan umat lainnya. Pada masa itu, Buya Hamka sebagai ketuanya
menolak permintaan pemerintah tersebut, dan hal itu kemuelian berujung
pada mundurnya Buya Hamka dati Ketua MUI.

Mu.ryawarah Organisasi: Musyawarah dan rapat-rapat MUI relatif
berbeda pada setiap level. Dalam hal ini elibagi ke dalam 2 kelompok
yaitu: musyawarah dan rapat-tapat organisasi pada tingkat usat dan pada
tingkat daerah. Musyawarah dan rapat-rapat pada tingkat pusat berjenjang,
meliputi: (a) Musyawarah Nasional, (b) Rapat Kerja Nasional, (c) Rapat
Koordinasi Antar Daerah bersama MUI Propinsi, (d) Rapat Pengurus
Paripurna, (e) Rapat Dewan Penasihat, (f) Rapat Dewan Pimpinan
Harian, (g) Rapat Pleno Dewan Pimpinan, dan (h) Rapat Komisi Komisi/
Lembaga/Badan Khusus.

Sementara eli tingkat daerah (propinsi sampai kecamatan) secara
berjenjang meliputi: (a) Musyawarah Daerah, (b) Rapat Kerja Daerah,
(c) Rapat Pengurus Paripurna, (d) Rapat Dewan Pertimbangan, (e) Rapat
Pimpinan Hanan, (f) Rapat Pleno Dewan Pimpinan, dan (g) Rapat Komisi.



26

8 Ke-22 perwakilan tersebut yaitu: Huria Kristen Batak Protestan, Gereja Batak
Karo Protestan, Geredja Methodis Sumatera,BanuaNiha Keriso Protestan, Huria Kristen
Indonesia, Gereja Toraja, Geredja Dajak Evangelis, Gereja Protestan eli Indonesia bagian
Barat, Gereja Protestan Indonesia, Geredja-geredja Gereformeerd, Geredja Pasundan,
Patunggilan Pasamuan Kristen sekitar Muria, Geredja Kristen Djawa Tengah, Geredja
Kristen Djawa Tengah Utara, Tionghoa Kie Tok Kauw Hwee/Khoe Hwee Djawa Barat,
Gereja Krisrus, Djakarta Chi Hui, Geredja Kristen Tionghoa Djawa Tengah, Tionghoa
Kie Tok Kauw Hwee /Khoe Hwee Djawa Timur, Geredja Kristen Protestan Bali,
Geredja Kristen Sumba, Geredja Kristen Maluku.

Kami anggota-anggota Konferensi Pembentoekan Dewan Geredja
geredja di Indonesia, mengoemoemkan dengan ini, bahwa sekarang
Dewan Geredja-geredja di Indonesia telah diperdirikan, sebagai tempat
permoesjawaratan dan oesaha bersama dan Geredja-geredja di Indonesia,
seperti termaktoeb dalam Anggaran Dasar Dewan Geredja-geredja di
Indonesia, jang soedah ditetapkan oleh Sidang pada 25 Mei 1950.Kami
pertjaja, bahwa Dewan Geredja-Geredja di Indonesia adalah karoenia
Allah bagi kami di Indonesia sebagai soeatoe tanda keesaan Kristen
jang benar menoedjoe pada pembentoekan satoe Geredja di Indonesia
menoeroet amanat Jesoes Kristoes, Toehan dan Kepala Geredja, kepada

a. Dewan Permusjawaratan Geredja-geredja eli Indonesia yang berpusat
di Yogyakarta dan berdiri pada Mei 1946

b. Madjelis Oesaha Bersarna Geredja-geredja di Indonesia bagian Timur
yang berpusat eli Makassar, dan berdiri pada Maret 1947

c. Madjelis Geredja-gcredja bagian Soematera yang berpusat di Medan,
dan berdiri pada awal tahun 1949.

Ketiga dewan daerah tersebut elidirikan dengan tujuan untuk
membentuk satu Dewan Gereja-gereja eli Indonesia, yang mencakup
ketiga dewan tersebut. Selanjutnya pada tangga121-28 Mei 1950 cliadakan
Konferensi Pembenrukan Dewan Gereja-gereja eli Indonesia eli Jakarta
dan berternpat eliSekolah Theologia Tinggi. Konferensi tersebut dihacliri
oleh sekitar 22 perwakilan Huria dan Gereja yang sudah ada eliIndonesia."

Setelah melalui pembahasan yang mendalam eli antara peserta,
konferensi akhirnya menyetujui Anggaran Dasar DGI yang sudah
disiapkan pada tangga125 Mei 1950. Tanggal bersejarah tersebut akhirnya
elijadikan sebagai tanggal berclirinya Dewan Gereja-gereja eli Indonesia
(DGI). Konferensi tersebut rnelahirkan Mallifes Pembe11toekal1 DCI, yang
lSll1ya:
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namun karena pecahnya Perang Dunia II maksud tersebut diundur. Pasca
Perang Dunia II sudah ada riga Dewan Daerah, yaitu:
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Mulai tahun 1984DGI eliubahmenjaeliPGI. Perubahan ini dilakukan
pada saat Sidang Raya X dilaksanakan eli Ambon. Perubahan nama
dari Dewan ke Persekutuan elipandang lebih tepat karena Persekutuan
merupakan istilah yang ada dalam Alkitab. Kata Persekutuan berkaitan
dengan aspek eksistensial, internal dan spiritual dari kebersamaan umat
Kristiani, keterikatan lahir-batin antargereja yang menjaeli anggota.

Dalam rangka lebih mengembangkan keesaan (persatuan) eli
kalangan gereja-gereja eli Indonesia, maka PGI kemudian menyepakati
dan mensahkan lima butir keesaan gereja. Atau dikenal dengan Lima
Dokumen Keesaan Gereja (LDKG). LDKG ini elitetapkan pada Sidang
Raya PGI yang ke-12 eliJayapura pada tanggal 21-30 Oktober 1991. lsi
dati LDKG tersebut meliputi:

a. Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB)
b. Pemahaman Bersama Irnan Kristen (PBrK)
c. Piagam SalingMengakui dan SalingMenerima (pSMSM)
d. Tata Dasar Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (ID)
e. Kemandirian Teologi, Daya, dan Dana (Kemandirian)

Visi, Misi, dan Tujuan: PGI memiliki visi menjaeli Gereja yang
merefleksikan kebaikan Allah eli tengah-tengah masyarakat majemuk
Indonesia. Adapun misinya adalah Gereja-gereja eli Indonesia: makin
menguatkan persekutuan di antara gereja-gereja eli Indonesia sebagai basis
bagi pelayanan dan kesaksian makin lebih terbuka kepada lingkungan yang
di dalamnya mereka hidup; menggiatkan pelayanan yang komprehensip eli
tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai wujud pemberitaan Kabar
Balk; ikut mewujudkan masyarakat majemuk Indonesia yang berkeadaban
dengan memelopori berbagai upaya terciptanya hubungan-hubungan yang
baik dengan komponen-komponen masyarakat; memberikan sumbangan
berharga bagi terjadinya proses demokratisasi yang substansial eli dalam
Negara Indonesia.

Sementara tUJuan PGI adalah mewujudkan Gereja Kristen Yang
Esa eli Indonesia (Tata Dasar PCl Bab II, pasa14). Hal ini didasarkan atas
kerinduan umat Kristen eli Indonesia untuk mempersatukan kembali
Gereja sebagai Tubuh Kristus yang terpecah-pecah.

Struktur Organsiasi-Pengurus dan Keanggotaan: Secara keorganisasian,
aktivitas harlan PGI langsung elitangani oleh apa yang disebut dengan
Majelis Pekerja Harlan (MPH). MPH terdiri dati Ketua Umum, beberapa
ketua, Sekretaris Urnum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara, dan Wakil

oematNja, oentoek kemoeliaan nama Teehan dalam doenia ini."

N '1 'I_-~~awan smai ~ -~~.\~: ::y:.»~ •• ;.:
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9 Daftar Persekutuan Gereja di Indonesia meliputi: Persekutuan Gereja-gereja
di Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Persekuruan Kerjasama Antar Gereja
gereja di Indonesia, Persekutuan Baptis Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta
Indonesia, Persekutuan Gcreja-gerejadan Lembaga-lembagaInjili Indonesia, Persekutuan
Gereja-gereja Tionghoa Indonesia

10 PGI WilayahDKI Jaya, PGI WtlayahJawa Barat, PGI WilayahJawa Tengah,
.PGI Wilayah Jawa Timur, PGI Wilayah Swnatera Utara, PGI Wilayah Kalimantan
Selatan,Pelaksana Hanan Sinode .AmGereja-gerejadi Sulutteng, PGI WilayahSulselbara,
PGI WilayahNIT dan Timtim, PGI WilayahMaluku,PGI WilayahPapua, PGI Wilayah
Sumatera Selatan, PGI Wilayah Kalimantan Barat, PGI Wilayah Kaltim, PGI Wtlayah
Lampung, PGI Wilayah Bali, PGI Wllayah Jambi, PGI Wilayah NTB, PGI Wilayah
Kalteng, PGI Wllayah Aceh, PGI W1layahSumbar, PGI Wilayah Riau, PGI Wtlayah
Yogyakarta, PGI WilayahBengkulu, PGI W1layahKepulauan Riau, PGI WilayahBanten.
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Bendahara, serta sejumlah anggota.
Biasanya jabatan-jabatan organisasi dalam MPH tersebut

merepresentasikan perwakilan dan brbagai gereja atau Huria yang menjadi
anggota. Yang menarik adalah kepemimpinan dalam tubuh MPH tidak
rnempersoalkan gender. Karena itu pada Sidang Raya PGI yang ke-16
(11-17 November 2014) diNias, PGI memilih perempuan sebagai Ketua
Umumnya penode2014-2019, yaituPdt. Dr. Henriette Tabita Lebang (dati
Gereja Toraja), sementara jabatan Sekretaris Umum dijabat oleh petahana
yaitu Pdt, Gomar Gultom, M.Th. (dati Huria Kristen Batak Protestan
(HKBP).

MPH tersebut dibantu oleh sejumlah Departemen dan Bidang, yaitu
Departemen Perempuan &Anak, Departernen Pemuda &Remaja, Bidang
Koinonia, Bidang Marturia, dan Bidang Diakonia, Juga Biro Komunikasi,
Penelitian dan Pengembangan.

Keallggotaan: Ada dua jenis anggota dalam PGI yaitu Sinode-sinode
Gereja dan PGI Wilayah. Dalam lingkungan PGI saat ini terdapat 93
Sinode Gereja. Perkembangan Sinode Gereja dianggap sangat pesat
karena sebalumnya hanya ada 2.6buah. Dati 93 Sinode tersebut berasal
dan seluruh nusantara, rnisalnya: Huria Kristen Batak Protestan (HKBP),
Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), Gereja Barak Karo Protestan
(GBKP), Gereja BalaKeselamatan (GBK) dan The Salvation Army (fSA),
Gereja Methodis Indonesia (GMI), Gereja Kalimantan Evangelis (GKE).9

Sementara PGI Wilayah saat ini sudah ada 27 Wilayah yang
merupakan Cabang PGI pada tingkat propinsi. Di setiap WilayahPropinsi
tersebut sudah ada MPH PGl.l0 Secara global PGI menjadi anggota
Dewan Gereja-gereja Asia (CCA) dan Dewan Gereja-gereja se-Dunia
(\IICC). Persyaratan untuk menjadi anggota PGI cukup banyak yaitu: (1)
Me.mpunyaiTata gereja sendiri memberitakan Firman Allah dan melayani
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sakramen sesuai dengan kesaksian Alkitab. (2) Mempunyai Anggota
Dewasa yang sudah elibaptis/sidi sekurang-kurangnya 2.000 orang. (3)
Menunjukkan kerjasama yang baik dengan gereja-gereja tetangganya,
terutama gereja anggota PGI. (4) Menyatakan persetujuannya secara'
tertulis terhadap Dokumen Keesaan Gereja serta kesecliaannya untuk
melaksanakan semua hal dan kewajibannya sebagai gereja anggota dengan
bersungguh-sungguh. (5) Menyatakan kesecliaanmencantumkan anggota
PGI elibelakang nama gereja yang bersangkutan.

3. Konferensi Wall Gereja Indonesia (KWJ)
S efarab:Konferensi WaliGereja Indonesia (selanjutnya akan elisingkat

dengan KWI) sebelumnya bernama MajelisAgung Waligereja Indonesia.
(MAWI).MAwr sencliri elidirikan2 November 1955 dalam sebuah sidang
Konferensi para Uskup (22 orang Waligereja) seluruh Indonesia yang
eliadakandi Surabaya.

Dalam tradisi gereja Katolik, setiap Uslrup -- karena tahbisannya-
dengan sendirinya menjaeli bagian dari jajaran para Uskup sedunia
(Collegium Episcopale). Mereka-bersama dengan para uskup sedunia yang di
bawah pimpinan Sri Paus, bertanggungjawab atas seluruh Gereja Katolik.
Karena itulah para Uskup dalam satu negara biasanya secara bersama-sama
membentuk suatu wadah kerjasama yang dinamakan Korferensi Para Uskup.
Di dalam wadah inimereka bekerja sarnamerundingkan dan memutuskan
sesuatu mengenai umat Katolik. Dengan demikian seorang uskup adalah
pimpinan Gereja setempatyang bernama keuskupan, dan karenanya Uskup
tersebut disebut Waligereja.KWI, yang sebelumnya bemama MAWr, tiada
lain pengejawantahan dari Konferensi para Uskup di Indonesia tersebut,

Sebenarnya jika ditarik ke belakang, sejarah KWI tidak dapat
dipisahkan dengan keberadaan gereja Katolik pada era kolonial Belanda.
Sejarah mencatat sebagaimana dijelaskan dalam laman KWI (Kawali.org):

1807-1913: Dari tahun 1807 sampai 1902 Gereja Katolik seluruh
Nusantara berada eli bawah pimpinan seorang Prefek/Vikaris Apostolik
yang berkedudukan eli Batavia. Kendati semenjak tahun 1902 beberapa
daerah sudah dipisahkan dari Vikariat Apostolik Batavia (1902: Maluku
IrianJaya, 1905:Kalimantan, 1911:Sumatera, 1913/1914: Nusa Tenggara,
dan 1919: Sulawesi), namun pengakuan dari pihak Pemerintah Kolonial
Belanda akan adanya banyak pimpinan Gereja Katolik di Nusantara
baru terjadi pada tahun 1913. Maka semua Vikaris dan Prefek Apostolik
itu merasa perlu bersama-sama berunding untuk mencapai kesatuan
sikap terhadap Pemerintah dalam banyak persoalan, tetapi terutama

,
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berhubungan dengan kebebasan bagi rnisi untuk memasuki semua wilayah
dan juga berbubungan dengan posisi pendidikan Katolik
1924: Pertemuan itu baru terjadi pada kesempatan pentahbisan Mgr. A.
Van Velsen sebagai Vikaris Apostolik Jakarta (13 Mei 1924) di Gereja
Katedral jakarta. Yang hadir pada waktu iru: :Mgr.P Bos, O.F.M.Cap. (Vik.
Ap. Kalimantan), Mgr. A. Verstraelen, S.VD. (Vik. Ap. Nusa Tenggara),
Mgr. Y Aerts, M.S.C. (Vik.Ap. Maluku-Irian Jaya), Mgr. L.T.M. Brans,
O.F.M.Cap. (pre£Ap. Padang) dan Mgr, G. Panis, M.S.C. (pre£Ap.
Sulawesi). Pada tanggal15-16 Mei 1924 diadakan sidangpara Waligereja se
Nusantara yang pertama di Pastoran Katedral Jakarta. Sidang ini diketuai
oleh Mgt. A. Van Velsen dan dihadiri oleh para Waligeteja tersebut di atas
ditarnbah dengan dua orang pastor: A.H.G. Brocker, M.S.C. dan S.Th. van
Hoof, S.]. sebagai nara sumber.
1925: Sidang yang kedua diadakan pada tanggal31 Agustus - 6 September
1925, juga di Jakarta, di bawah pimpinan seorang utusan Paus Pius X yang
bernama Mgt. B.Y Gijlswijk, o.P, seorang Delegatus Apostolik di Afrika
Selatan. Kecuali para Waligereja yang disebut di atas, peserta sidang ini
sudah bertambah dengan Mgr. H. Smeetes, SCJ (Pref.Ap. Bengkulu), Mgt.
Th. Herkenrat, S.S.c.c. (Pref.Ap. Pangkalpinang). Hadir juga Pater Th. De
Backere, C.M., Pater Cl. Van de Pas, O.Carm., Pater Y Hoederechts, S.J.,
sedang Pater H. Jansen, S.]. dan Pater Y Van Baal, S.J bertugas sebagai
sekretaris. Dalam sidang ini diputuskan untuk mengadakan sidang setiap
lima tahun sekali.
1929: Sidang ketiga, 4-11 JuDi 1929 di Muntilan (dibadiri oleh 10
Waligereja). 1934: Sidang keempat, 19-27 September 1934 di Girisonta
(juga dihadiri oleh seorang pastor dari Centraal Missie Bureau atau Kantor
Waligercja). 1939: Sidang kelima, 16-22 Agustus 1939 juga di Girisonta
(15 Waligercja dan tiga orang dari CMB serta seotang Delegatus Apostolik
untukAustralia: Mgr. Y Panico). 1940-1953: Karena adanya perang, sidang
para Waligereja Indonesia tidak dapat diadakan. 1954: Pada tanggal26-30
April 1954 para Waligereja se-jawa mengadakan pertemuan di Lawang. Di
sana diungkapkan keinginan untuk mengadakan konferensi baru semua
Waligereja. Sebuah rancangan anggaran dasar yang disusun oleh Mgr. W.
Schoemaker MS.C. (Uskup Purwoke.rto).
1955: Rancangan anggaran dasar disetujui oleh Intemunsius di Jakarta
pada tanggal31 Januari 1955. Tanggal14 Maret 1955 Mgr. W Schoemake.r
M.S.C. diangkat 017h Internunsius menjadi ketua sidang MAWI yang akan
datang. Sidang itu dapat dilaksanakan pada tanggal 25 Oktobe.r sampai
2 November 1955 di Bruderan, Surabaya dan dihadiri oleh 22 orang
Waligereja (dari 25 orang Waligereja yang ada). Inilah sidang Konfe.rensi
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para Uskup dari seluruh Indonesia yang pertama sesudah perang. Salah
satu keputusan yang penting ialah bahwa untuk selanjutnya konferensi para
Waligereja Indonesia ini dinamakan Majelis Agung Waligereja Indonesia,
disingkat MAWI, suatu terjemahan dari Road van Kerkvoogden. Tanggal
inilah dipandang sebagai tanggal berdirinya MAWI....
1960: Sesudah Indonesia merdeka jurnlah orang Katolik Indonesia
meningkat pesat Sedemikian pesat perkembangan jemaah Katolik
Indonesia, sehingga dalam sidang di Girisonta, Ungaran, Jawa Tengah
(9-16 Mei 1960) para Uskup Indonesia menulis surat kepada Bapa Suci
Yohanes XXIII, memohon secara resrni agar dia meresmikan berdirinya
Hirarki Gereja diIndonesia. Maka dengan Dekrit "Quod Chris/us .Adorandus"
tertanggal 3 Januari 1961 Paus Yohanes XXIII meresmikan berdirinya
Hirarki Gereja di Indonesia.
1987:MajelisAgungWaligereja (M_AWI)bergantinamamenjadiKonferensi
Waligereja Indonesia (KWI).

Tujuan: Sebagai sebuah organisasi Gereja Katolik, KWI
beranggotakan para Uskup di Indonesia dan karenanya KWI bertujuan
menggalang persatuan dan kerja sama dalam tugas pastoral memimpin
umat Katolik Indonesia.

Ksorganisasian: KWI merupakan Federasi Para Waligereja (Uskup).
Karena itu, meskipun KWI beranggotakan para Uskup, namun mereka
tetap memiliki otonomi. Artinya, KWI tidak berada di atas dan membawahi
para Uskup, dan karena itu pula KWI tidak mempunyai cabang di daerah.
Keuskupan bukanlah KWI daerah.

Ketika masih bernama MAWI, sejak tahun 1970 banyak terjadi
perubahan penting dalam struktur dan cara kerjanya. Di antaranya,
penyusunan Statuta, pelaksanaan Sidang Simplex setahun sekali, dan
Sidang Synodal dilaksanakan riga tahun sew. Selain itu Dewan Waligereja
Indonesia Pusat (DEWAP) dan DEWAP HARIAN diganti dengan
Presidium. Tahun ini juga ada pembentukan badan baru yaitu Bagian
Penerangan, dan pembagian Struktur Sekretariat Jenderal menjadi 3
unsur yaitu: Pertama, Kantor W~ligereja Indonesia, terdiri dari: Bagian
(sekarangbernama Departemen) Umum/Keuangan, Bagian (Departemen)
Personalia, Bagian (Departemen) Pendidikan, Bagian (Departemen)
Penerangan. Kedua, Panitia (sejak tahun 1982 sampai sekarang menjadi
Komisi) Waligereja Indonesia (PWI), meliputi; PWI Ekumene (pada tahun
1975 kemudian diganti menjadi PWI HAK = Hubungan antar Agama/
.Kepercayaan) , PWI Seminari, PWI Komunikasi Sosial (pengganti PWI
Pers dan Propaganda), PWI Sosial dan Ekonomi (pengganti PWI Sosial),
PWI Kateketik, PWI Kerasulan Awam, PWI Liturgi, PWI Pendidikan,
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Keberadaan: Setelah adanya PB2M (peraturan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri,nomor 9 tabun 2006 dan nomor 8 tahun
2006, tentang 'Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerab dalam Perneliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pernberdayaan
Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat'), maka
pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dituntut untuk segera
mendorong pembentukan FKUB di daerah. Baik pada tingkat propinsi
maupun di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan data tahun 2014 (Lihat
lampiran) hampir semua propinsi dan kabupaten/kota te1ah terbentuk.
Beberapa daerah memang belum terbentuk yairu:

1. FKUB

C. Idealita Diri
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Tahun 1979 terbentuk PWI Karya Misioner, Komisi Muda-mudi (1985),
KOnllsi Teologi-KWI (1991), Komisi Keluarga-KWI (1994) yang
sebelumnya bernarna LK31 (Lembaga Katolik untuk Kesejahteraan
Keluarga Indonesia).

Ketiga,Lembaga-lembaga, meliputi LPPS dan LBI. Lembaga ini
terns berkembang, misalnya ada Lembaga Katolik untuk Kesejahteraan
Keluarga di Indonesia (LK3I) (1974), Team Kel.ia (Task Force) MAWr
(1976) guna menanggapi rnasalah mendesak yang diajukan oleh lembaga
sipil, militer, maupun swasta, Sekretariat [ustice and Peace (1982).

Semenjak tahun 1987, Majelis Agung Waligereja (MAW!) berganti
nama menjadi Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Pimpinan KWI
dilaksanakan oleh Presidium KWI, dengan departernen, komisi, dan
lembaga yang ada dalam SekretariatJenderal ketika masih bernama MAWI.

Anggota KWI adalah para Uskup di Indonesia yang rnasih aktif, tidak
termasuk yang sudah pensiun. KWI bekerja melalui komisi-komisi yang
diketuai oleh Uskup-Uskup. Sampai tahun 2006 anggota KWI berjumlab
36 orang, sesuai dengan jumlah keuskupan di Indonesia (35 keuskupan)
ditambah seorang uskup dati Ambon (Ambon memiliki 2 uskup).



33

JmlKUB Jumlah & Nama FKUB
Propinsi Jml Kab/ Kab/Kota Belum %FKUB

Prop. Kota Terbentuk Terbentuk
Terbentuk

NAceh 23 19 4 (Kabupaten Aceh Barat, 82,61
Darussalam Aceh Barat Daya, Gayo

Lues, dan Naga Rava)
Sumatera 33 28 5 (Labuanbatu Utaxa, ~4,85
Utara Labuanbatu Selatan, Nias

Barat, Nias Utara, Gunung
Sitoli)

Sumatera 19 13 6 (Be1um: Kabupaten 68,42
Barat Pesisir Selatan, Agam, Kep.

Mentawai, Dalam Proses:
Tanah Datar, Dharrnas
Rava,Kota Pariaman) z

Riau 12 11 1 (Kabupaten Meranti) 91,67
[arnbi 11 11 0 100%
Sumatera 15 15 0 1000/0
Selatan
Bengkulu 9 8 1 (Kabupaten Lebonz) 88,89
Lampung 11 11 0 100%
Bangka 7 4 3 (Kbupaten Bangka, 57,14
Belitung Belitung Timur, Pangkal

Pinanz)
Kepulauan 7 7 0 100%
Riau
DKIJakarta 6 6 0 100% .
Jawa Barat 26 21 5 (Kab. Subang, 80,77

Purwakarta, Bandung
Barat, Kota Bandung, Kota
Cimahi)

Banten 8 8 0 100%
Jawa 35 35 0 100%
Tengah
Dr Yogya 5 4 1 (Kabupaten 80%

Gununzkidul)
I[awa Timur 38 38 0 100%
Bali 9 9 0 100%

Tabell: FKUBPropinsi dan Kabupaten/Kota

_______________________________________ N_a_w_ar_il~__ a~i1Si11i5~·~·~·0fA,::~;:tS
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JmlKUB Jumlah &Nama FKUB
Propinsi jml Kab/ Kab/Kota Belum %FKUB

Prop. Kota Terbentuk
Terbentuk Terbentuk

NTB 10 10 0 100%
NIT 21 17 4 (Kab. Sumba Tengah, 80,95

Sumba Barat Daya,
Manggarai Timur, Sabu
Raijua)

Kalimantan 14 14 0 100%
Barat
Kalimantan 14 14 0 100%
Tengah
Kalimantan 13 13 0 100%
Selatan
Kaltim 16 16 0 100%
Sulawesi 13 13 ° 100%
Utara
Sulawesi 10 5 5 (Kab. Toli-Toli, Buol, 50,00
Tengah Morawali, Banggai Kep.,

ParigiMoutong)
Sulawesi 24 23 1 (Kab. Toraja Uura) 95,83
Selatan
Sulawesi 12 12 0 100%
Tenggara
Gorontalo 6 5 1 (Gorontalo Utara) 83,33
Sulawesi 5 ° 5 (Mamuju,Mamuju Utara, 0,00
Barat Mamasa, PoliwaliMamasa,

Maiene)
Malulru 9 8 1 (Kabupaten Tual) 88,88
Maluku 8 2 6 (Halmahera Barat, H 25,00
Utara Selatan, H. Utara, H.

Tengah Kep. Sula, Ternate)

!.~~~~~.=~~:~f£~Menakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umat Beragama
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Dari tabel 1 terlihat bahwa di tingkat propinsi seratus persen sudah
ada FKUB. Sementara itu dati 479 kabupaten/kota se-Indonesia sudah 85
persen FKUB yang terbentuk, dan hanya sekitar 15 persen yang belum.
Dati yang belum terbentuk tersebut hanya ada 2 kabupaten/kota yang
sedang dalam proses. Di antara yang belum terbentuk karena kota/
kabupaten tersebut baru pengembangan.

Dari propinsi yang ada, FKUB kabupaten/kota yang sudah
terbentuk 100 persen terdapat di 16 propinsi yaitu: Jambi, Sumetera
Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Bali, NTB, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulawesi Utara,
dan SulawesiTenggara.

Sebaliknya, Sulawesi Barat merupakan satu-satunya propinsi yang
belum memiliki FKUB tingkat kabupaten/kota, meskipun pada tingkat
propinsi sudah ada FKUB-nya. Berikutnya, propinsi yag sangat sedikit
FKUB yang terbentuk yaitu di bawah 60%, meliputi: Bengka Belitung
(57%), Sulawesi Tengah (50%), Maluku Utara (25%), Papua Barat (22%),
dan Papua (14%). Sementara Sumaera Barat sebesar 68%.

Sumber:Diolah dati berbagai sumber.

JrnlKUB Jumlah & Nama FKUB
Propinsi Jml Kab/ Kab/Kota Belum %FKUB

Prop. Kota Terbentuk
Terbentuk Terbentuk

Papua 21 3 18 (Kab. Jayawijaya,Nabi- 14~29
re, Biak Nomfor,Puncak
Jaya, Paniai, Mimika, Sarmi,
Keerom, Pegunungan Bin-
tang, Yahukirno, Tolikara,
Waropen, Boven Digoel,
Mappi, Asmat, Supoiori,
Memberamo Jaya, Kota
IJayapura)

Papua Barat 9 2 7 (Kab. Sorong, Fak- 22,22
fak, Sorong Selatan, Raja
Ampat, Teluk Bentuni,
Teluk Wondama, Kota
Sorong)

33 479 405 74 84,56

NawariIsmail_F·:.'·· ;:.:- '~"S
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Khusus pemberian rekomendasi, FKUB: (a) mengeluarkan
rekornendasi tertulis sebagai salah satu syaxat khusus pendirian tempat
ibadah (pasal15). (b) 'mengeluarkan pendapat tertulis' bagi dikeluarkannya
surat keterangan pemberian izin 'sementara pemanfaatan bangunan
gedung bukan rumah ibadat sebagai tempat ibadah (pasal 19). (c) Ikut
terlibat dalam penyelesaian perselisihao akibat pendirian rumah ibadah,
ketika penyelesaian secara musyawarah tidak dapat tercapai (pasal21).

a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk

rekomendasi sebagai baban kebijakan bupati/walikota;
d. melakukan sosialisasiperaturan perundang-undangan dan kebijakan di

bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama
dan pemberdayaan masyarakat; dan

e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah
ibadat,

a. rnelakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh rnasyarakat;
b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk

rekomendasi sebagai baban kebijakan gubernur; dan
d. melakukan sosialisasiperaturan perundang-undangan dan kebijakan di

bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama
dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara FKUB kabupaten/kota memiliki tugas yang mirip
dengan FKUB propinsi yaitu:

Adapun propinsi yang lain (11 propinsi) rata-rata keberadaan
FKUB-nya sudah 80-95%. Propinsi tersebut meliputi: NAD, Sumaera
Utara, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, DIYogyakarta, NIT, Sulawesi Selatan,
Gorontalo, dan Maluku.

Sementara pada tahun 2014, menurut Menteri Agama, Lukman
Hakim Saifudin, FKUB sudah berdiri di 498 kabupaten/kota di seluruh
Indonesia ini, kecualiKalimatan Utara (antaranous.com. 11Desember 2014).
Hubungan antara sedikitnya keberadaan FKUB d.i sebuah propinsi atau
tidak adanya FKUB di suatu kabupaten/kota dengan terjadinya konflik
umat beragama tidak dapat disimpulkan secara pasti.
Tugas, Kewajiban dan Hak-hak

Dalam Pasal 9 (1) dari Peraturan Bersama 2 Menteri disebutkan
bahwa FKlJB propinsi mempunyai tugas:

i.~.~~.~:~=-.-~ Menakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umat Beragama
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Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan
gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbang~ pendapat
tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB
kabupaten/kota (pasal 19).

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan bangunan gedung bukan
rumah ibadah sebagai rumah ibadah ditegaskan dalam Pasal 18 dati Surat
Keputusan Bersama 2 Menteri tahun 2006 tersebut menegaskan:

Di sisi lain, FKUB khusususnya pada tingkat kabupaten/kota
diawasi oleh gubernur dan bupati/walikota dalam menjalankan tugasnya,
ia juga memperoleh upaya pemberdayaannya dati gubemur dan bupai/
walikota, termasuk memperoleh anggaran untuk pemberdayaannya dati
APBN / APBD propinsi dan ka~upaten/kota.

Rinaan Tugus:Khusus yang terkait dengan tugas pendirian tempat
ibadah, dalam Peraturan Bersarna 2 Menteri tersebut ditegaskan lebih
terinci khusus untuk FKUB tingkat kabupaten/kota. Rekomendasi FKUB
kabupaten/kota hanyalah menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi
umat beragama dalam mendirikan tempat ibadah. Rekomendasi FKUB
harus didasarkan kepada hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat
FKUB, dan dituangkan dalam bentuk tertulis (pasal 15).

Syarat untuk pendirian tempat ibadah ada 3 aspek yaitu: persyaratan
administratif, persyaratan teknis bangunan gedung, dan persyaratan
khusus. Adapun persyaratan khusus meliputi:

a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat
paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat
setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal13 ayat(3);

b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang
yang disahkan oleh lurah/kepala desa;

c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/
kota; dan

d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

MasIDdalam kaitannya dengan tempat ibadah, FKUB kabupaten/
kota juga punya tugas 'mengeluarkan pendapat tertulis' bagi dikeluarkannya
surat keterangan pemberian izin sernentara pemanfaatan bangunan gedung
bukan rumah ibadat sebagai tempat ibadah.
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(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dicapai, penyelesaian perselisihan di1akukan oleh bupati/walikota dibantu
kepala kantor departemen agama kabupaterr/kota rnelalui musyawarah
yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan
pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.
(3) Dalarn hal penye1esaianperselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak dicapai, penye1esaianperselisihan dilakukan melalui Pengadilan
setempat.

Dalam hal p engawas an, pada tingkat propinsi gubernur dengan
dibantu Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi diberi tugas untuk
melakukan pengawasan dan pemberdayaan terhadap keberadaan dan
penjalanan tugas FKlJB di tingkat kabupaten/kota serta kepada bupati./

(2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan
gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
paling lama 2 (dua) tahun.

Selain hal-hal tersebut, FKUB juga memiliki tugas dalam penyelesaian
perselisihan akibat pendirian rumah ibadah, ketika penyelesaian secara
musyawarah tidak dapat tercapai, sebagaimana terrnaktub dalam Pasal21
ayat 2:
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(1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rurnah
ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin
sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan:
a. 1aik fungsi; dan
b. peme1iharaan kerukunan umat beragama serta ketenterarnan dan

ketertiban masyarakat.
(2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a mengaeu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan
gedung.

(2) Persyaratan peme1iharaan kerukunan umat beragama serta
ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi:
a. izin tertulis pemilik bangunan;
b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
e. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
d. pelaporan ter tulis kepada kepala kantor departemen agama

kabupaten/kota.

Sementara dalam Pasal19 selain mengatuJ: tentang tugas PKUB juga
berkaitan dengan batas waktu pernberian izin.
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2. Lembaga Berorientasi PKUB

Lembaga yang berorientasi dalam pengembangan kerukunan umat
beragama yang dimaksud eli sini adalah Iembaga atau organisasi keagamaan
yang dibentuk oleh umat beragama untuk memajukan kepentingan
keagamaan umat yang bersangkutan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup keagamaan
masing-masing umat beragama. Lembaga-lembaga tersebut adalah: (a)
MajelisUlama Indonesia (Ml.Il) dalam Islam, (b) Persekutuan Gereja-gereja
Indonesia (pGI) dalam Kristen, (c) Konferensi Wali Gereja Indonesia
(KWI) dalam Katolik, (d) Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
untuk agama Hindu, (e) Perwakilan Umat Buhda Indonesia (WALUBI)
untuk agama Budha, (f) Matakin untuk agama Konghucu.

walikota dalam pelaksanaan kerukunan umat beragama dan pendirian
tempat ibadah (pasal 23). Begitu juga Bupati/walikota dibantu kepala
kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertugas memberdayakan
FKUB, selain pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta
instansi terkait atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama,
dan pendirian rumah ibadat (pasal 23)

Dalam hal pelaporan, Gubernur hams melaporkan pelaksanaan
pemberdayaan FKUB, bersama pemeliharaan kerukunan umat beragama
dan pengaturan pendirian rumah ibadah elipropinsi kepada Menteri Dalam
Negeri dan MenteriAgama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik,
Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
(pasa124). Demikian juga Bupati/walikota hams melaporkan pelaksanaan
pemberdayaan FKUB, bersama dengan pemeliharaan kerukunan umat
beragama dan pengaturan pendirian rumah ibadat eli kabupaten/kota
kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Agama.

Laporan gubernur dan bupati tersebut disampaikan setiap 6 (enam)
bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

Anggaran untuk pembinaan danpengawasan terhadap pemberdayaan
FKUB, serta pemeliharaan kerukunan umat beragama secara nasional
didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(pasal 25). Sementara anggaran untuk pelaksanaan pemberdayaan FKUB
dan pemeliharaan kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian
rumah ibadat elipropinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah propinsi, sedangkan eli tingkat kabupaten/kota didanai
dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah kabupaten/'
kota (pasal 25)

Nawari Ismail
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Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sesuai dengan tujuannya, MUI merumuskan lima (5) perannya
dalam kehidupan umat, masyarakat dan berbangsa. Kelima peran
utarna ideal tersebut MUI tersebut termaktub dalam khittah pengabdian
Majelis Ulama Indonesia yaitu bahwa MUI sebagai:
1) pewaris tugas-tugas para Nabi (lParasatllfAl1brya)
2) pernberi fatwa (muftI)
3) pernbimbing dan pelayan um~t (Ri'ayat 1/Jakhadim al ummab)
4) gerakan Islab Iva al Tajdid
5) penegak amar ma'm] nabi munlear

Kelima peran idealMUI tersebut harus dilakukan secara serentak
dan seimbang. Hal ini dilakukan oleh komisi-kornisi yang elibentuknya.

Kerjasoma: Dalarn merealisasikan tujuan dan perannya, MUI
melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak. Pertama,
dengan pemerintah. Kedna, tokoh masyarkat, ulama, zuama', organisasi
Islam. Ketiga, dengan pihak-pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

Kerja sama dengan pemerintah terutama dalam kebajikan dan
taqwa, serta mengadakan konsultasi serta pertukaran informasi secara
timbal balik.Adapun kerja sarna dengan kelompok kedua dalarn rangka
dalammemberikan bimbingan dan tuntunan serta pengayoman kepada
masyarakat khususnya umat Islam, serta mengadakan konsultasi dan
pertukaran inforrnasi secara timbal balik. Sementara kerja sama dengan
kelompok ketiga clilakukanMUI sepanjang berguna untuk mencapai
tujuan dan usahanya.

Selain itu, MDI juga mengikrarkan diri sebagai organisasi yang
tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi sosial politik, termasuk
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Fungsi lembaga tersebut eli Indonesia pada umumnya berfungsi
sebagai tempat untuk membahas dan menyelesaikan segala masalah yang
keagamaan dan untuk rnemelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan
beragama bersangkutan.

Kemudian melalui Keputusan Menteri Agarna Nomor 35/1980
tanggal 30 Juni 1980, elibentuk forum Konsultasi Antar Umat Beragama
yang bernama 'Wadah Musyawarah Umat Beragarna'. Keanggotaan wadah
inimeliputi lernbaga keagamaan tersebut,

Dalam penelitian ini hanya akan fokus pada MUI dan sebagian
lernbaga keagarnaan yang lain.
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Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI)

Sebagaimana dikemukakan di awal bahwa tujuan PG I adalah
untuk mewujudkan Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia. 'Esa'
merupakan kata kunci karena berdasarkan kenyataan begitu banyak
kelompok-kelompok injili Kristen yang ada di Indonesia. PGI hadir
untuk mempersatukan kembali Gereja sebagai Tubuh Kristus yang
terpecah-pecah tersebut.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka PGI sebenarnya. secara
internal sudah menjadi wadah untuk memelihara kerukunan internal
umat Kristen. Meskipun sampai sekarang belum semua kelompok
injili menjadi anggota PGI. Kerukunan internal ini nampak juga dati
misi PGI yaitu: semakin menguatkan persekutuan di antara gereja-

kepada pemerintah. Hal ini sebagai bagian dati sifat independensi
dan kernandiriannya. Sifat kemandirian ini ditunjukkan juga dalam
perolehan dana. Sebagaimana ditegaskan dalam Pedoman Dasar
bahwa sumber dana MDI hanya berasal dati bantuan masyarakat .dan
pemerintah yang tidak mengikat selain dari usaha-usaha lain yang sah
dan halaL

Cakupan kegiatan MDI cukup banyak. Untuk menjalankan
kegiatan di setiap bidang MDI membentuk komisi, Tugasnya adalah
menelaah, membahas, merumuskan dan menyampaikan usul-usul
kepada Dewan Pimpinan sesuai dengan bidang masing-masing.
Bidang kegiatan tersebut meliputi: fatwa, ukhuwah Islamiyah, dakwah
dan pengembangan masyarakat Islam, pendidikan dan pembinaan
seni budaya Islam, pengkajian dan penelitian, hukum dan perundang
undangan, pemberdayaan ekonomi ummat, pemberdayaan perempuan,
remaja dan keluarga, informatika dan media massa, kerukunan ummat
beragama, dan hubungan luar negeri.

Selain iru, ada kegiatan yang bersifat khusus, misalnya ·yang
sangat terkenal adalah pengkajian pangan yang ditangani langsung oleh
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, 'Minuman dan Kosrnetika
(LP-POM MD!). Ada juga Dewan Syari'ah Nasional (DSN), Badan
Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Badan Penerbit MDI
yang bergerak di bidang penerbitan, danYayasan Dana Dakwah
Pembangunan (YDDP).

Khusus bidang yang menangani kerukunan dan ukhuwah
intinya bertugas untuk membangun ukhuwah dan solidaritas internal
umat Islam. Juga untuk menjaga kerukunan dengan umat agama lain.

Nawari Ismail
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Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI)

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, KWI tidak rnemiliki
perwakilan di daerah. Di daerah hanya ada keuskupan yang memiliki
otonomi. Tugas KWI diturunkan dati tujuannya yaitu menggalang
persatuan dan kerja sama dalam tugas pastoral rnemimpin umat Katolik
Indonesia. Guna mcrealisasikan tujuannya, cakupan kegiatan KWI
cukup beragam yaitu: di bidang hubungan antar agama/kepercayaan,
seminari, komunikasi sosial, sosial-ekonorni, kateketik, pendidikan,
dan misioner. Selain itu KWI juga komitmen membina muda-mudi
dan keluarga guna memelihara kesejahteraan keluarga.

Khusus dalam bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama,
KWI sudah rnemiliki panitia (bidang) khusus untuk itu yaitu Panitia
hubungan antar agama/kepercayaan. Tujuan pokoknya adalah untuk
melakukan komunikasi dengan umat beragama lain, baik dalam
keadaan damai maupun ketika terjadi konflik yang melibatkan umat
Katolik.

:.~~~_.~-~-=-~~Menakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umat 8eragama

gereja di Indonesia sebagai basis bagi pelayanan dan kesaksian dengan
semakin lebih terbuka kepada lingkungan yang di dalamnya mereka
hidup; menggiatkan pelayanan yang komprehensip di tengah-tengah
masyarakat Indonesia sebagai wujud pemberitaan Kabar Bai.k; ikut
mewujudkan masyarakat majemuk Indonesia yang berkeadaban
dengan memelopori berbagai upaya terciptanya hubungan-hubungan
yang baik dengan komponen-komponen masyarakat; memberikan
sumbangan berharga bagi terjadinya proses demokratisasi yang
substansial di dalam Negara Indonesia (Pgi.01:id).
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Menteri Agama (Menag) Suryadharrna Ali menjelaskan, Silatnas FKUB
2013 yang telab berlangsung eliJakarta, Senin (11/11) - Selasa (12/11
/2013) inimengangkat tema: Melalui Sllatnas FKUB IV Kita Tmgkatkan
Tugas dan Fungsi Dalam Memelihara Kerukunan Nasional". Peserta
terdiri atas tokob umat beragama dari 33 propinsi di tanah air.
Beberapa pokok pikiran dan kesimpulan FKUB, kata Menag, diantaranya
FI<UBmembutuhkan landasan hukum pembentukan FKUB dan pendirian
tempat beragama. FI<UB mengusulkan Peraturan Bersama Menteri yang
selama ini jadi payung regulasi PKUB, menjaeliperaturan presiden. "Selain
itu Silatnas FKUB IV mengusulkan pola koordinasi antara Pemda dan
Kementerian Agama terkait dengan FKUB untuk dipertegas, sehingga
program-program PKUB dapat dilaksanakan," papar Suryadharma

Hasil Silaturahmi Nasional (Siltanas) ke-4 FKUB tahun 2013
menunjukkan keinginan besar agar Forum ini memiliki peran besar
dalam proses pengembangan kerukunan umat beragama. Hal ini terlihat
dari usulan kepada Presiden RI ketika itu, Susilo Bambang Yudhoyono,
agar Surat Kebuptusan Bersama 2 Menteri yang mengatur FKUB dapat
ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres).

A. Aksi di Tengah Kritisisme

1. Kontroversi

BAB KETIGA
BERGIAT DALAM KETERBATASAN

----------------~~--------------
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dikutip laman Setkab.
Sebagaimana diketahui dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 disebutkan, perneliharaan kerukunan
umat beragama merupakan tanggung jawab bersama umat beragama,
pemerintah daerah (pemerintah kabupaten/walikota, propinsi) dan
pemerintah pusat. (Hidayatullah.,()m/12 November 2013).

Meskipun banyak kritik terhadap keberadaan FKlJB secara nasional
dan di beberapa daerah, namun banyak juga yang mendukungnya karena
ia telah berperan atau membantu penting, khususnya bagi kelompok
minoritas kelompok agama. Contohnya di Solo. Kritik tersebut karena
didasarkan kepada tugas FKUB yang dianggap menghalangi kebebasan
umat beragama dalam membangun rumah ibadah.

Sebagaimana dimaklumi bahwa berdasarkan Surat Keputusan
BersamaMenteri tahun 2006, diantaranya berisi kelompok umat beragama
yang ingin membangun rumah ibadah harus mendapatkan tandatangan
dati. sedikitnya 90 anggota jemaatnya dan 60 orang dari pengikut agama
lain yang menyatakan dukungan mereka terhadap pembangunan rumah
ibadah tersebut. Juga disyaratkan adanya persetujuan dari kantor urusan
agama setempat atas rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB).

Walaupun begitu kesan bahwa FKUB sebagai penghambat
pembangunan rumah ibadah, khususnya di kalangan minoritas eli suatu
tempat tidak selamanya benar. Forum ini eli beberapa daerah juga
mernbantu masyarakat untuk menerapkan komunikasi yang positif
diantara kelompok beragama. Misalnya,FKUB di Solo secara aktif terlibat
dalam membantu sebuah gereja, GBIS Generasi Pilihan eliPucangsawit,
Solo, untuk memperoleh ijin pembangunan setelah mengupayakannya
selama bertahun-tahun. FKUB melakukan pendekatan ke lingkungan
sekitar gereja dan mendapatkan ijin untuk pembangunan sebuah gereja di
lingkungan mereka.

Selain itu, adanya kesan atau isu bahwa FKUB dan pemerintah pada
umumnya menghambat terhadap pembangunan rumah ibadah agama di
luar Islam nampaknya perlu elipertanyakan.Sebab berdasarkan data yang
ada justru sebaliknya yaitu pertumbuhan rumah ibadah agama di luar
Islam justru Iebih besar daripada pertumbuban rumah ibadah umat Islam.
Hal ini setidaknya dapat dilih~t dari pemyataan Suryadharma Ali, mantan
Menteri Agama.

Sebelumnya, Senin (11/11/2013) kemarin, Menteri Agama (Menag)
Suryadharma Ali dalam Lecture Series bertajuk "Pemilu 2014: Memilih
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1 Jum1ah anggota pengurus 21 orang yang terdiri dari tokoh lintas agama yaitu
tokoh Katholik, Kristen, Hindu, Budha. Khusus dari Hindu diwakili Ketua Parisadha
Hindu Dharma Indonesia NTB I Gede Renjana. Di NTB Hindu termasuk terbanyak
kedua setelah muslim. Ketua dibantu oleh riga orang wakil ketua dan 1 sekretaris. Dalam
kepengurusan tersebut itu ada 10 orang Dewan Penasehat yang diketuai Wakil Gubemur
NTB, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB sebagai wakil ketua, dan
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) sebagai
sekretaris.

B. Aksi Forum di Daerah

FKUB di Nusa Tenggara Barat dan Mataram
Keberadaan FKUB di Propinsi Nusa Tenggara Barat

(Selanjutnya disingkat dengan NTB) didasarkan atas Pergub No. No.
324 A Tahun 2006 Tgl. 11-11-2006, dan Pergub Nomor 29 Tahun
2008 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB). Sejak tahun 2012 yang lalu terjadi pergantian
kepengurusan FKUB yang baru berdasarkan. Peraturan Gubernur
NTB Nomor 217 Tahun 2012 tentang Pembentukan FKUB Masa
Bhakti 2012-2016. Ketuanya adalah H Syahdan Ilyas, wakil dari
Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Wathan (NW), menggantikan H Lalu
Mahfudz, (mantan Kepala Kantor WilayahAgama Propinsi NTB. I

Adapun periode awal FKUB Kota Mataram didasarkan atas
Perbup No. 305/1X/2007 Tgl. 01-09-2007 dan No. 89/1/2013 TgL
30-01-2013. Pada 18 Maret 2015 yang lalu pengurus baru FKUB Kota
Mataram oleh Walikota Mataram. Ketuanya saat ini adalah H Badrun
dengan beranggotakan berbagai tokoh lintas agama.

Pembentukan ini dimaksudkan untuk membangun, memelihara
dan memberdayakan umat beragama agar rnakin rukun dan menuju
peningkatan kesejahteraan. Peraturan Gubernur dan Walikota tersebut
mengacu kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri
Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan

Kepemimpinan Bangsa" di Aula FISIP UIN Jakarta menjelaskan
perkembangan rumah Ibadah Non-Muslim di Indonesia yang tumbuh
lebih 100 persen selama 2013. ''Rumah ibadah umat Kristen tumbuh
156 persen, gereja Katolik tumbuh 136 pers~n, rumah ibadah Hindu
tumbuh 300 persen dan rumah ibadah umat Budha tumbuh 400 persen.
Sedangkan rumah ibadah umat Islam cuma tumbuh 64 persen," paparnya
(Hidayatullah.com, dikutip laman www.utnjkt.ac.id)

Nawari Ismail
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Umat Beragama.
FKUB NTB juga diharapkan dapat 'bersinergi dengan Forum

Pembauran Kebangsaan yang telah dibenruk oleh Gubernur melalui
Peraturan Gubernur (pergub) Nomor 30 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan, beserta dewan
pembinanya, yang kini sudah terbentuk di tingkat propinsi dan
10 kabupaten/kota. Pembentukan forum pembauran kebangsaan
itu merupakan tindak lanjut dati Peraturan Menteri Dalam
Negeri (permendagri) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Pembentukan
forum ini merupakan bagian dati proses pelaksanaan kegiatan
integrasi anggota masyarakat dan berbagai ras, suku, agama dan etnis,
melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya,
pendidikan dan perekonomian.

FKUB sifatya nasional dan memiliki hirarki dari aras ke
bawah, serta diakui keberadaannya melalui perundangan yang ada
di Indonesia. Di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri No.9 dan No: 8Tahun 2006 (Selanjutnya akan
disingkat dengan PB 2 Menteri 2006) mengamanatkan adanya empat
tugas dan fungsi FKUB yaitu: melakukan dialog, menampung aspirasi,
menyalurkan aspirasi, sosialisasi peraturan dan undang undang yang
berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan
pemberdayaan masyarakat. Artinya, FKUB tingkat propinsi dan
kabupaten/kota di seluruh Indonesia memiliki posisi yang sarna, baik
ya~g berkaitan dengan kewajiban atau tugas-tugasnya maupun hak
haknya. Masing-masing tingkatan (pusat, propinsi, dan kabupaten/
kota) telah ditcntukan secara pasti.

Khusus di tingkat kabupaten/kota, secara garis besar ada dua
tugas ideal (peran ideal) dari FKUB yaitu, tugas pengendalian atau
pemeliharaan kerukunan, dan tugas penyelesaian konflik. Khusus
dalampenyelesaian konflik FKUB hanya diberiwewenang penyelesaian
konflik yang terkait dengan pendirian rumah ibadah (pasal21).

Kegiatan FKUB Nusa Tenggara Barat dan Kota Matararn banyak
berkaitan dengan tugas pengendaiian k01tjlik atau pemciiharaan kC11Jklll1al1,
selain tugas-tugas lain seperti menerima kunjungan dari daerah lain
a. Mempertahankan Toleransi dan Kerukunan

Kegiatan ini dilaksanakan tiap tahun di tingkat propinsi,
kegiatan untuk rnernpertahankan persaudaraan lintas agarna
ini ditujukan agar setiap umat lintas agama terus berpartisipasi
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Mataram, 10/10 (ANTARA): ... 'Penjabat Bupati Lombok Utara,
. H. Lalu Bakrie yang mewakili agama Islam... mengajak semua
elemen masyarakat lintas agama itu untuk terus meningkatkan
jalinan hubungan yang selalu dilandasi sikap toleransi,
I Gede Renjana selaku Ketua Perisada Hindu Dharma
Indonesia (PHD!) NTB juga rnenekankan pentingnya hidup
penuh toleransi antarumat beragama. Bahkan, ia menghendaki
pertemuan silaturahmi itu ditetapkan sebagai kegiatan wajib
karena merupakan bagian dari cirimasyarakat NTB yang religius.
"Harapan kami suasana kondusif seperti ini dijaga semua pihak
hingga masa mendatang," ujarnya.
Tokoh agama perwakilan Kristen Protestan, IrYahyaMugiyono,
juga menyatakan sangat mendukung pertemuan silaturahmi lintas
agama itu karena dapat menyatukan persaudaraan dati beragam
perbedaan. "Sesungguhnya diantara kita banyak perbedaan, yakni
suku, agama, status sosial, tetapi jika dilibat dati tujuan hidup
tentu sarna yakni menghendaki suka cita, damai sejahtera bagi
bangsa ini," ujarnya.

aktif dalam perneliharaan dan pengembangan kerukunan umat
beragama demi kemajuan daerah, bangsa dan negara, serta agar
umat beragama dapat meningkatkan hubungan sosial menuju
kemajuan daerah NTB yang religius dan berdaya saing ..

Kegiatan inimenjadi kegiatan pokok rutin dari FKUB NTB,
karena dilaksanakan setiap tahun. Adapun bentuk kegiatannya ada
3 macam yaitu: (1) silaturrahmi lintas agama. (2) Kemah bhakti
lintas agama. (3)Kegiatan temu karya lintas agama.

Sifaturrahmi Lintas Agama: Pertemuan silaturrahmi 1n1

dislenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Nusa Tenggara Barat (NTB). Pesertanya melibatkan tokoh semua
agama yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya Mataram, juga
tokoh pernuda, mahasiswa dan para wanita lintas agama.

Tujuan pokonya adalah untuk meningkatkan rasa
persaudaraan sebagai bagian dari karakter Bangsa Indonesia yang
mencintai perdamaian. Karena' itu setiap perwakilan dari lima
agama di Indonesia, termasuk Kong Hu Cu dan tokoh pemuda
diberi kesempatan mengungkapkan pesan dan kesannya dalam
pertemuan silaturahmi tersebut.

lnilah beberapa pandangan dari tokoh-tokoh agama dan
pemuda lintas agama, sebagaimana dilansir oleh MataramNews.com
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Romo Bertolomeus yang mewakili agama Katolik, mengatakan,
pertemuan silaturahmi itu merupaka ajang meningkatkan
toleransi, salingmenghormati dan menghargai, namun tetap setia
pada agama masing-masing,
Charles Susila yang mewakili agama Budha, menyatakan,
pertemuan silaturahmi lintas agama itu mengindikasikan adanya
kesejukan hidup illwilayah NTB yang sudah terjalin selama ini.
"Kesejukan ini harus kita pupuk dan tumbuhkembangkan agar
semakin kokoh hingga kapaa pun," ujarnya.
Sedangkan S. Wijanarko yang mewakili ajaran Konfusianisme
atau Kong Hu Cu, berharap pertemuan silaturahrni lintas agama
itu terus dilaksanakan agar NTB menjadi daerah yang lebih aman.
Tokoh pemuda yang juga Ketua Komite Nasional Pemuda
Indonesia (KNPI) NTB, Lalu Winengan, juga mengambil bagian
dalam mengimbau dan mengajak sernua umat bergama untuk
meningkatkan persaudaraan rnenuju kemajuan daerah NTB
hingga masa mendatang.

Selain itu, rnulai 2015 dilakukan Safari Kemkllnal1 Umat
Bcragama. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama
bekerja sama dengan FKUB Propinsi NTB beserta FKUB di
tingkat Kabupaten termasuk FKUB Kota Mataram. Kegiatan ini
dilakukan selain sebagai bagian tugas Kementerian Agama dan
FKUB juga melibatkan Majelis-majelis Agama, tokoh agama,
pejabat pemerintah yang lain seperti dari Kantor Kesbang, Polda,
Polres, Dandim, Badan Intelejen Daerah (Binda), tokoh pemuda
danwanita. Sementara untuk menangkal kemungkinan imbas kasus
konflik antar umat beragama di Tolikara Papua, diambillangkah
langkah koordinasi antar Majelis-majelisAgama atau lembaga yang
berorientasi dalam pengembangann kerukunan umat beragama,
sehingga menghasilkan deklarasiuntuk mensosialsiasikan toleransi
di kalangan umat beragama masing-masing. Hal iniwajar dilakukan
karena untuk tidak terulangnya kembali peristiwa 17-1-2000,
peristiwa pembakaran gereja akibat imbas peristiwa Poso.

h. Memberi Saran untuk Pemerintah
Tahun 2012 Forum Komunikasi Umat Beragama NTB,

melalui keruanya, meminta pemerintab membentuk peraturan
daerah yang mengatur tentang kerukunan umat beragama.
Permintaan inidilakukansebagaibagian penyampaian aspirasi umat
beragama di wilayah NTB, khususnya berdasarkan kesepakatan
tokoh agama sebelumnya (1984) tentang perkawinan, rumah
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ibadah, penguburan jenasah, dan hari-hari besar keagamaan.
Kesepakatan lama tersebut perlu ditindaklanjuti melalui Perda.

Perda ten tang kerukunan umat beragama tersebut diharapkan
dapat dijadikan acuan untuk hidup dengan penuh toleransi, Perda .
dimaksud harus mengakomodasi berbagai urusan yang berkaitan
dengan kehidupan beragama disertai rambu-rambunya.

Selain itu, FKUB juga meiminta meminta gubernur dapat
menghadiri acara seremonial perayaan umat beragama. Misalnya
pada waktu seremonial perayaan Natal bagi umat Kristiani, karena
selarna ini Guberour tidak menghadirihya. Sebab kehadiran
.gubernur dalam acara seremonial keagamaan itu dipandang
penting sebagai perwujudan pejabat yang rnengayomi rakyatnya.
FKUB juga meminta kepada gubernur untuk memberi bantuan
pembangunan ternpat ibadah bagi agama lain selain Islam secara
proporsionaL

Hal ini rnerupakan bagian dari tugas FKUB untuk
menampung aspirasi umat beragama, dan sejalan dengan
penegasan Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi,
yang berjanji akan mempertimbangkan masukan dari Forum
Komunikasi Umat Beragama yang didasarkan pada aspirasi umat,
dalam pengambilan kebijakan pernerintahan.

Selain itu pada saat pelantikan FKUB NTB - (2012),
gubernur juga menegaskan agar FKUB terus membangun dialog
antarpengurus FKUB, dengan tokoh organisasi masyarakat, dan
tokoh agama lainnya yang tidak tergabung dalam FKUB. Juga
melakukan sosialisasi agar masyarakat paham tentang kebebasan
beragama, dan sikap toleransi antarumat beragama, memberi
perhatian terhadap generasi muda untuk berdialog dan bersama
sarnamerumuskan program pembangunan yang mengarah kepada
persatuan dan kesatuan, meskipun berbeda agama.

c. Pembinaan Pemuda Lintas Agama
Penguatan komunikasi antar lembaga/kelompok, antar

pemuda dan tokoh agama. Hal ini dilakukan juga melalui
pemberdayaan pemuda dan wanita di berbagai bidang untuk
mempersempit kesenjangan sosial.

d. Dukungan Moril bagi Minoritas
Ketua FKUB NTB, H.Syahdan ilyas, memberika dukungan

terhadap penganut agama Hindu di NTB dalam merayakan Hari
Raya Nyepi. Dukungan moril itu berupa pernyataan di media.

Nawari Ismail
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Dalam kesempatan tersebut beliau menegaskan Perayaan Han
Raya Nyepi Hindu akan berjalan aman, terrib, lancar dan suskes.

Pertimbangan dukungan ini karena Han Raya Nyepi juga
menjadi momentum memperkuat dan rnemperkokoh persatuan
dan kesatuan antar sesama ummat beragama. Juga agar penganut
agama lain dapat menciptakan suasana kondusif sehingga umat
Hindu tetap merasaamandannyaman,termasukmenghormatiserta
menghargai urnat Hindu yang akan melaksanakan Perayaan Hari
Raya Nyepi ini. Biasanya dalam rangkaian acara menyemarakkan
Han Raya Nyepi, ummat Hindu menggelar pawai ogoh ogoh yang
di arak keliling kota Mataram.

e. Pembinaan Toga Toma
Kegiatan ini dilakukan hampir setiap tahun, kegiatan l.D.l

bertujuan untuk menanamkan persepsi yang sama mengenai
kebijakan Pernerintah Kota Mataram terkait dengan ke.rukunan
antar umat beragama. Pesertanya rneliputi tokoh masyarakat,
tokoh adat, dan tokoh-tokoh agama dati seluruh unsur keagamaan
yang tergabung dalam FKUB Kota Mataram.

Pernbinaan ini dilakukan dengan mengingat di Kota
Matararn saat ini sudah banyak pendatang yang berlatar belakang
suku, agama dan daerah berbeda, dengan ditambah kompleksitas
yang telah ada sebelumnya, berpotensi memicu terjadinya gesekan
dan bisa ja~ bermuara pada kondusifitas daerah. Walaupun begitu
dialrui juga bahwa pluralitas tersebut dapat menjadi potensi besar
bila dikelola dengan baik dan benar.

f. Sosialisasi
FKUB berusaha untuk melakukan sosialisasi tentang

pentingnya kerukunan, Sosialisasi dilalrukan dalam bentuk
penyuluhan terkait persoalan kerukunan umat beragama, utamanya
tentang pendirian rumah ibadah. Sosialisasi dilakukan di seluruh
kecamatan yang ada diMataram.

g. Memberi Rekomendasi
Kegiaran yang termasuk penting dari FKUB NTB adalah

rnernberikan rekomendasi kepada beberapa pihak yang terkait
dengan bidang tugasnya. Rekornendasi te.rsebutmeliputi: Pertama,
untuk Pemerintah Propinsi NTB. lsi pokok rekomendasi adalah
agar pemerintah: (a) Memberikan bantuan kepada lembaga
lembaga Keagamaan/lVlajelis-Majelis Agama. (b) Memfasilitasi
kegiatan-kegiatan Forum Pemuda Lintas Agama untuk pembinaan
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kerukunan internal umat beragama. (c) Meningkatkan dana
bantuan hibah untuk FKUB Propinsi NTB dan Forum Pemuda
Lintas Agama NTB setiap tahunnya.

Kedua, untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama. lsi
pokoknya adalah agar Kanwil Kemenag NTB: (a) Melanjutkan
bantuan pembangunan fisikkantor/ sekretariat FKUB Kabupaten/
Kota yang belum terbangun. Yaitu Kantor FKUB Kota Mataram,
Kabupaten Sumbawa, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten
Dompu, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok
Timur, (b) Meningkatkan bantuan dana operasional FKUB
Propinsi NTB dan FKUB Kabupaten/Kota serta Forum Pemuda
Lintas Agama NTB melalui Dana DIPA setiap tahun anggaran. (c)
Mengusahakan program PKUB Kementerian Agama agar dapat
dilaksanakan di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB

.'\- .
Ketiga, untuk Kepolisian Daerah Propinsi NTB ( Polda

NTB). lsi rekomendasi agarKepolisian: (a)Memberikan dukungan
keamanan dan kenyamanan bagi pemeluk umat beragama dalam
menjalankan ibadah dan kepercayaan menurut agama masing
masing (b) Menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama
di Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka pe.rsatuan dan
keutuhan Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI )

Keempat, untuk Bupati dan Walikota se-NTB. Para bupati/
walikota diharapkan: (a) Memberikan bantuan dana kepada
lembaga-Iembaga keagamaan/Majelis-Majelis Agama. (b)
Memfasilitasi kegiatan-kegiatan Forum Pemuda Lintas Agama
Kabupaten/Kota untuk pemeliharaan kerukunan umat beragama.
(c) Meningkatkan dana bantuan hibah untuk FKUB dan Forum
Pemuda Lintas Agama Kabupaten/Kota melalui dana APBD
dalam setiap tahun anggaran.

Kelima, untuk Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Hal ini lebih memberikan dukungan kepada Pemerintah Propinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pe.rcepatan
pembangunan dan peningkatan pemeliharaan kerukunan ummat
beragama di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Jika dilihat dari isi semua rekomendasi tersebut pada intinya
berkisar tentang: pendanaan dan fasiltaskesekretariatan bagi FKUB
dan lembaga terkait, sebagaibagian dati tugas pemberdayaan FKUB
oleh pernerintah, peningkatan pemeliharaan kerukunan umat
be.ragama,peningkatan dukungan keamanan bagi umat beragama.

Nawari Ismail ~ ..':;:~f-·"'<t-·~··t.;"....:..i______________________________________________ _. ~MU~~.~~ __
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h. Membangun Interaksi Efektif
Bentuk interaksi dalam arti kornunikasi yang dibangun

FKUB hakikatnya dilakukan melalui 2 tahapan. Dalam
pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan musyawarah.
Masing-masing wakil penganut agama menyampaikan pendapat,
selanjutnya dikaji oleh penasehat FKUB sebagai pemutus.

Ada 2 jenis komunikasi yang dibangun dalam hubungan antar
tokoh/wakil dan dengan umat masing-masing yaitu komunikasi
formal dan informal. Komunikasi formal dilakukan antar tokoh/
wakil yang ada dalamFKUB. Halini biasanya dilakukan secara rutin
dan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. Sementara
komunikasi informal berlangsung antara tokoh/wakil penganut
agama yang ada di FKUB dengan umatnya masing-maisng. Hal
ini dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya pengadaan dialog,
dan silaturahim ke tempat ibadah atau organisasi keagamaan, serta
upacara keagamaan. Kornunikasi ini dilakukan secara rutin dan
insidental. Tujuan pokoknya adalah untuk menumbuhkembangkan
kerukunan umatnya.

1. Kegiatan Terkait Penyelesaian Konflik
Kegiatan FKUB Mataram dalam penyelesaian konflik,

meliputi: penyelesaian pertikaian yang terkait dengan rumah
ibadah, perkawinan beda agama, dan penyiaran agama. Hal ini
sebaaimana dikemukakan oleh Ketua FKUB periode 2006-2012,
Lalu Mahfudz. FKUB berhasil menyelesaikan beberapa kasus
yang muncul diantarannya masalah rumah ibadah, perkawinan
beda agama dan penyiaran agama.

J. Penolakan terhadap Ahmadiyah
Tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum

Komunikasi Urnat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Barat,
mendukung usulan Majelis Ulama Indonesia untuk membekukan
Jemaat Ahmadiyah (ANTARANews.COM, 25 Februari 2011).

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi
Nusa Tenggara Barat (NTB) saat iru, H. Lalu Mahfudz, usai
menemui Gubernuc NTB TGH_ M. Zainul Majdi, di Mataram.
Mahfudz dan pengurus FKUB NTB lainnya menemui Gubernur
NTB guna menyampaikan beragam aspirasi terkait pembinaan
umat yang berada di daerah itu. Salah satunya yakni penyelesaian
masalah Jemaat Ahmadiyah yang terkatung-katung hingga kini,
karena ketidaktegasan pemerintah. Ketua FKUB menegaskan
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bahwa persoalan Ahmacliyah merupakan masalah internal Islam
yang penyelesaiannya tentu melibatkan umat Islam, na11111nFKUB
yang beranggotakan para tokoh lintas agama, juga mendllkung penuntasan
masalab tersebut.

Sehari sebelwnnya, pengurus Majelis Ulama Indonesia
(MUI) yang elidukungpengurus organisasi Islam lainnya eliwilayah
NTB mengusulkan pembekuan Jemaat Ahmacliyah, karena
dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Usulan tersebut
sudah disarnpaikan secara langsung kepada Gubernur NTB TGH.
M. Zainul Majdi, agar ditindaklanjuti. "Kami sudah sampaikan
usulan pembekuan Ahmaeliyah itu kepada Pak Gubernur," kata
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB Prof. H. Saiful
Muslim, usai pertemuan koordinasi di ruang kerja Gubernur NTB,
terkait Ahmaeliyah itu.

Selain pengurus MUI NTB, hadir ° dalam pertemuan itu
yakni pengurus organisasi Islam lainnya dati Nahdlatul Wathan
(NW), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammacliyah, Dewan Masjid,
Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDD!), pengurus Jamaah
Hisbut Tahrit dan Dewan Dakwa Islam Indonesia (DDII).

k. Tugas Lainnya
FKUB Mataram memperoleh dukungan dati Pemkota

setelah kepengurusannya dikukuhkan. Hal ini terlihat dari kata
sambutan yang diberikan oleh WalikotaMataram:

''kerukunan umat beragama menjadi sangat penting guna
mencapai sebuah kesejahteraan eli Kota Mataram. Agar dapat
terus memupuk sikap toleransi dalam bermasyarakat, perlu
adanya peran serta pemerintah daerah rnelalui FKUB. "FKUB
sebagai organisasi independen akan memfasilitasi segala
permasalahan dan keluhan eli masyarakat terkait stabilitas
kerukunan antar umat beragam eli Kota Mataram," kata
Sekda Untuk itu, FKUB membutuhkan dukungan seluruh
masyarakat, pemerintah daerah, maupun tokoh agama..... perlu
dilakukan pertemuan, diskusi secara khusus guna melakukan
dialog dengan pemuka agama, dan tokoh .masyarakat guna
menampung aspirasi masyarakat. "FKUB diharapkan bisa
memberikan rekornendasi tertulis atas permohonan pendirian
rumah ibadah," kata Sekda.
Walikota berharap, kepada pengurus FKUB Kota Mataram
dapat terus membantu pemerintah daerah dalam ruang lingkup
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pernbinaan kerukunan antar umat beragama eliKota Mataram.
Walikota juga berharap peran strategis FKUB Kota Mataram
dapat lebih meoingkat elimasa kini dan mendatang. Sehingga
ketentraman, ketertiban, dan kerukunan dalam menjalankan
agama dapat berjalan selaras, serasi, seimbang, dan tercipta
situasi yang kondusif bagi kehidupan beragama eli Kota
Mataram (www:/ /portalentebe.conl. 17/3/ 2015)'~

Rapat kerja dilakukan oleh penguxus FKUB, balk pada
tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Biasanya dalam
setiap Raker ada tema yang diusung dan melibatkan pejabat
pemerintah terkait seperti Kementerian Agama, dan Kepolisian,
pengurus FKUB tingkat propinsi, FKUB kab/kota se-NTB,
Bakesbangpoldagri propinsi. dan Bakesbangpoldagri kab./kota
se-NTB.

Pada kesernpatan Raker (tahun Oktober 2012), misalnya
Kakanwil Kemenag menegaskan agar tokoh agama harus dapat
menjadi perekat kerukuoan. Karena itu diperlukan upaya bersama yang
sungguh-sungguh demi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa,
khususnya meJalui peningkatan peran FKUB dimasa yang akan datang.

Walaupun sebenarnya akan lebih baik Raker itu dilakukan
setiap tahun agar FKUB memiliki program dan kegiatan yang
terencana dan matang sesuai dengan fungsinya. Namun dalam
kenyataan, raker itu nampaknya masih dilakukan lebih dari
setahunan. Hal ini terlihat selama periode 2006 sampai 2012, FKUB
propinsi baru mengadakan tiga (3) kali Raker, dan baru Raker
ketiga tersebut menggunakan biaya DIPA Kanwil Kemenang. Hal
ini seperti ditegaskan oleh Abdul Azis Fahmi:

"Kasubag Hukmas dan KUB Kanwil Kemenag NTB, H. Abdul
Aziz Fahmi, S.Ag menyatakan bahwa Raker ini adalah Raker III
FKUB Propinsi NTB dan untuk kalipertamanya eliselenggarakan
dengan menggunakan biaya dari DIPA Kanwil Kemenag NTB
sejak FKUB Propinsi NTB terbentuk tahun 2006 silam. "karni
merasa bersyukur dan bangga dapat menyelenggarakan kegiatan
ini dengan baik, kami menyampaikan ucapan terimakasih
kepada Bapak Kakanwil, Kepala Kejati Mataram, Kepala
Bakesbangpoldagri NTB dan Polda NTB yang telah memberikan
arahan dan paparan/ presentasi materi, yang elijadikan referensi
dan inspirasi dalam penyusunan berbagai program kerja
FKUB,"papar Kasubag."
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Fakta tersebutsekaligusmenunjukkanadanyaketergantungan
yang tinggi FKUB terhadap 'kebaikan' pemerintah, khususnya
Kementerian Agama, bupati/walikota dan gubernur. Dan itu
sangat elipengaruhi oleh perhatian dari setiap pejabat tersebut
dalam setiap periodenya. Kebaikan tersebut akan berpengaruh
terhadap kinerja dan optimalisasi fungsi FKUB pada setiap periode
kepemimpinan eksekutif dan dalam setiap tempat.

Kegiatan lain dari FKUB Mataram adalah beraueliensi (4Juni
2015) dengan Walikota. Sebagaimana dirilis oleh LomboktlJjay.co.id.,
menurut ketuanya, H Badrun, bertujuan untuk memperkenalkan
program, eliantaranya akan melakukan kunjungan kerja ke FKUB
pusat dan salah saru tempat ibadah eliBogor untuk mempelajari
bagaimana mengatasi konflik yang terjaelielimasyarakat (16Juni).
Program tersebut akan disosialisasikan ke seluruh kecamatan .~
Kota Mataram.

Di pihak lain Walikota rnengharapkan FKUB bisa
mencetuskan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi
terjadinya konflik, dan siap mendukung program yang telah
disusun FKUB Kota Mataram karena Kota Mataram saat ini
elitetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), even nasional
maupun internasional oleh peerintah pusat. Misalnya pertemuan
pakar-pakar Islam internasional dan nasional. .

Kecenderungan kegiatan aueliensi dengan pejabat
pemerintah tidak dapat dihindari oleh FKUB, sekali lagi karena
adanya ketergantungan dana kegiatan kepada elite politik. Aueliensi
tiada lain kemuelian dimaknai sebagai bagian dati 'upaya FKUB
untuk meminta sesuatu'. Hal ini terlihat sekali ketika mereka
mengutarakan akan melakukan kunjungan ke daerah lain (Iakata
dan Bogor) yang membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Selain itu ttadisi melakukan kunjungan ke daerah lain,
apapun maksud dan tujuannya, nampaknya juga mulai perlu
dipertanyakan kebermaknaannya bagi pengembangan kerukunan
di daerahnya. Padahal banyak kegiatan yang masih membutuhkan
dana lebih yang terkait dengan pengemhangan kerukunari eli
daerah. Bukankah pengembangan kerukunan di suatu daerah
.sebenarnyaIebih bersifat lokalis dengan segala keunikan masing
masing sesuai peta dan kondisi daerah tersebut.

FKUB yang ada di Nusa Tenggara Barat dan Kota Mataram
memiliki beberapa kegiatan, bahkan FKUB kota ini menjadi
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"Kesarnaan kondisi penduduk yang heterogen rnenarik perhatian
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarrnasin
untuk berkunjung ke Pemkot Mataram. Rombongan diterirna
WakilWalikotaMataram H Mohan Roliskana, didampingi Kepala
Bakesbangpol Kota Mataram H Bondan Wisnujati beserta seluruh
jajaran FKUB Kota Matararn, eli Ruang Kenari Kantor Walikota
Mataram, (dalam Berita KotaMataram, 18 Oktober 2013)."

Begitu juga kunjungan atau studi banding FKUB
Kalimantan Tengah ke FKUB Nusa Tenggara Barat pada tanggal
19-22 Desember 2011. Tujuan kun jungan tersebut rnenurut
mantan ketua FKUB NTB, Drs. H. Lalu Mahfudz, MM. untuk
membandingkan kondisi kerukunan umat beragama di NTB
derigan yang ada di Kalimantan Tengah.

FKUB Mataram juga pernah menerima kunjungan dati
FKUB Kota Malang (8 Juni 2015, RinjaniPost.com). Ketika
itu Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Rolisakan menerirna
rombongan kunjungan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama
(FKUB) Kota Malang, Jawa Tirnur, Kunjungan 26 orang
rombongan FKUB yang dipimpin oleh Wakil Walikota Malang,
H Sutiaji untuk belajar penanganan konflik di Kota Mataram.
Di pihak lain, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan' Roliskana
mengatakan peranan FKUB di Kota Mataram saat ini semakin
terasa dalam upaya penanganan konflik 'di tengah masyarakat.
Karena itu, FKUB Kota Mataram terus mencari pola dan
kreativitas dalam rneningkatkan peran serta masyarakat menjaga
toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Pemerintah Kota Mataram menjadikan FKUB sebagai
salah satu tim mediator dalam meredam konflik, yang selama
ini dipicu masalah pribadi dan ditarik menjadi masalah kolektif
sehingga bernuansa SARA (suku, agama dan ras). Saat ini FKUB
mengedepankan pencegahan prakonf1ik dengan pembinaan dan
sosialisasimelalui pendekatan agama. Sementara jika sudah terjadi
konflik, maka FKUB akan mengambil peran sebagai mediator.

E.~:~·~~·~'-~_<i1Menakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umat Beragama

semacam tujuan studi banding, karena ada beberapa FKUB dari
kota lain di Indonesia yang melakukan studi banding ke FKUB
Mataram. Misalnya,.kunjunganyangdilakukanFKUB Banjarmasin:
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FKUB Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali

FKUB eli Propinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan atas
Pergub No. 450/64/2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) Provinsi Jawa Tengah saat ini bersekretariat eliJi
A. Yani No. 160 Semarang. Contact Telp. 024 - 8314355 Fax. 024 -
8313122. Email: sttpport@fktlbjateng.org

Adapun periode awal FKUB Kabupaten Boyolali elidasarkan
atas Perbup Boyolali No. 451.7/419 tahun 2007 TgL 25-04-2007.
Ketuanya saat ini dari pihak Islam dengan beranggotakan berbagai
tokoh lintas agama eliIuar Islam.

Di Boyolali, selain FKUB juga ada Forum Komunikasi Antar
Umat Beragama (Fl<A-UB). Forum yang tersebut terakhir merupakan
sebuah lembaga independen, non pemerintahan, nirlaba yang didirikan
pada tanggal26 Juni 1998. Pendirinya adalah umat lintas agama yang
peduli terhadap persoalan kemanusiaan, demokrasi, kesetaraan atas
dasar pluralisme dan interfaith.

Pembentukan FKUB ini dimaksudkan untuk membangun
kerukunan umat beragama agar makin rukun dan menuju peningkatan
kesejahteraan ..Peraturan Gubernur dan Walikota tersebut mengacu
kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9
Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Kepala Daerah dalamPemeliharaanKerukunan Umat Beragama.

Sebagaimana Kegiatan FKUB Nusa Tenggara Barat dan
Kota Mataram banyak berkaitan dengan tugas pengendalian konftik
atau pcmcliharaan kcrukul1an, selain tugas-tugas lain seperti menerima
kunjungan dari daerah lain
a. Pemetaan Masalah Kerukunan Beragama·

FKUB JawaTengah mengadakan Raker khusus membahas
tentang pemetaan potensi masalah kerukunan umat beragama yang
ada di Jawa Tengah (NV-Online, 8/10/2011). Setiap kabupaten/
kota memetakan faktas dan potensi eli daerahnya masing
rnasing. Hal ini karena setiap daerah tersebut memiliki kekhasan
potensi. Kajian terutama dikhususkan kepada isu: radikalisme
dan penyebaran wan sesat. Sebagaimana dikemukakan Taslim
Syahlan, Sekretaris Raker sekaligus pengurus MUI Kawa Tengah,
model analisis dan pemataan yang menghasilkan data ini baru
pertama kali' eliIndonesia.

N 'I 'I~'-'''''''''''~_ ____________________ a_w_ar_1 s_m_a_1 .~IZIQI9I="_Mt ..::.•..• :-.:~=. ~"'.- ..... ~._..
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Abu Hafsin Umar, ketua FKUB Jateng ketika itu, menegaskan
bahwa Raker akan memperoleh data lapangan dan nancinya akan
elijadikan sebagai pedoman dalam mengambil tindakan eli daerah.
Untuk itu ndapat digunakan oleh Pernda, penegak hukum dan
tokoh agama. Raker dihadiri oleh tokoh lintas agama seperti tokoh
Islam (Rosihan), tokoh Kristen (Napsun Setiyono), tokoh Katholik
(Aloysius Suryanto), tokoh Budha (Haeli Surya Dharma), tokoh
Hindu Gaka Suyatna), dan tokoh Kong Hu Chu (Khong Santoso).

Pemetaan potensi masalah ini pencing dilakukan karena Jawa
Tengah merupakan daerah yang memiliki tantangan berat karena
banyaknya kasus kekeraasan beruansa agama, penyesatan berkedok
agama, dan salah satu daerah yang menjadi sarang terorisrne dan
dan rnenjadi sasaran tindakan terorisme.

b. Kerja sama dengan Ormas Islam dalam Mencegah
Radikalisme

FKUB Boyolali dalam melakukan kegiatannya, eli antaranya
bekerja sama dengan Ormas Islam yaitu dengan Nahdlotul Ulama
Boyolali. Bentuk kerja sama berupa upaya mewaspadai gerakan
radikalisme eliIndonesia, khususnya eliBoyolali. (!\TU 011li11e,Sabtu,
06/09/201407:05).

Hal ini eli antaranya eliwujudkan dengan mengadakan
kegiatan sosialiasi ke masyarakat. Sekertaris FKUB Boyolali,
Is tamar, mengatakan bahwa sosialisasi terus dilakukan untuk
menjaga kerukunan antarurnat beragama eli Kecamatan Sambi,
Musuk, dan Teras. Mojosongo dan kecarnatan lainnya. Beliau
menconrohkan bahaya ISIS dapat elicegah dengan kerukunan
urnat beragam yang selalu terjaga dengan baik.

Sosialisasi gencar dilakukan meng.ingat Boyolali pernah ada
ternpat persembunyian teroris. Sehingga dengan rnaraknya ISIS
belakangan ini, perlu kewaspadaan agar gerakan tersebut tidak
berkembang.

c. Pembinaan Generasi Muda
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Boyolali

membentuk FKUB untuk anak-anak rnuda, pembentukan
dilakukan pada 4 Desember 2014. Hal ini bertujuan untuk
menggelorakan semangat keberagaman dan pluralisme kepada
generasi muda, juga untuk memperkuat rasa toleransi keagamaan eli
an tara generasi muda, serta menjadi bagian dari regenerasi tokoh
tokoh pluralisme dan generasi yang lebih tua. Mereka juga akan

[~.~:_.:~~_.~_:~ Menakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umat Beragama
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Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Generasi Muda
Kab. Boyolali

Forum ini beranggotakan sekitar 50 orang yang berusia eli
bawah 35 tahun dan diambil dari berbagai organisasi kepemudaan.
Mereka eliberikan pengetahuan dan wawasan tentang kerukunan,
toleransi, terrnasuk mengenai berbagai jenis kelompok anti
.kebangsaan.

Pembentukan ini didasarkan atas program FKUB Jawa
Tengah tahun 2011/2012. yanag lalu. Menurut Ketua FKUB
Jateng ketika itu, Abu Hapsin Umar, menyatakan FKUB akan
membentuk FKUB GM eli seluruh kabupaten atau kota se-Jawa
Tengah dengan target dalam tahun 2012 bisa selesai eli 35 daerah
eliJateng. Program ini baru pertama eli Indonesia. Dalam kaitan
iniKetua FKUB Generasi Muda, M Iman Fadhillah, menyatakan,
forum yang elipimpinnya bertugas membantu FKUB yang sudah
ada dalam upaya menjalin dialog antar umat beragama elikalangan
generasi muda.

dijadikan kader untuk mengkampanyekan toleransi keagamaan,
serta sosialisasi menangkal paham-paham radikal yang elitengarai
sedang berkembang elimasyarakat (suaramerdeea.com.).

Sekretaris FKUB (Boyolah), Istamar menyatakan, forum
kerukunan umat beragama bagi generasi muda akan segera
dibentuk pihaknya dalamwaktu dekat ini, Forum diisi oleh muda
mudi dari berbagai agama yang diakui di tanah air.... Mereka
difungsikan sarna, me1akukan sosialisasi dan menangkal paham
paham yang tidak sesuai, Karena selama iniyang kita ajak keternu
hanya yang tua. Jika yang muda tidak, nanti terputus dan rnaka
dari itu rnereka biar lakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan
lingkungannya (suaramerdeka.com., 7 September 2014).
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d. Himbauan Membangun Kerja SamaAntarumat Beragama
Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Boyolali

mengajak umat beragama untuk saling bergandengan dan bekerja
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Sampai dengan tahun 2014 (Desember) Forum FKUB
anak-anak muda ini cukup banyak yang dilakukan, baik eli tingkat
propinsi maupun eli kabupaten di Jawa Tengah, termasuk di
Boyolali.Di antaranya adalah mengadakan Kemah Pemuda Lintas
Agama yang diadakan oleh FKUB-GM Jawa Tengah (Desember
2014). Kegiatan Kemah ini ditujukan untuk untuk meningkatkan
keakraban dan solidaritas antar umat beragama khususnya pada
generasi mudanya, serta meningkatkan komunikasi dan memahami
perbedaan, sehingga menimbulkan toleransi. Juga memperingati
sumpah pemuda. Mereka menggelar aksi damai dalam rangka
memperingati hari Sumpah Pemuda (28 Oktober 2014).
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Pesertanya adalah seluruh tokoh agama dan beberapa
pimpinan organisasi keagamaan yang ada eliBoyolali (Solopos.com,
19 Mei 2011). Adapun yang menjadi narasumber adalah sebagai
Kapolres Boyolali ketika itu, AKBP Romin Thaib, Kemente~n
Agama Boyolali dan Pengasuh Ponpes AI Muayyad Windan,
Makamhaji, KH Dian Nafi.

f. Koordinasi Lintas AgamaJelang Natal
Dalam rangka mengantisipasi kerawanan saat natal dan

tahun baru, jajaran Kepolisian Boyolali melakukan koordinasi
dengan lintas sektoral dan para tokoh agama. Upaya ini dilakukan
supaya konelisiBoyolali tetap kondusif dan aman.

Kapolres Boyolali AKBP Hastho Raharjo mengatakan,
kewaspadaantetap dilakukaneli seluruhwilayahhukum Boyolali,
hal ini mengingat semua daerah clianggap sebagai wilayah

sama. Ajakan ini untuk membendung kemungkinan pengaruh
peristiwa born bunuh diriyang terjadi eli Gereja Bethel Injil Sepenuh
(GBIS) Kepunton, Jebres, Solo (SoIoRoya, Minggu, 25/9/2011) eli
Boyolali. Himbauan Ketua FKUB ketika itu dilakukan saat dalam
rapat koordinasi FKUB dengan Pemkab Boyolali serta PoIres
Boyolali di Kantor Pemkab Boyolali, empat hari setelah peristiwa
eli Jebres. FKUB ketika itu juga mengutuk keras kejadian born
eli Jebres. Rakor itu sendiri dihadiri oleh para pemuka agama,
Pemkab melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
.Masyarakat (Bakesbangpolinmas) Boyolali.

e. Mengadakan Sarasehan
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama

Pemerintah Kabupaten Boyolalimengadakan sarasehan antarumat
beragama eliRM Elang Sari tanggal 18 Mei 2011. Ketua FKUB
Boyolali ketika itu, M Ihsan, mengatakan sarasehan mengambil
tema S emangat Kebersamaan Menujll Bqyolaiiyang Damai
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g. Silaturrahim dengan Aparat Keamanan
Pada tanggal 20 Maret 2012 Kapolres Boyolali AKBP

Hasho Rahardjo, SIK, SH Mengadakan kegiatan Silaturrahim
dengan Tokoh Agama yang ada diKab.Boyolali (FKUB). Kegiatan
ini untuk sambung rasa yang erkait dengan persoalan kegamaan
yang ada di Boyolali. Khususnya untuk pemeliharaan keamanan
dan kerukunan umat beragama di Boyolali.

"Koordinasi antarlintas umat beragama terus kita lakukan
terutama menjelang Natal ini. Namun sebelumnya kita telah
berternu langsung dengan semua pemuka agama eliBoyolali,dalam
raker eli pendapa kabupaten belum lama ini,"jelas Koordinator
FKUB Ikhsan, usai mengikuti gclar pasukan Operas! Lilin Candi
2011 elihalaman Mapolres Boyolali,Kamis (22/12/2011). Ikhsan
juga mengatakan, bersama sejumlah elemen organisasi pemuda
masyarakat Boyolali,FKUB juga akan turut melakukan penjagaan
elisejumlah gereja strategis yang ada eliBoyolali Kota khususnya.
Pasalnya sejumlahgereja tersebut, paling banyak dikunjungi jemaat
pada saat misa Natal nanti. Tujuan dari koordinasi ini jelas.FKUB
Boyolali tidak menginginkan adanya kejaelian-kejadianserius yang
cenderung meogadu domba antarumat beragama khususnya eli
Boyolali, yang sebelumnya terjadi eliwilayah Karanganyar belum
lama ini . Kita menginginkan Boyolali aman dan tenang tanpa ada
gangguan dari pihak mana pun.
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rawan. Dijelaskan, pihaknya akan terus melakukan pengamanan
gereja-gereja di Boyolali menje1ang hirigga selesainya pelaksaan
Natal nanti dengan menerjunkan sekitar 270 personil anggota
polisi, Polisi akan melakukan pengamanan secara stasioner
atau melakukan penjagaan langsung eli gereja sejak tanggal 23
Desember hingga 1 Januari 2012. "Sebelumnya, akan dilakukan
sterilisasi dulu pada 31 gereja-gereja yang ada eli Kota Boyolali.
Agar jemaat yang akan beribadah terasa nyaman dan aman dan
semua gangguan," katanya. (Soloroya Online, 21 Desember 2011).

Di pihak lain, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)
Boyolali menyatakan terus koordinasi efektif lintas agama dalam
ikut mengamankan perayaan Natal di seluruh wilayah kabupaten
setempat. Koordinasi tersebut dilakukan guna mengantisipasi
segala bentuk gangguan yang bersifat meresahkan atau bahkan
mengganggu pelaksanaan Natal yang jatuh pada tanggal 25
Desember mendatang.
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Keberadaan MUI sebagai salah satu LB-PKUB kian memberikan
makna tersendiri dalam kehidupan masyarakat Islam eli Indonesia.
Hal ini bukan saja karena lembaga ini berupaya untuk memerankan
diri sebagai penyatu umat Islam dalam banyak aspek, seperti dalam
hal fatwa-fatwa hukum tentang banyak bidang, namun juga karena
berupaya mengarahkan dan 'membina' kelompokp-kelompok Islam
terutama kelompok sempalan yang tumbuh dan berkembang eli
. Indonesia, sehingga mengundang kontroversi.
1. Dialog Bersama

MUI bersama-sama pemimpin majelis-majelis agama yang
lain seperti Persekutuan Gereja Indonesia (pGI), Konferensi Wali
Gereja Indonesia (I<WI),Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDJ),
Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI),melakukan pendekatan
dan dialog secara intensif ke berbagai daerah eli Indonesia, sehingga
tercipta suasana rukun, damai, dan tenteram.

c. Lembaga Berorientasi LB-PKUB

MUI

h. Kegiatan Lainnya
Konferensi ini merupakan Konferenesi Nasional 1 FKUB,

penyelenggaranya diserahkan kepada FKUB Jawa Tengah .
.Konefrensi eliselnggarakan eli Hotel Pandanaran, han Jumat
Minggu, tanggal12-14 Juni 2015 [suaramerdelea.com}. Men1l17lt Ketua
FKUB Jawa Tengah, Mudjahirin Thohir, menyatakan bahwa

. Konferensi mengambil tema Tema besar yang elipilih adalah
'Mendesain Kedewasaan dan Pendewasaan Beragama dalam
Masyarakat Plural, , dan elibukaMenteri Agama Lukman Hakim
Saefudin. Pesertanya adalah pimpinan FKUB se-Indonesia.

Dasar pertimbangannya adalah bahwa kehidupan beragama
bangsa ini secara empiris masih kerap elitandaifenomena destruktif
dan idealisme suci semua agama serta mengonstruksi relasi umat
beragama yang harmonis. Percikan intoleransi eliskriminatif masih
saja terjadi dan menjaeli bahaya laten Tema besar yang elipilih
adalah Mendesain Kedewasaan dan Pendewasaan Beragama dalam
Masyarakat Plural. Hasil pleno dikerucutkan un~ elibawapulang
para peserta agar eliberdayagunakanelitempat masing-masing soal
konsep pendewasaan dalam beragama dari kacamata teologis dan
antropologis.

Nawari Ismail _'_-~_~~";______________________________________________ ~ ~~.m_ .
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Kontroversi Fatwa Haram Mengucapkan Selamat Natal. Pada bulan
Desember 2012, MDI mengeluarkan suatu fatwa yang menggemparkan.
Fatwa itu ialah fatwa haram ucapan Selamat Natal kepada umat Kristen eli
Indonesia. Hal itu dikemukakanolehKetua MDI bidang agama,Ma'ruf Amin,
yang mengatakan bahwa sebaiknya umat Islam tidak usab ucapkan selamat
natal kepada umat Kristen. Walaupunmengundang pro dan kontra, fatwa ini
sudah bcrdasarkan pada kajian yang mendalam. Pada masa kepemimpinan
Buya Hamka, MDI tidak pernah mengeluarkan fatwa haram pengucapan
selamat natal. Ketika itu, MDI hanya mengharamkan umat muslim untuk
merayakan natal bersarna, selogika dengan tidak elipe.rbolehkannyaumat
Kristiani merayakan sholat Idul Fitri eliHari Raya Idul Fitri. Meski demikian,
fatwa tersebut tetap mengundang kontroversi karena elimasa orde barn masih
umum rerjadi jika umat muslim eliIndonesia yang merupakan mayoritas ikut
merayakan hari raya agama lain.

Majelis-majelis Agama dapat clikatakan sebagai (salah satu)
kekuatan ummat beragama dapat dimanfaatkan untuk pengembangan
kerukunan intern dan antar umat beragama di tengah pluralitas agama.
Memang harus diakui partisipasi tokoh majelis-majelis agama atau
ormas keagamaan tersebut dalam memelihara kerukunan antarumat
beragama baru berupa dialog-formal. Kalaupun ada kegiatan yang
lain biaasanya bersifat reakti]. Misalnya menanggapi kondisi atau
issu tertentu seperti ten tang ISIS. Untuk itu bentuk partisipasi di
bidang lain seperti kerjasama sosial-ekonomi dan bidang masih perlu
ditumbuhkembangkan. Jika ini dapat dilakukan maka kesan miring
bahwa mereka berdialog kerukunan sekedar komoditi elit agama dapat
diminimalisir,
2. Fatwa-Fatwa yang Kontroversi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa MUI memiliki lima
perall utama ideal yang harus dilakukan secara serentak dan seimbang.
Secara praksis, dari kelima peran ideal tersebut peran sebagai pernberi
fatwa yang sangat menonjol. Karena itu tidak mengherankan jika
sudah sangat banyak fatwa yang dikeluarkannya dalam menghadapi
berbagai persoalan keurnatan, kemasyarakatan dan kebangsaan.

Sebagaimana biasa, sebuah keputusan atau fatwa dati suatu
organisasi, tidak terlepas dari pro-kontra. Begitu juga dengan fatwa
yang dikeluarkan MUI, terutama jika fatwa iru berkaitan dengan
persoalan hubungan antar kelompok. Dati sekian banyak fatwanya,
ada beberapa yang memunculkan kontroversi. Misalnya fatwa tentang
haramnya mengucapkan selamat natal kepada umat Kristiani.

~....::~~-=.~=~Ars! Menakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umat 8eragama
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Lokasi Fatwa/ Penjelasan Efek&Sasaran Pandan~an
Jatim + -MUI Pusat dan Berdasarkan hasil penelitian Menjadi acuan
Indramayu: NIl Jatim 25 Oktober 2002. NIl KW .._ pandangan
dan Mahad .Al- -NIl Sesat 9 terkait dengan Mahad Badan Nasional
Zaitun -Sumber dana tak Al-Zairun. Hubungan itu Penanggulan-

jelas berupa kepemirnpinan dan gan Terorisme
finansial. Menjadi negara (BNP1)
dalam negara, cuci otak calon
anggota, menghlalkan segala
cara.

Kasus Kekerasan MUI menghimbau
Cikeusik Serang warga agar
Banten menjaga

keamanan
persidangan
kasus kekerasan
Cikeusik. (Selasa,
26 April 2011)

Banda Aceh: MUI Pusat: 100 orang ang-
Aliran Millata Millata Abraham gota MI taubat
Abraham sesat di data polisi

+baca syahadat
di Masjid Raya
Baiturrahman
(22 April 2011 )

Subang: MDI: Ahmadiyah 6 dr 62 pengikut
Ahmadiyah sesat Ahmadiyah .
(2011) taubat di

KantorMUI
Subang (16
Maret 2011)

Tahel: Fatwa MUI Terkait dengan Hubungan Umat Beragama

Pada intinya fatwa-fatwa MUI tersebut berkaitan dengan
hubungan antar umat beragama dan terutama intern umat beragama
(Islam). Khusus dalam hubungannya dengan internal umat beragama,
MDI mengeluarkan fatwa sesat bagi aliran-aliran atau gerakan Islam
yang dianggap tidak sesuai dengan pemahaman agamanya. Di
antaranya, Mahad Az-Zaitun dan Negara Islam Indonesia (NIl), Syiah,
Ahmadiyah, dan lainnya. Secara agak lengkap dapat clideskripsi dalam
tabel berikut.

Nawari Ismail
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Lokasi Fatwa/
Penjelasan Efek&Sasaran Pandangan

Bandung: Sda dan SK Sekretaris IvfUI Jabar +
Ahmaeliyah Gubernur Jawa Tim (Polrestabes, Dandim,

Barat tentang Kejaksaan) clitolak menjaeli
Tim Penanganan imam shalat Jumat dan
Ahrnadiyah kedatangan elimasjid

Mubarok Bandung
Sumatera Barat: MDI Sumbar:
Ahmadiyah Mendesak
(2011) Gubcrnur untuk

keluarkan SK
pelarangan
Ahmadiyah (4
Maret 2011)

Jawa Tengah: MDI Pus at: Gubernur
Ahmadiyah Ahmaeliyah sesat Jateng, Bibit

Walyo, mengacu
kpd fatwa MDI

Mendagri MDI Pusat,
Jawa Barat,
Banten, Bogor:
berkunjung ke
Kemendagri.
agar Ahmaeliyah
elibubuarkan/
clibekukan

Kabupaten MDI Jabal':
Bandung: Dihadapan
Ahrnadiyah Muspikategaskan

FatwaMUI
harus diperkuat
Paraturan Daerab
(26 Februari 2011)

Kudus: Sabda MUIJawa Ajarannya menyimpang
Kusuma Kudus Tengah: Ajaran dan syariat Islam (Nabi

Sabda Kusuma Muhammad bukan sebagai
(pimppinan Nabi terakhir, melainkan
Kusmanto/ Raden Barnabas yang akan muncul
Sabda Kusuma) eliakhir zaman dengan
sesat membawa Kitab Injil

Barnabas

r'--"-" c- -'i';1~1¥!~'Menakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umat BeragamaL_ ... .~_.. :lii,·~Itl.i:ll·i!ii.'.ii!·l_ _
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Lokasi Fatwa/ Penjelasan Efek&Sasaran Pandangan
NIT: MUINTI

menghibau
muslim menjaga
keamanan dan
kerukunan jelang
Natal (2010)

Jakarta Ketua MOl, KH
Ma'ruf Amin:
Pemberantasan
terorisme supaya
tidak memojokan
umat Islam 4
Oktober 2010,

HKGP Ciketing MUI Pusat: minta Pihak non muslim jangan
Kota Bekasi masyarakat dan melakukan provokasi dan

pihak terkait tidak memaksakan kehendak
memutarbalikan mendirikan tempat ibadah
fakta (23 kalautdak ada ijin masyarakat
September 2010) setempat supaya kerukunan

tetap terjaga
PBMNo 8 dan MUI Pusan Kabid PBM sudah sangat rnoderat
9/2006 Dakwah dan

Pengembangan
Masyarakat:
DukungPBM
tentang kerukunan
uma beragama,
FKUB dan
pembangunan
tempat ibadah
untuk tidak
direvisi (18
September 2010).

Pembakaran MUI Pusat Ketua MDI, Amidhan: Aksi
Al-Qur' an oleh menggalang pengikut Terry Jones hanya
pengikut Terry solidaritas internal mencari sensasi saja. 14
Jones September 2010)

Nawari Ismail ~. r: ~i;""::-'-~'-'<":--------------------------------------------------------~~&.~~-.~~~~~~
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3. Kerja sama Penangkalan Gerakan Radikalisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisrne (BNPT) akan
melibatkan ulama, dalam hal iniMajelisUlama Indonesia (MUI), untuk
memberi wawasan keislaman yang benar kepada masyarakat, yakni
ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Hal ini dilakukan menyusul
makin meningkatnya pengaruh gerakan Negara Islam Irak dan Suriah
(ISIS) dan paham radikallainnya di Indonesia (19Maret 2015).

Di Pihak lain MDI merespon positif terhadap keinginan BNPT
tersebut. Bagi MUI sebegaimana ditegaskan oleh Kabid Kerukunan
Umat Beragama, Slamet Effendi Yusuf, kerja sarna ini sangat
membantu dalarn mendapatkan informasi agar program dan kegiatan
keagamaan MDI lebih maksimal dalam pencegahan radikalisme.
Pelibatan ulama dalam mencegah terorisme sangat penting untuk
memberi pencerahan keagamaan yang moderat bagi masyarakat di
tengah semakin menjamurnya paham radikal akhir-akhir ini.

Surnber: Diolah dan berbagai surnber media online: detikcofll, IlIfIlot (13/5/2011),
detikbolldullg. MetrotvlJe11lu011J,SM,C;YberNews., INILAH.COM; l/IVAllews;

Lokasi Fatwa/
Penjelasan Efek

&Sasaran Pandangan
Kasus 1mI Pusat-Kabid Pimpinan umat dan
Kerusuhan di Kerukunan Antar- pernerintah agar segera
Ciketing Udik Umat Beragama, menggelar dialog untuk
Bantar Gebang Slamet Effendi membicarakan mengenai
Bekasi (5 Yusuf: Meminta penyelesaian permasalahan
Agustus 2010) pemerintab segera

..
tru

lakukan mediasi
dan mempertemu-
kan tokoh kedua
umatyang
berkonflik (9
Agusrus 2010).

Fatwa NU i\roI Pusat- Hukum menyalatkan jenazah
Kabid Fatwa, bagi koruptor beragama
Ma'ruf Amin: Islam hukumnya tetap fardhu
tidak sependapat kifayah, wajib dikerjakan
dengan imbauan meski oleh sebagian muslim.
NUyang Kalau tidak ada yang
mengimbau salatkan, dosa
agar ularna tidak
menyalatkan
jenazah koruptor
(19 Agustus 2010)

L~~;=.=·=.=~m1t!,tllMenakar Peran Lembaga PengembangKerukunan Umat Beragama
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Mulai tahun 2015 ini BNPT akan melibatkan NIUI secara
intensif dan komprehensif dalam pencegahan terorisme, sebagaimana
ditegaskan oleh Agus Surya Bakti, Deputi Bidang Pencegahan
Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT (17 Maret 2015). Kegiatan
yang akan dilakukan, antara lain, penguatan lembaga pendidikan dan
keagamaan, kegiatan antiradikalisrne kepada pengurus pesantren,
santri, penguatan kapasitas iinam masjid dan khatib, training of trainer
kepada takmir, serta pelatihan manajemen pengurus ibadah dewan
masjid. Kerja sama BNPT dan MUI akan dimulai tahun ini dan tahun
tahun berikutnya. Kerja sama ini diharapkan dapat menangkal paham
radikal terorisme dengan pendekatan keagamaan. Penyebaran paham
radikal terorisme saat ini sangat marak dan efektif terutama melalui
dunia maya. Kaum remaja menjadi sasaran utama dati berbagai situs
dan media sosial kelompok radikaL'Karena itu, tahun iniBNPT telah
"mencanangkan Program Nasional Tahun Damai di Dunia dengan
melibatkan seluruh pihak, terutama para tokoh agama dan ulama.

4. Silaturrahmi Lintas Agama

MUI Nusa Tenggara Barat ikut berpartisipasi dalam silaturrahmi
lintas agama yang diadakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama
(PKUB) Kementerian Agama (Kemenag) RI bekerja-sama dengan
Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Propinsi NTB. Kegiatan ini
diadakan selama dua hari tanggal 14-15 Mei 2012 di Hotel Jayaka~ta
Senggigi Lombok Barat. Kegiatan inidihadiri oleh tokoh lintas agama,
tokoh masyarakat dan tokoh pemuda sebanyak 100 orang.

Forum tersebut melahirkan 14 point rekomendasi yang ada
kaitannya dengan upaya peningkatan kerukunan umat beragama di
NTB. Ke-14 point tersebut seperti dibacakan Pro£ Drs. H. Saiful
Muslim, MM., Ketua MUI NTB dan wakil dari peserta, di antaranya
adalah: (1) Periunya mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Urnat
Beragama (FKUB) di NTB agar dapat menyentuh masyarakat sampai
ke akar rumput. (2) Perlu adanya peningkatan anggaran yang memadai
untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) baik di tingkat
Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. (3) Mengoptimalkan
peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk
memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam bidang sosial dan
lingkungan hidup. (4)Perlu dibuat monumen kerukunan, membangun
miniatur 'Taman Mini' tempat ibadah 6 agama dan seni budaya yang
ada diNTB. (5)Melestarikan bahasa daerah sebagai media komunikasi
dalam mempererat kerukunan umat beragama.

Nawari Ismail ~.'. =r:":~.;;~-------------------------~--<-.~~,._'--..._-~....:
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Pond ok pesantren (Ponpes) juga sering menjadi sasaran teroris,
namun perlu diketahui bahwa hal itu tidak terjadi pada semua ponpes.
Karena hingga saat ini di NTB baru terdapat hanya dua ponpes
yang disinyalir sebagai tempat teroris yakni satu di Bima dan satu di
Pulau Lombok. em-em sebuah pondok persantren yang dianggap
rawan menjadi tempat aktivitas teroris antara lain, pondok pesantren
itu tidak melakukan kegiatan sebagaimana mestinya sebuah pondok
pesantren. Karena dalam sebuh ponpes merniliki, kiayi, tuan guru,
ada santri, ada masjid, ada pelajaran kitab kuning, dan terdaftar
di Kernenterian Agama, serta em yang paling khas adalah berbagai
aktivitas pesantren cli.k.ethauioleh masyarakat. Menurut H Syaiful,
sebuah ponpes dianggap rawan jika tidak memiliki ketentuan itu dan
tidak melaksanakan kegiatan-kegitan tersebut, Dalam kaitan itu, beliau
mengajak semua lapisan masyarakat bersarna-sama meningkatkan
kewaspadaanya dalam menyikapi adanya teroris di daerah ini, karena
hal inimerupakan tanggung jawab bersama.
6. Sosialisasi Penguatan Peran

Pengurus MDI dalam setiap kesempatan selalu menekankan
kepada aggotanya untuk terus melakukan penguatan peran, khususnya

[=~=~~:~'.• 11(4 Menakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umat Beragama

5. Antisipasi Teroris

MUI Propinsi NTB berusaha meningkatkan dakwah untuk
mengantisipasi teroris di NTB Mataram. Hal ini dimaksudkan
sebagai upaya mengantisipasi dan mewaspadai teroris di daerah itu.
Sebab sebagaimana ditegaskan Ketua MDI NTB, H. Syaiful Muslim
bahwa NTB terrnasuk daerah potensial berkembangnya jaringan teroris
dalam pembukaan rapat koordinasi daerah (rakorda) MDI se-Pulau
Lombok (Al1taraNews.Com). MDI NTB mengajak secara bersama
sarna para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat berdakwah
dan memberikan pemahaman kepada masyarakat ten tang perbedaan
antara jihad dengan teroris.

Syaiful menilai, NTB sering menjadi tempat persembunyian
teroris disebabkan mereka yang terindikasi menjadi teroris tidak
rnendapatkan pendidikan agama secara matang. Mereka berguru ke
luar daerah dan mendapatkan paham-paham yang tidak sesuai dengan
ajaran agama Islam seperti radikal. Pada saat mereka sudah merasa
terdesak di daerah dearah yang sudah mereka tempati, barulah mereka
akan kembali ke kampung halamannya. Karena timdari Badan Intelijen
Negara terus melakukan pengawasan, maka akhirnya tertangkap di
NTB.
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Lembaga Berorientasi PKUB yang Lain

1. Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI):

PGI membawahi banyak anggota berupa kelompok-kelompok
injili. Kegiatannya lebih banyak mengurus internal anggota meskipun
ada kegiatannya y~ng terkait dengan persoalan kemanusiaan dan
berpartisipasi dalam kegiatan lintas agama yang diadakan kelompok
mayoritas. Termasuk.9a1am penangana kasus konflik ber.nuansa agama
yangmelibatkan anggota kelompoknya. Di antara kegiatan kemanusiaan
tersebut misalnya PGI sangat memperhatikan perkembangan
pengungsi Rohingya, peduli terhadap kekerasan atas nama agama yang
ada di Indonesia termasuk diAsia (Berita Gereja, 16Juni 2015). Selain
itu ada kegiatan yang lebih bersifat rutinitas dalam menjaga toleransi
antar umat secara verbal yaitu PGI mengucapkan selamat menjalankan
ibadah puasa bagi umat Islam, yang sedang akan melaksanakan puasa
(Email;pgi@bit.net.id.info@pgi.or.id. 18Juni 2015).

Kunjllngan ke Kementerian Agama: Pengurus PGI mengadakan
kunjungan ke Kementerian Agama pada hari Rabu, 24 Februari
2015 (Suara Pembabaruan, 25 Pebruari 2015; kemenag.go.id) Dalam
kunjungan tersebut pengurus PGI rnendialogkan 3 hal pokok yaitu:
(a) Menyerahkan hasil Sidang Raya Sinode yang digelar November
2014. (b) Menyerahkan usulan RUU Perlindungan Umat Beragama
versi PGI. (c)Menyampaikan program kerja PGI lima tahun ke depan,
antara lain proaktif dalam peningkatan kualitas kehidupan keagamaan
dan kualitas pemahaman agama.

Pada pertemuan itu Menag didampingi Dirjen Bimas Islam
Oditha R Hutabarat, Sementara pengurus PGI yang hadir antara
lain Ketua Umum PGI Pdt Henriete Hutabarat Lebang, Pdt Gomar
Gulton, Pdt Bambang Widjaya, Pdt Samuel Prasetya, Pdt Krise
Gosal, Novel Matindas, Arie Moningka, Pdt Ivan Rinaldi dan Pdt
Kadarmanrto Hardjowasito.

Pada kesempatan itu Menag menyampaikan terima kasih
atas sumbangsih PGI terhadap peningkatan kualitas kehidupan
keagamaan dan kualitas pemahaman warga Kristen akan agamanya.

dalam 5 bidang yang menjadi khittah MUI. Kelima penn tersebut yakni
peran sebagai pewaris nabi, pendidik, pelayan umat, dan islah. Hal ini
biasanya ditekan di berbagai kesempatan internal MUI, Misalnya yang
dilakukan MUI Boyolali ketika pelantika.n pengurus Pengurus MUI
Kecamatan Boyolali periode 2014-2018 (19Maret 2014)
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Menag mengatakan hal itu penting bagi terus mecingkatnya kualitas
kerukunan antarumat beragama di Republik ini.

Disampaikan Menag, Kemenag saat ini sedang berinisiatif untuk
mempertemukan para guru-guru agama dalam sebuah focus group
discussion (FGD). FGD ini nantinya dimaksudkan menjadi forum
diskusi bersama untuk mencari titik persamaan.

Kasus KOl1flik: Harus diakui konflik antar umat beragama
khususnya antara Islam dan Kristani, dari pihak Kristiani lebih banyak
berasal dati anggota PGI. Misalnya kasus HKGP di Bekasi dan di
tempat lain. Umumnya bersumber dad pembangunan rumah ibadat.
Sebagai contoh peristiwa penusukan terhadap pengurus HKGP
Bekasi, Asia Sihombing dan Tiur Lindah, sebenarnya lebih disebabkan
ekses dari tidak dipenuhinya peraturan pemerintah yang dituang dalam
Peraturan Bersama Menteri tahun 2006.
2. Konferensi Wall Gereja Indonesia (KWI)

Dialog Ke'rukunal1 Internal: Komisi Hubungan Agama dan
Kepercayaan (HAK) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)
bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia mengadakan dialog
kerukunan umat beragama. Bentuknya berupa Pertemuan Peningkatan
Wawasan Umat Katolik dalam Kerukunan Umat Beragama Regio
Sumatera (16-19 Juni 2010) di Hotel Wisata Palembang. Tujuannya
adalah untuk memperkuat wawasan dan pengetahuan umat Katolik
terhadap ajaran-ajaran Gereja Katolik serta metode-metode dialog
yang efektif dengan umat beragama lain.

Dati basil dialog tersebut, forum menyepakati beberapa hal yang
nampaknya menjadim sikap KWI secara nasional, yaitu:

(1) Selama Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri No.9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian
rumah ibadat diberlakukan memberikan Peluang untuk
mendirikan gereja karena: (a) Regulasi jelas dan terukur. (b)
Terbentuk dan berfungsi FKVB. (c) Ada kewajiban kepala
daerah untuk memfasilitasi hingga berdirinya gereja.

(2) Namun demikian masih ada hambatan-hambatan dalam
rnendirikan gereja-gereja antara lain: (a) Sulit mendapat
persetujuan dari masyarakat sekitar. (b) Sebagian warga
masyarakat belum memahami PBM secara benar. (c) Sebagian
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UmatKatolik kurang bergaul (ekslusif)dengan umat beragama
lain. (d) Pemerintah desa/kelurahan belum sepenuhnya
memahami PBM. (e)Di beberapatempa: sulitmendapatrekome!1dasi
dati PKUB dan Kantor Kementerian Agama kota/ kabllpatC11.(f)
Politisasi agama.

(3) Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mempermudah pendirian
gereja antara lain: (a) Menjalin relasi dan komunikasi
dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat s~kitar,
serta pejabat terkait. (b) Pembangunan gereja yang ramah
linglrungan. (c) Memberi manfaat bagi masyarakat sekitar, (d)
Wakil Umat Katolik di FKUB benar-benar orang yang siap
berjuang dan komunikatif.

(4) Gereja lokal dalammewujudkan Gereja yang ramah lingkungan
telah melaksanakan: (a»)y.lelibatkanmasyarakat setempat dalam
pelaksanaan kegiatan atau perayaan hari besar keagamaan. (b)
Gereja terlibat langsung dalam kegiatan yang direncanakan,
dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. (c)
Kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan yang dilaksanakan
bersama. (d) Dialog kehidupan dalam hidup sehari-hazi, (e)
Misa perdamaian setiap 1 januari dan sarasehan kerukunan
umat beragama. (f) Dialog karya dengan mengembangkan
bentuk usaha bersama untuk semua kalangan (misalnya Credit
Union/Usaha Bersama). (g) Bantuan bencana alam dan
korban kerusuhan, (h) Pelestarian lingkungan hidup melalui
penghijauan.

(5) Kendala yang menyebabkan Gereja lokal kurang respon
terhadap kerukunan umat beragama adalah: (a) Sebagian
Umat Katolik minder, memiliki kesombongan rohani karena
kurang memabami ajaran Gereja Katolik, (b) Tidak semua
paroki memiliki lembaga, seksi dan tenaga yang khusus
menangani dialog bubungan agama dan kepercayaan (HAK).
(c) Kehidupan rohani dan sosial yang kurang seimbang. (d)
Sebagian warga Gereja masih bersikap tertutup (eksklusif).
(e). Banyaknya pastor yang merangkap jabatan sehingga tidak
punya waktu untuk bersosialisasi dengan umat dan masyarakat.
(f) Gereja kurang menunjukkan jatidirinya (Ajaran dan nilai
nilai Katolik) (g) Sebagian umat Katolik kurang memahami
kebiasaan yang berlaku di agama-agama lain. (h) Sebagian
umat Katolik bersikap apriori terhadap umat beragama lain.

(6) Rencana kerja selanjutnya yang bisa dibuat adalah: (a)

Nawari Ismail
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Meningkatkan lrualitas umat terutarna orang muda Katolik
melalui pelatihan dan workshop. (b) Focus Group Discusion
(FGD) antar umat beragama (studipokok-pokok ajaran agama
agama) eli setiap keuskupan. (c)Pengadaan dan pendistribusian
dokumen-dokumen dan ajaan-ajaran gereja kepada umat (d)
Revitalisasi komunitas berbasis insani,
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A. Kendala

1. Kasus FKUB

Fungsi Pokok: Dari uraian sebelumnya diketahui ada empat tugas
pokok dari FKUB. Hal IDi juga elitegaskan oleh man tan Kepala Pusat
Penelitian dan Pengembangan Kebidupan Keagamaan Badan Penelitian
dan Pengembangan (Balitbang)Depag, Prof. DR. Ridwan Lubis, MA, yang
juga salah satu penyusun draft PB2M tahun 2006, kepada the WAF-IID
Institute, yaitu: Pertama, mengembangkan dialog antar-agama, baik antar
anggota FKUB maupun dengan tokoh ormas dan tokoh agama yang tidak
bergabung. Kedua, menampung aspirasi umat beragama dan menyalurkan
aspirasi umat beragama. Ketiga, mensosialisasikan peraturan-peraturan
mengenai kerukunan agar kehidupan agama dapat terlaksana dengan baik.
Keempat, memberdayakan umat beragama. Keempatnya menjadi fungsi
FKUB tingkat propinsi. Adapun FKUB tingkat kabupaten/kota ditambah
dengan kelima yaitu memberikan rekomendasi ten tang persetujuan
pendirian rumah ibadah.

Dalam setiap aspek peran tersebut memiliki indikator-indikator,
Dalam kasus ini sangat menarik apa yang terdapat dalam Laporan Hasi/
KerjaFKUB KomisiC Bandungmengenai arah kerja FKUB secara terperinci
yang dapat dijadikan panduan bagi FKlJB eli Indonesia pada umumnya.
Adapun indikator setiap aspek peran FKUB yang sernestinya sekaligus

BAB KEEMPAT
KENDALA DAN PEMACU PERAN

---------------~~-------------
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6. Mendorong terwujudnya saling
komunikasi antar pemuka agama
baik yang berada di dalam maupun di
luar FKUB sehingga masing-masing
pemuka agama dapat memahami
aspirasi dari masing-masing kelompok
a ama.

5. Bersama-sama dengan masyarakat
melakukan dialog tentang topik-topik
terten tu yang dimiliki oleh semua
agama sehingga dapat dibangun
suatu wawasan pemahaman yang luas
mengenai konsep suatu agama tentang
hal-hal tertentu,

4. Membangun semangat kebersamaan
agar wakil suatu agama yang menjadi
anggota FKUB hendaknya diakui
sebagai wakil dari semua unsur
kelompok agama yang bersangku tan.

3. Bekerjasama dengan majelis-majelis
agama/ pemuka agama/ pemimpin
agama/organisasi keagamaan untuk
melakukan dialog internal umat
beragama agar terjembataninya
perbedaan untuk kebersamaan yang
berkaitan dengan pemahaman dasar
akidah/ teologi.

1. Meningkatkan frekwensi pertemuan Dialog dalam
baik terjadwal maupun tidak terjadwal program ini tidak
eli kalangan anggota FKUB yang sebatas wacana
bertujuan untuk mempersatukan visi tetapi termasuk
dan misi yang diemban oleh FKUB. juga dialog

2. Menyusun topik-topik pembahasan budaya dan seni
tentang berbagai persoalan yang yang bemuansa
muncul balk lingkup daerah, nasional keagamaan.
maupun internasional dan apabila
dipandang perlu mempublikasikan
hasil dialog itu kepada media rnassa
agar masyarakat memiliki panduan
dalam mengambil sikap terhadap
berbagai persoalan aktual.

1. Pelaksanaan
Dialog

Indikator CatatanFungsi

menjadi program kerja dan kegiatannya sebagai berikut:

r"- _... -:-. -·-~~'.".f.l~t~NIMenakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umat BeragamaL._ ..~....1i..... _1- ......:..l4,;,:::,_t::..;.....::z.....;..1 _



77

IIa. Meoeyerap 1. Melakukan kunjungan kepada tingkat
Aspirasi kecamatan, kelurahan/ desa guna

mendengar aspirasi masyarakat
terhadap kondisi kehidupan umat
beragama.

11. Membanguo komunikasi dialogis
deogan LSM kerukuoan umat
beragama dan pusat-pusat dialog
yang ada di daerah masing-masing
untuk membangun kerjasama dalam
pemeliharaan . kerukuoan terutama
dalam melaksanakan fungsi FKUB.

10. Mengadakan dialog dengan pimpinan
pendidikan mulai dari Taman Kanak
Kanak sampai pendidikan tinggi untuk
mensosialisasikan gerakan kerukunan
umat beragama di lingkungan lembaga
lembaga pendidikan.

9. Mengadakan dialog dengan stake
holder dalam upaya membangun
kebersamaan guna meniogkatkan
kualitas kehidupan masyarakat yang
rukun dalarn bidang ipoleksosbud
hankam.

8. Mengadakan dialog dengan pejabat
pemerintah daerah dan DPRD agar
kehadiran pemuka agama dapat
menjadi rujukan masyarakat dalam
menghadapi berbagai permasalahan
sosial, politik, ekonomi, pendidikan,
hukum dan sebagainya.

7. Mengadakan dialog eli kalangan
kelompok sosial seperti generasi muda
dan wanita untuk membangun rasa
tanggung jawab bersama terhadap
kerukunan urnat beragama.

CatatanIndikatorFungsi

Nawari Ismail
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9. Menampung aSplraSl umat
beragama yang ingin menonjolkan
identitas aga.tlli:1lya,sehingga tidak
menirnbulkan polarisasi.

8. Menampung aspirasi umat beragama
agar memperoleh pelayanan barang
barang konsumsi halal yang tidak
tercampur dengan unsur-unsur haram.

7. Menampung aSplraSl kelompok-
kelompok agama minoritas agar
mereka terpenuhi hak-baknya dalam
melakukan ibadah sesuai dengan ajaran
agamanya.

6. Menampung aSplraSl masyarakat
terhadap adanya kelompok keagamaan
yang tidak rnernatuhi PBM No.9 dan
8 Tahun 2006 yang berkenaan dengan
berdirinya bangunan-bangunari liar
mengatasnamakan rumah ibadat,

5. Menampung aspirasi kelompok umat
beragama yang mengalami kesulitan
untuk mendirikan rumah ibadat yang
memerlukan bantuan FKUB untuk
memfasilitasinya.

4. Menampuog aspirasi umat beragama
tentaog kondisi penYlaran agama
yang tidak sejalan dengan semaogat
kerukunan umat beragama.

3. Melakukan kliping berita dari media
cetak dan elektronik baik daerah
maupun nasional tentang berbagai
surat pembaca dan komentar yang
berkaitan dengan persoalan-persoalan
kerukunan umat bel:agamadi daerah.

2. Setelah pemberlakuan PBM No. 9
dan No. 8 Tahun 2006 dilakukan
pendataan tentang perkembangan
tempat-tempat ibadah yang belum
mendapatkan 1Z1I1 membangun dan
menempati bangunan yang bukan
rumah ibadat, dan berupaya mencari
solusi penyelesaiannya.

CatatanIndikatorFungsi

[_~._~~::~_:~_-_gt~MIlMenakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umat Beragama
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. .maslOg-maslOg.

6. Membantu terselenggaranya acara
penelaahan kitab suci masing-masing
agama dalam rangka memperluas
kesempatan pemahaman dan
penghayatan terhadap aJaran agama

5. Memfasilitasi aspirasi umat beragama
untuk mernperoleh kernudahan dalam
penyediaan tempat pemakaman
umatnya.

Menyalurkan aspirasi umat beragama
agar masing-masing dapat merayakan
hari besar keagamaan yang secara
kebetulan terjadi bersamaan waktunya.

4.

Menyalurkan aspirasi umat beragama
yang merasa terganggu dengan
berbagai perilaku oleh sebagian
anggota masyarakat seperti perjudian,
pelacuran, minuman keras, pemerasan,
penyalahgunaan obat terlarang dan
sebagainya.

3.

Menyalurkan aspirasi umat beragama
yang merasa terganggu kegiatan
keagamaannya oleh suatu kelompok
agarna tertentu melalui jalan
musyawarah atau keke1uargaan.

2.

Mendorong Bupati/Walikota agar
dapat memberikan respon terhadap
permohonan izin pendirian rumah
ibadat selambat-Iambatnya 90 hari
clihitung pada hari pertama panitia
pendirian rumah ibadat telah
melengkapi semua persyaratan.

Menampung asptrasl umat
beragama terhadap kekhawatiran
penyebaran gerakan sempalan yang
mengatasnamakan wan keagamaan
tertentu yang dapat merusak
keharmonisan hubungan umat
beragama.

10.

IIb. Penyaluran 1.
Aspirasi

CatatanIndikatorFungsi
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5. lkut mendorong umat beragama untuk
selalu mentaati ketentuan perundang
undangan guna terwujudnya
kehidupan umat beragama yang tertib
dan berdisiplin.

4. Mendorong instansi terkait serta
kelornpok pengusaha untuk mengatasi
persoalan pengangguran yang
berpeluang terkena upaya saling
mempertentangkan umat beragama.

3. Ikut mendorong upaya mencerdaskan
kehidupan masyarakat melalui
lembaga-lembaga pendidikan yang
berguna untuk menghindarkan
masyarakat agar tidak mudah terkena
provokasi oleh kelornpok-kelornpok
yang tidak bertanggung jawab.

2. Merumuskan upaya mengatasi
persoalan kemiskinan yang dapat
mengganggu kerukunan hidup umat
beragama rnelalui upaya membangun
kemitraan dengan instansi terkait
beserta lembaga-lembaga sosial
lainn a.

1. Mengidentifikasi, memetakan masalah
dan potensi kerukunan beragama di
daerah masing-masing.

rnelanjutkan sosialisasi kepada instansi
pernerintahan terutama kepada para
Carnat dan Lurah/Kepala Desa agar
mereka dapat rnemenuhi tanggung
jawabnya dalam memelihara kerukunan.

Pemerintah2. Bekerjasama dengan

IV Pember
dayaan Ma
syarakat .

1. Mensosialisasikan kepada rnasyarakat
tentang PNPS No.1 Tahun 1965; SKB
Menag dan Mendagri No. 70 Tahun
1977; SKB No. 1 Tahun 1979; PBM
No.9 dan 8 Tahun 2006, PP No. 55
Tahun 2007, dan peraturan perundang
undangan lainnya.

Indikator
III. Sosialisasi
Peraturan/
Perundangan
undangan

CatatanFungsi
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Kendala atau Masalab: Pada level praksis dati bahasan sebelumnya
dan kajian yang lain menunjukkan masih begitu banyak masalah yang
clihadapi oleh FKUB dalam pelaksanaan fungsi-sungsi tersebut. Tingkat
peran Forum memang tidak sama pada setiap daerah. Artinya pada setiap
daerah tingkat keaktipannya pun berbeda-beda, namun ada juga yang
menjadi masalah umum yang dihadapi oleh semua FKUB

Sumber: Laporan Hasil Ketja FKUB KomisiC Bandung

V Mengeluar
kan Reko
mendasi

11. Mengkoordinasikan kerjasama sosial
antar umat beragama dalam rangka
membangun kehidupan yang rukun
dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

10. Ikut rnendorong terjadinya proses
integrasi umat beragarna untuk
menuju penguatan terhadap empat
pilar kekuatan bangsa Indonesia yaitu:
Pancasila, UUD 1945, Bhinneka
Tungal Ika, dan, Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

9. Mendorong umat beragama untuk
memiliki ketahanan moral dalam
mernasuki proses globalisasi.

8. lkut mernperkuat ketahanan budaya
umat beragama agar rnemiliki jati diri.
bangsa agar nrrampumelakukan proses
seleksi terhadap penetrasi budaya asing
sehingga dapat mengarnbil nilai positif
dad budaya asing.

7. Mendorong umat beragama untuk
rnemiliki etos kerja sehingga dapat
mensinergikan antara kegiatan ibadah
keagamaan dengan semangat etos
k ia.

6. Mendorong umat beragama
untuk mengintegrasikan semangat
keberaganrran dengan kebangsaan
sehingga keduanya dapat berjalan
secara seitnbang.

CatatanIndikatorFungsi

Nawari Ismail
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Adapun kendala-kendala atau rnasalah tersebut meliputi:

a. Lemahnya Kehendak Politik Pemerintah Lokal
Banyak di daerah yang belum terbentuk FKT.JB-nya karena

memang kurang atau lemahnya perhatian dari elite politik lokal. Atau
sudah terbentuk, namun kegiatannya kata seorang informan, (/0yahya
10 mamati. ' Tidak hidtfp dan tidak mati. Artinya, keberadaannya hanya
sekedar ada namun kegiatannya tidak ada karena kurangnya perhatian
dari bupati dan gubernur setempat

Adanya ketergantungan yang tinggi FKUB terhadap 'kebaikan'
pemerintah, bupati/walikota dangubernur, telahberpengaruh terhadap
ada-tidaknya FKUB serta kinerja dan optimalisasi peran FKUB pada
setiap periode kepemimpinan eksekucif dan di setiap daerah. Misalnya
di Mataram, walaupun semescinyaRaker dilakukan setiap tahun agar
FKUB memiliki program dan kegiatan yang terencana, namun dalam
kenyataan, Raker masih dilakukan lebih dari setahunan. Hal :i.ni terlihat
selama periode 2006 sampai 2012, FKUB propinsi baru mengadakan
tiga (3) kali Raicer, dan baru Raker ketiga tersebut menggunakan
biaya DIPA Kanwil Kemenang. Karena itu, biasanya FKUB hanya
mampu memberi rekomendasi yang lebih berbau 'permohonan' agar
pemerintah memberikan perhatian dibidang pendanaan.

Hal ini juga disadari betul oleh pemerintah, sebagaimana
ditegaskan oleh Menteri Agama, Lumkan Hakim Saifuddin, sebelurn.
membuka workshop peningkatan kapasitas kelembagaan FKUB,
kepada awak media. Beliau mengakui bahwa dukungan infrastrukrur
bagi FKUB belum menggembirakan. Antara lain, kantor FKUB di
berbagai daerah masih ada yang menyewa dan dana operasional masih
sangat terbatas (antaraneius.com. 11Desember 2014).
h. Persepsi Negatif

Perhatian yang lemah dad. elite lokal sebenarnya bukanlah
variabel tunggal yang menyebabkan ketidakefektipan FKUB yang ada.
Ada variabellainnnya yang juga menjadi penyebabnya yaitu lrurangnya
motivasi umat beragama, khususnya Iembaga-Iemabaga lintas agama
yang ada di masyarakat seperti MDI, PGI, KWI dan lainnya.

Bahkan Iebih jauh lagimasih banyak kelompok agama tersebut
yang memiliki persepsi negatif dan pemahaman yang keliru tentang
keberadaan ·FKUB. Misalnya FKUB dianggap sebagai Forum yang
membeia pihak mayoritas dan ada politisasi dalam Forum tersebut.
Forum juga dianggap menghambat terhadap semangat penyebaran
agama tertentu, khususnya dalam pembangunan rumah ibadat.
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Puluhan orang yang mengaku mewakili umat Islam memekikkan
'~ahu Akbar" diDepan Gedung Gracia, Cirebon Rabu (22/08/07)
malam itu. Mereka berasal dari Forum Ukhuwwah Islamiyah (FUI),
Forum Umat & Ulama Indonesia (FUUl), dan Gerakan Anti
Pemurtadan & Aliran Sesat (GAPAS). Kedatangan mereka w::-tuk
menghentikan kegiatan di gedung itu. Sebab, pengurusnya dianggap
melecehkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No. O/Ber/J\.1DN
MAG/969 tanggal 3 September 1969 tentang Pendirian Rumah
Ibadah. "Kalau Gedung itu gereja, kami tidak keberatan. Fungsi

Persepsi negatif itu sering didasarkan atas kenyataan elilapangan
yaitu eli beberapa tempat FKUB disinyalir menghambat terhadap
pendirian temat ibadat non muslim. Hal ini tertuang juga dati hasil
dialog Konferensi Waligereja Indonesia. Meskipun di daerah yang
lain FKUB sudah elidukung dan dianggap tidak ada masalah. Persepsi
negatif tersebut juga menyebabkan melemahnya semangat wakil
kelompok agama yang ada eliFKUB. Mereka masuk anggota FKUB
sekedar untuk menghindari kesan mbaJelosebagai minoritas.
c. Masalah Payung Hukum dan Koordinasi di Tingkat Daerah

Hal ini merupakan masalah bagi semua Forum yang ada eli
Indonesia. Kurangnya mantapnya regulasi yang mengatur tentang
keberadaan FKUB mulai dati tingkat nasonal sampai kabupaten/kota.
Hal ini tercuat dati hasil Silatnas ke-4 eliJakarta (11-12 November
2013). Ketika pengurusnya bertemu dengan Presiden SBY ketika itu,
mereka mengusulkan agar PBM No.9 dan 8 Tahun 2006 ditingkatkan
menjadi Perpres. Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali ketika itu
menjelaskan bahwa Silatnas FKUB bertema: Melalui Silatnas FKUB
IV Kita Tingkatkan Tugas dan Fungsi Dalam Memelihara Kerukunan
Nasional. Beliau menyampaikan beberapa hal yaitu: (1) Perlunya
landasan hukum yang lebih lruat untuk keberadaan atau pembentukan
FKUB dan pendirian tempat beragama. (2) Mengusulkan pola
koordinasi antara Pemda dan Kementerian Agama terkait dengan
FKUB untuk dipertegas, sehingga program-program FKUB dapat
dilaksanakan (Setkab.13/ 11/2013).
d. Lemah Sosialisasi/Komunikasi ke Tingkat Bawah

Kekecewaan terhadap FKUB kian menumpuk, se1l111g
permasalahan yang ada ketika lembaga ini akandibentuk. Mulai dati
sosialisasi keberadaan dan peran FKUB yang minim bagi masyarakat
bawah. Misalnya kasus Buktinya, pengurus Gedung Gracia Cirebon
memilih mengadu ke Fahmina Institute ketimbang ke FKyB.

Nawari Ismail
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gedung itu untuk urnurn, tapi disalahgunakan. Makanya kami protes
dan minta agarperibadatan disana dihentikan," kataAndi Mulya,Ketua
Laskar FUUl Kota Cirebon. Ketegangan terus berlangsung hingga
Kapolsekta Cirebon Utara Barat, AKP Sukhemi dan Dandenpom
III/3 SiliwangiLetkol CPM Agus, datang melerai. Mereka kemudian
menjem batani pertemuan dengan saJah satu pengelola gedung itu,
Andreas Budi Hartono. Peristiwa didepan Gedung Gracia berbuntut.
Merasa didiskriminasi, pihak korban mengadu ke Fahrnina Ins titute,
sebuah lembaga pengembangan wacana agama kritis diCirebon. "Yang
seharusnya berperan dalammasalah iniFKUB, bukan Fahrnina,"keluh
AliMursyid. FKUB Kota Cirebon, menurut aktivis Fahmina Institute
ini, justru tak tampak batang hidungnya ketika kasus ini mengemuka.
Keluhan Kang Ali, panggilan akrabAliMursyid, ini amat wajar.FIillB
yang dibentuk untuk membangun, mernelihara, dan memberdayakan
umat beragama Unruk kerukunan dan kesejahteraan, mestinya
berperan dalam kasus ini (Nauala, No. 3/Th. II/Juli - Oktober 2007).

FKUB Propinsi Kalimantan Selatan, misalnya nampak elitis.
Sosialisasinya terbatas. Kalangan rnasyarakat dan lembaga swadaya
tidak begitu jelas atau mengerti dengan kiprah lembaga ini (Ghozali
Rahman dari Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3)
Banjarmasin dalam (Nauala, No. 3/Th. II/Juli - Oktober 2007).

FKUB Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tak jauh berbeda.
Di kalangan elit agama, FKUB cukup tersosialisasi dengan baik. Tapi
. tidak bagi grass-root, sebagaimana diungkap Jumarim Dan Yayasan
Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat (YPKM) Matararn.
e. Masalah Perwakilan dari Internal Kelompok

Masalah banyak-sedikitnya perwakilan umat beragama yang
akan duduk di Forum tersebut. Pada tahun 2007 misalnya, FKUB
D IYogyakarta belum terbentuk karena pihak pihak tertentu merasa
perwakilan di FKUB tidak representatif. Sebagaimana dikatakan
tokoh agama, Nur Khalik Ridwan, perwakilan FKUB yang dimaksud
berbasis pada jumIah umat, umat yang kuantitasnya lebih banyak akan
mendapatkan kursi Iebih banyak.

Dikalanganintemalkelompok agama yangmemiliki banyak aliran
juga terjadi perselisihan, Misalnya menjelang pembentukan FKUB
Kabupaten Sukabumi, kalangan internal Protestan berebut duduk
di Iembaga itu, sebagaimana dijelaskan Daden Sukendar, Sekretaris
FKUB Sukabumi, Rabu (9/9/07). Di tubuh FKUB Kabupaten
Bekasi malah keanggotaannya diJait accomplipihak tertentu. Ketika
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itu, beredar surat dan MUI setempat berisi usulan siapa menjabat apa
dalam kepengurusan FKUB. Tiba-tiba FKUB terbentuk dengan 7
anggota. Rinciannya, 2 orang dan Islam dan 5 orang masing-masing
clan Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu," jelas Anton
Lukito, perwakilan FKUB Kabupaten Bekasi dan Katolik (dalam
Nawala,No. 31Th. III]uli - Oktober 2007).
f. Praktek Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan internal F:KUB dalam persoalan
y~ng sangat peka masih bermasalah. Misalnya,.dalam pengambilan
.keputusan tentang ditutup- tidaknya rumah ibadat yang melenceng
dati ketentuan. Karena sistemnya memakai voting, maka kelompok
mayoritas akan menang. terang Firman Adi Kristiyono, pegiat Aliansi
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB), tentang FKUB di
Kotamadya Bekasi (Nawala, No. 31Th. III]uli - Oktober 2007).
g. Terfokus Pada: Dialog Ide, Bias jender-dan Generasi Tua

Sampai tahun 2015 inijika dilihat dari kegiatan FKUB, baik yang
di kasus penelitian ini maupun informasi dari daerah lain, kegiatan
yang dilakukan masih terbatas pada kegiatan dialog ide belum dialog
pada level dialog aksi.Memang sudah ada kegiatan bersama lintas umat
beragama seperti kemah lintas umat beragama (Mataram), namun
frequennya dan sebarannya di setiap daerah masih sangat kurang.

FKUB juga belum melibatkan kaum perempuan sebagai sasaran
dalam kegiatannya. Padahal banyak faktor penyebab pentingnya posisi
perempuan dalam konteks kerukunan umat beragama. Misalnya, jika
terjadi konflik umat beragama, maka yang banyak terkena pengaruh
adalah perempuan. Selain itu perempuan juga dapat menjadi subyek
kerukunan, khususnya dalam pencegahan konflik dan pemeliharaan
kerukunan. Mereka jika sudah diberi sosialisasi kerukunan, dapat
menjadi duta bagi sesama jenisnya dan anak-anaknya. Dengan sifat
sifat feminismenya mereka dapat memberikan konstribusi efektif
dalam pemeliharaan kerukunan.

FKUB di brbagai daerah juga masih mengandalkan generasi
tua dalam kepengurusan dan sasaran kegiatannya. Karena itu menarik
sekali apa yang dilakukan oleh FKUB Jawa Tengah dan daerah-daerah
diJawa Tengah, termasuk diBoyolali.

Di daerah iniFKUB dibentuk FKUB-Generasi Muda (FKll13-
GM) bertujuan untuk menggelorakan semangat pluralisme kepada
generasi muda, memperkuat rasa toleransi keagamaan di antara
generasi muda, serta menjadi bagian dari regenerasi tokoh-tokoh
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Dalam konteks kerukunan antarumat beragama, secara mandiri
kelembagaan, masing-masing LPKUB yangditeliti sebenarnya sudah cukup
banyak konstribusinya. Walaupun begitu, biasanya baru pada level,vacal1a
berupa himbauan yang ditujukan kepada umatnya. Misalnya menghimbau
agar umatnya memelihara kerukunan atau menjaga toleransi dan menjaga
keamanan sehubungan dengan diadakannya ritual dan upacara tertentu
dari umat beragama lain.Juga menngucapkan selamat kepada kepada umat
yang sedang atau akan melakukan perayaan.

2. Kasus LPKUB

Selama ini lembaga berorientasi dalam pengembangan kerukunan
umat beragama (LPKUB) seperti MDI, KWI dan PGI, lebih banyak
sebagai partisipan dalam kegiatan konsil keagamaan yang ada (FKUB)
di tiap daerah. Partisipasi mereka dalam konsil lintas agama tersebut
umumnya sangat tergantung posisi wakilny~.

Jika rnendasarkan diri dad aturan yang ada, dapat dipastikan bahwa
wakil pihak umat mayoritas eli suatu daerah akan menjadi ketua. Untuk
itu, dia menjadi lebih tinggi tingkat keaktipannya dibandingkan dengan
yang menjadi anggota. Bahkan dapat dikatakan bahwa kegiatan FKUB
juga sangat dipengaruhi profil (semangat, orientasi, dan lainnya) dari sang
ketua.

pluralisme dari generasi yang lebih tua. Mereka juga dijaclikan kader
untuk mengkampanyekan toleransi keagamaan, serta sosialisasi
menangkal paham-paham radikal yang ditengarai sedang berkembang
di masyarakat (slIaramerdcka.com., 7 September 2014). Forum di
kalangan generasi muda ini memang diklaim oleh pimpinan FKUB
Jawa Tengah sebagai yang pertama di Indonesia.
h. Terlalu Fokus pada Pemberian Rekomendasi

Di beberapa daerah kabupaten/kota ada kecenderungan FKU13
hanya fokus kepada pemberian rekomendasi terhadap permohonan
pendirian rumah ibadat (Nawala, No. 3/Th. II/Juli-Oktober 2007).
Hal ini tidak salah, namun tentu mengabaikan terhadap fungsi-fungsi
lain dari keberadaan Forum mi. Pemberian rekornendasi sebenarnya
hanya merupakan tugas yang bersifat insidental dibanding dengan
tugas FKUB yang lain. Sebab masih banyak aspek dari setiap 5 peran
yang harus dimainkan oleh FKUB, khususnya pada tingkat kabupaten/
kota, sebagaimana diuraikan sebelumnya (Lihat Indikator SetiapAspek
Peran FKUB). Hal iniditemukan eli FKUB di Bandung (Laporal1Hasil
KC1jaFKUB Komisi CBandnng).
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1 Anatomi latar belakang paham/kelompok agama dati pimpinan terasnya
periode saat ini Misalnya Prof. Dr. Dien Syamsudin (Ketua Umum dan berdasarkan
Musyawarah Manasional eli Surabaya Agustus 2015 menjaeliKecua Dewan Penasehat)
berasal dati Muhammaeliyah yang menggantikan almarhum KH. Sahal Mahfud yang
berasal dari NV. KH Ma'ruf Amin (Kecua bagian Fatwa dan sekarang Ketua Umum)
berasal dari (NU). Syam (Sekjen)adalah dati NV. Selainitu ada pula dari Muhammaeliyah
seperti Prof. Dr.Yunahar Ilyas (SekarangmenjaeliWakilKetua). Juga Kabid Kerukunan
Umat Beragama ada Slamet EfeneliYusuf (NU). .

2 Masih banyak kelompok 'Islam yang termasuk Islam sernpalan, Sebagian dari
mereka eli.anggapsesat oleh MUI. Gatra dalam edisi-khusus 6 Desember 2010 misalnya,
memasukkan Rifaiyahdan Darul Haelis(LDII) sebagaiIslam pinggiran, selainkelompok/
tokoh yang lain seperti Syekh SitiJenar, KiAgeng Pengging, SyekhAhmad Mutamakin,
Ki Saleh Darat, Islam Wetu Telu, Islam Kajang, Syiah,Ahmadiyah, Az-Zaitun dan NIl,
Inkar Sunnah, Rufaqa, Salamullah,Jaringan Islam Liberal, Al-Qiyadah Al-Islamiyah,Ao
Nazir,

Jika disimak dalam pemberitaan media massa selama ini, ada juga
kelompok umat beragama tertentu yang ikut mengamankan situasi ketika
ada upacara keagamaan umat yang berbeda agama. Misalnya, Banser
Anshor, organisasi kepemudaan di bawah NU, ikut mengamankan kegiatan
natal di suatu daerah. Namun hal ini tidak mewakili LPKUB seperti MUI.

Adapun dalam konteks kerukunan internal umat beragama, LPKUB
berbeda dalam konstribusinya.

Pertama, MUI selama ini berusaha memposisikan diri sebagai
organisasi yang mempersatukan kelompok Islam. Hal ini terlihat
dari bidang kegiatannya, dan dalam struktur organisasinya ada idang
ukhuwah Islamiyah: Kesan ini juga 'diperkuat dari komposisi personalia
kepengurusan yang dianggap merepresentasikan berbagai kelompok umat
Islam.' Meskipun sebenarnya tidak semua kelompok Islam terwakili.,
terutama dari kelompok Islam y~g dianggap masuk dalam kategori Islam.i.,
sempalan. Karena itu MDI selama ini lebih dikenal sebagai kelompok
Islam mapan karena anggotanya hanya wakil-wakil dari kelompok Islam
mapan seperti NU, Muhammadiyah, Persis.' Jika dicermati dari kegiatan
MDI sebagaimana terdapat dalam bagan terdahulu dapat disimpulkan
bahwa MUI memang ingin memupuk ukhuwah Islamiyah dan menggalang
solidaritas umat Islam.

Di sisi lain banyak juga kegiatan MDI yang justru dianggap
kontroversi dari kalangan umat Islam sendici, sehingga MUI sering dicap
sebagai kelompok yang menciderai kerukunan dan toleransi internal umat
Islam. Selama ini memang MUI mengeluarkan fatwa yang mel1-cap sesat
dan menyesatkan bagi kelompok Islam yang ajarannya dianggap tidak
sesuai dengan pemahamannya.
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Bagi pihak/kelompok Islam yang tidak setuju, fatwa itu
kontraproduktif dalam konteks pemeliharaan kerukunan dan toleransi,
rermasuk jika dilihat dari sisi hak-hak azasi manusia (HAM). Sebab pada
level praksis, banyak kasus konflik kelompok Islam mapan dan sempalan
yang dianggap sesat karena dipicu dari adanya fatwa tersebut. Pada
level 'grass-root' (masyarakatawam)fatwaMDI dijadikan sebagai acuan dalam
melakukan pemberengusan keberadaan kelompok Islam sempalan yang
dianggap sesat tersebut. Sementara bagi kelompok yang mendukungnya,
fatwa itu merupakan soluasi tepat dan benar dalam memelibara aqidah
Islam. Munculnya kontroversi di kalangan umat Islam terhadap fatwa
MUI tersebut menyebabkan lahirnya polarisasi pandangan dan aksi yang
kemudian sering tidak produktif Padahal maksud MDI mengeluarkan
'fatwa sesat' tersebut sekedar untuk 'mengembalikan' pemahaman
kelompok Islam yang dianggap sesat kepada pemahaman 'yang benar.'
Bukan dimaksudkan untuk menimbulkan konflik internal umat Islam.
Namun tidak mudah untuk meluruskan pemahaman masyarakat yang
sudah terlanjur sangat menghargai (fanatik) terhadap fatwa MDI tersebut.

Untuk iru, sangat baik dalam setiap fatwa sesat dari MDI diiringi
juga dengan sosialisasi agar masyarakat tetap menjaga toleransi, dan hal
itu harus dilakukan secara tepat dan berkelanjutan, sehingga konflik masif
di kalangan masyarakat Islam dapat dihindari. Sebenarnya hal itu dapat
dilakukan sebagaimana yang terjadi diYogyakarta dalam kasus Ahmadiyah.
Di kota iniwalau MDI Pusat memfatwakan sesat bagi Ahmadiyah, namun
karena pada tingkat lokal (MDI DI Yogyakarta) tetap menyerukan agar
umat Islam menjaga toleransi, makakonflik masif dan fisik dapat clihindari
(Ismail, 2014).

Kedna, Persekuruan Gereja Indonesia (pGI) banyak membawahi
anggota yang plural sebagaimana dalam kasus MDI. Hal ini menjadikan
posisinya agak berbeda dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)
yang anggotanya relatif bersifat tunggal. Dalam konteks perwakilan
di FKUB misalnya, dalam internal PGI masih sering terjadi perebutan
antar kelompok intemalnya. Bahkan juga termasuk dalam personalia
kepengurusan PGI sendiri.

Hal ini tentu berpengaruh kepada tingkat keaktipan dalam
penyelesaian konflik umat beragama. Misalnya, ketika terjadi konflik
antara Islam dan Kristen, maka harus dilihat dulu unsur dari Kristen yang
berkonflik. Kalau yang berkonflik dati Kristen kelompok A, sementara
wakil Kristen di FKUB berasal dari kelompok B, maka biasanya wakil
tersebut sulit mengambil keputusan.
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Selain itu, masih banyak kelompok-kelompok injili Kristen yang
belum menjaeli anggota PGI. Hal ini tentu akan menjaeli permasalahan
tersendiri. Berdasarkan anatomi subyek berkonflik eli berbagai daerah
membuktikan bahwa konflik banyak melibatkan pihak Kristen baik yang
termasuk dalam anggota PGI, terutama yang bukan anggota PGI, baik eli
Mataram, Pasuruan, Yogyakarta, Surakarta, dan Tasikmalaya (Ismail, 2012),
termasuk juga elidaerah Jawa Barat yang lain seperti Bekasi, Bandung, dan
Bogor. Juga eliJakarta dan Banten.

Dalam konteks tersebut jarang terlihat peran yang dimainkan oleh
PGI secara mandiri maupun perwakilan yang ada eliFKUB.

Konelisi ini tidak jauh berbeda dengan Konferensi Waligereja
Indonesia (KWI). Dalam kasus I<WI, masalah pokoknya adalah, lembaga
ini tidak memiliki cabang eli daerah. Memang ada keuskupan di daerah,
namun keuskupan bukanlah KWI di daerah. KWI merupakan Federasi
Para Waligereja (Uskup). Karena itu, meskipun I~ beranggotakan
para Uskup, namun para Uskup tetap memiliki otonomi. Artinya, KWI
tidak berada eliatas dan membawahi para Uskup. Karena itu tujuan KWI
bertujuan menggalang persatuan dan kerja sama dalam tugas pastoral
memimpin urnat Katolik Indonesia.

Karena itu jika terjadi konflik antara umat Katolik dengan kelompok
agama yang lain, maka yang banyak ikut terlibat bukanlah KWI, namun
pemimpin elimasing-masing gereja yang ada elisuatu daerah.

Dalam pemeliharaan kerukunan antar umat beragama, kerja sama eli
kalangan LPKUB masih berkutat pada kegiatan yang lebih bersifat wacana,
dan cenderung bersifat insidental. Memang harus diakui partisipasi tokoh
LPKUB tersebut dalam memelihara kerukunan antarumat beragama baru
berupa dialog-formal Kalaupun ada kegiatan yang lain biaasanya bersifat
reaktzj Misalnya menanggapi kondisi atau isu tertentu seperti menanggapi
tentang ISIS (Islamic State of Irae and Stoiah).

Kegiatan wacana yang lain biasanya dilakukan ketika terjadi kasus
konflik eli suatu daerah, atau ketika dan menjelang upacara/perayaan
keagamaan dati salah satu umat beragama. Bentuknya sebagaimana
dikemukakan dalam uraian sebelumnya berupa himbauan agar umatnya
menghargai dan menjaga toleransi dengan agama lain yang sedang atau
akan melakukan upacara/ perayaan, atau berupa ucapan selamat.

Dalam kasus ucapan selamat ini memang MUI pernah melarang
umat Islam. Fatwa yang mengejutkan kalangan umat beragama tersebut
dikeluarkan bulan Desember 2012, dan intinya mengharamkan ucapan
Selamat Natal kepada umatKristen eliIndonesia. Padamasa kepemimpinan

Nawari Ismail ~~"":~7~.-:-~:~..,...f----------------------------------------------~~~.~~,~~.
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1. Kasus FKUB
Walaupun masalah atau kendala yang dihadapi oleh Forum cukup

banyak, namun di berbagai daerah masih tetap ada dan melakukan
fungsinya. Hal ini terlepas dan masalah optimalisasinya. Di Tengah
perrnasalaha tersebut, masih ada. faktor pemacunya berjalannya kegiatan
Forum, walaupun sekali lagi di setiap daerah berbeda-beda. Adapun yang
faktor pemacu, meliputi:

a. Kehendak baik yang tinggi dari Pemerintah
Kementerian Agama dianggap oleh bebarapa pengurus

FKUB di berbagai daerah, terrnasuk di Jawa Tengah dan
Boyolali serta Nusa Tenggara Barat dan Matararn telah banyak
mendukung terhadap keberadaan dan kegiatan FKUB. Melalui
PKUB Kementerian Agama dibantu oleh instansi pemerintah
yang lain telah memberikan dukungan moril dan pendanaan bagi
pembentukan FKUB di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.
Termasuk dalam hal keberlansungan kegiatan. Di pihak lain dalam
pembentukan dan keberlangsungan kegiatannya karena adanya
kehendak politik (politicawill) dari gubernur dan bupati/walikota.

Memang betul bahwa masih banyak FKUB di tingkat
kabupaten/kota yang belum terbentuk dan kurang aktif. Hal ini
karena kurangnya perhatian dari pihak pemerintah lokal. Karena
itu kemudian, di banyak daerah keberadaan dan keberlangsungan
kegiatannya sangat tergantung kepada sikap elite politiknya.

b. Motivasi kuat dari lembaga keagamaan

B. Pemacu

L :_~-~-:..[~ilf~ Menakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umat Beragama

Buya Hamka MUI juga pernah mengeluarkan fatwa haram mengikuti
perayaan natal bersama. Ketika itu Presiden Soeharto sangat tidak suka,
sehingga berujung pada mundurnya Hamka sebagai ketua MUI.

Dalam kasus LPKUB ini, sebenarnya mereka tidak dapat clikatakan
sebagai pelaku 'gap peran'. Sebab jikaditilikdan tujuan berdirinya lembaga
lembaga tersebut lebih diarahkan kepada internal umatnya masing
masing. Menjalin persatuan atau ukhuwah di kalangan mereka sendiri,
meskipun dalam banyak hal mereka juga memiliki kegiatan keluar seperti
menghadapi isu pengungsi Rohingnya, ISIS, bahkan juga berkiprah ketika
terjadi peristiwa bencana di Indonesia. Namun dalam hal ini justru mereka
tidak melakukan kerja sama dengan LPKUB yang lain. Mereka berjalan
sendiri-sendiri, sehingga menimbulkan saling curiga antar mereka sendiri.
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Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa penyebab
yang menjaeli kendala keaktipan FKUB adalah karena lemahnya
motivasi dari Iernbaga keagamaan. Sebaliknya elibeberapa daerah
tingkat keaktipan FKUB juga elipengaruhi oleh motivasi yang kuat,
sehingga Forum tersebut optimal dalam menjalankan fungsinya.

2. Kasus LB-PKUB

Selain itu masih ada pemacu LPKUB dalam kegiatan pemeliharaan
kerukunan yaitu adanya tokoh-tokoh lintas agama yang memiliki semangat
pluralisme. Mereka inilah yang menjaeli motivator bagi setiap kelompok
agamanya untuk menggelorakan semangat toleransi dan kerukunan.
Selain itu, ada kehendak baik, sebagaimana elijelaskan sebelumnya, dari
kelompok-kelompok agama dalam berusaha memelihara kerkunan melalui
wa1cilnyaeliFKUB. Seberapun tingkat keaktipan mereka eliForum tersebut
tetap harus dihargai sehingga Forum tersebut tetap ada dan menjalankan
fungsinya.

Nawari (smail ~.~~. ~>:T----------------------------------------------_.~~~~.~-~~
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A. Kesenjangan Peran

Di tingkat kabupaten/kota, secara garis besar ada dua peran atau
tugas ideal dati FKUB yaitu, rugas pengendalian atau pemeliharaan
kerukunan, .dan tugas penye1esaian konflik. Artinya secara ideal, FKUB
sebenarnya lebih banyak elitujukan untuk berperan dalam pemeliharaan
kerukunannya, sedang dalam penyelesaian konflik FKUB .hanya diberi
wewenang dalam penyelesaian konflik yang terkait dengan pendirian rumab
ibadah (pasal21). Ada 4 fungsi yang harus dilakukan FKUB propinsi dan
5 pada tingkat kabupaten. Untuk menjaeli FKUB yang ideal, maka pada
setiap komponen fungsi tersebut masih terdapat beberapa indikator yang
harus dilakukan FKUB.

Terjadinya gap antara peran ideal dan aktual itu menunjukkan juga
adanya tingkat keaktipan FKUB eli setiap daerah. Tingkat keaktipan,
termasuk juga keterbentukan, FKUB tergantung kepada beberapa aspek,
dan ini sekaligus menjaeli kendala atau masalab peran, yaitu: (a) adanya
ketergantungan dengan political will pemerintah setempat dan umumnya
terkait dengan persoalan dana. Adanya ketergantungan yang tinggi
FKUB te.rhadap 'kebaikan' pemerintah, khususnya Kementerian Agama,

BAB KELlMA
MEMBANDING PERAN
DAN KEEFEKTIFAN

---------------~---------------
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bupati/walikota dan gubernur telah berpengaruh terhadap ada-tidaknya
FKUB serta kinerja dan optimalisasi peran FKUB pada setiap periode
kepernimpinan eksekutif dan di setiap daerah,

Adanya ketergantungan kepada pemerintah lokal ini sering
memunculkan tradisi audiensi dengan pejabat pemerintah. Audiensi tiada
lain kemudian dimaknai sebagai bagian dati 'upaya FKUB untuk rnerninta
sesuatu'. Hal ini terlihat sekali ketika Forum (di NTB misalnya) mereka
mengutarakan akan melakukan kunjungan ke daerah lain (Iakata dan
Bogor) yang membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Sementaraitu, LB-PKUB sesuaidengan tujuan pokoknya adalah lebih
berorientasi ke lingkungan internal kelompoknya masing-masing. Mereka
berusaha menjalin persatuan dan ukhuwah di kalangan kelompoknya.
Meskipun LB-PKUB sudah cukup berperan dalam kerukunan internal
umatnya, namun dalam kerukunan antar umat beragama rnasih cukup
rendah. Kalaupun ada kegiatan bersama sifatnya baru pada level dialog
ide atau wacana seperti berupa himbauan, dan ucapan selamat, Dalam
kasus wakil di FKUB yang terkait dengan upaya pemeliharaan kerukunan
antarumat beragama, beberapa LB-PKUB seperti PGI dan KWI masih
menjadi masalah. PGI, dan jugaMUI, misalnyamasih ada masalah dengan
pemenuhan representasi wakilnyakarena banyaknya anggota kelompoknya.
KWI berrnasalah dalam struktur organisasi, sebab hakikatnya tidak
ada KWI di daerah, yang ada adalah keuskupan yang mandiri. Di MUI
sendiri dihadapkan kepada persoalan fatwa-fatwanya yang terkait dengan
pemahaman kelompok Islam lain, sehingga melahirkan konroversi di
kalangan umat Islam.

Secara internal, LB-PKlJB. sudah mampu rneredam konflik
internalnya sehingga organisasi mereka tetap berjalan, hanya masalahnya
tetap ada. Di lingkungan kelompok Kristen misalnya, banyak kelompok
kelompok injili yang belum masuk dalam PGI. Begitu juga dengan MUI,
tidak semua kelompok Islam (terutama yang dianggap sempalan) masuk
sebagai wakil di dalamnya.

Sebenarnya jika ada motivasi yang kuat dari unsur-unsur yang ada
dalam FKUB, khususnya tokoh-tokoh yang menjadi wakil dan lembaga
keagamaan, persoalan dana dan politicalwill pemerintah dapat diatasi dan
ditumbuhkan. Motivasi lernah karena banyak aspek misalnya,masih adanya
persepsi kurang positif dari lembaga keagamaan mengenai keberadaan
FKUB sendiri. Ada yangmenganggap FKUB sebagai lembaga yang hanya
menguntungkan pihak mayoritas, menghambat terhadap penyebaran
agama minoritas, terutama dalam pembangunan rumah ibadah. Karena
itu, ada lembaga keagamaan yang masih belum sepenuhnya menerirna

:-:---. : - . -.K:f·W~st1Menakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umat Beragama
l_.. =-..±' ~ .....::.io.-.. ....;.._ _
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1Lembaga Berorientasi Pengembangan Kerukunan Umat Beragama dalam kajian
ini adalah majelis-majelis agama yang diakui pemerintah yang berasal dari masyarakat,
meskipun secara historis terkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah yaitu Majelis
Ulama Indonesia (MDI), Persekutuan Gereja Indonesia (pGI) untuk agama Kristen,
Konferensi Wali Gereja 'Indonesia (!<WI) untuk agama Katolik, WALUBI untuk agama
Budha, dan PHDI untuk agama Hindu, dan yang terakhir terbentuk adalah MATAKIN
untuk agama Konghucu. Keenam lembaga inimerepresentasikan keenam agama yang
diakui pemerintah Indonesia. Mereka memiliki peran penting dalam pengembangan
kerukunan internal umat beragama, dan punya posisi strategi dalam kaitannya deogan
keberadaan FKUB.

MajelisUlama Indonesia (MDI) berdiri pada tangga126 Juli 1975 diJakarta. MUI
mewadahi ke1ompok-kelompok Islam mapan seperti: NU, Muhammadiyah, Syarikat
Islam, Perti, AI Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PIDI, DMI dan AI Ittihadiyyah.
(www.mui.or.id).MasIDbanyak kelompok Islam sempalan yang tidak terwakili seperti
Syiah, Ahmadiyah, FPI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), An-Nadzir, baik di
pusat maupun di daerah.

Persekutuan Gereja Indonesia (pGI) sebelumnya dikenal dengan 'Dewan Gereja
gereja di Indonesia' atau disingkat dengan DGI didirikan 25 Mei 1950 di Jakarta, dan
sejak 1984 dalam Sidang RayaX yang dilaksanakan di Ambon DGI diubah menjadi PGI
sampai sekarang, PGI mewadahi puluhan huria dan gereja yang tergabung dalam dalam
agama Kristen. Ketika Sidang Raya X di Ambon ada 22 huria dan gereja seperti Huria
Kristen Batak Protestan, Gereja Batak Karo Protestan, Geredja Methoelis Sumatera,
Banua Niha Keriso Protestan, Huria Kristen Indonesia, Gereja Toraja, Geredja Dajak
Evangelis, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Gereja Protestan Indonesia, dan
lainnya (www.pgi.org).

Konferensi Wali Gereja Indonesia (!<WI) sebe1umnya bemama Majelis Agung
Waligereja Indonesia. (MAW!) yang elidirikan2 November 1955 dalam sebuah sidang
Konferensi para Uskup (22orangWaligereja)seluruh Indonesia eliSurabaya.Dalam tradisi
gereja Katolik, setiap Uskup dengan sendirinya menjadi bagian dari jajaran para Uskup
sedunia (CollegiumEpiscopale) yang di bawah pimpinan Sri Paus, bertanggungjawab atas
se1uruh Gereja Katolik. Karena itu para Uskup dalam satu negara membentuk wadah
kerjasama yaituKonferensi Para Uskup. Seorang uskup adalah pimpinan Gereja setempat
yang beroama Keuskupan, dan karenanya uskup disebut Waligereja..KWI tiada lain
pengejawantahan dari Konferensi para Uskup eliIndonesia tersebut, (www.kawali.org).

Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) 'didirikan 20 Agustus 1998 di
Jakarta. Mewadahi berbagai MajelisAgama Budha seperti Majubuthi, Mapanbumi, Zhen
Fo Zong/Kasogatan, Martrisia, Madhatantri, PBD NSI, dan YPSBDI, Majabumi Tanah
Suci. Selain itu masih banyak majelis agamaBudha yang tidak tergabung dalamWALUBr

B. Perbandingan Peran

Sebenarnya membandingkan antara peran FKUB dengan Lembaga
Berorientasi Pengembangan Kerukunan Umat Beragama (LB-PKUB)1

terhadap pasal-pasal dalam PB2M tahun 2006. Juga ada yang menerima
dengan setengah hati.

Nawari Ismail
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misalnyaAgama Budha Teravada Indonesia, MajelisMahayana Indonesia, Budhdhayana
Indonesia (www.walubior.id). Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHD!) sebelumya
bernama Parisada Hindu Dharma Bali yang didirikan tahun 1959, dan berubah menjadi
PHD! tahun 1964. Pengurus Pusat PHDI juga ada di Jakarta.

Maje1isTinggi Agama Khonghucu Indonesia (MAT.AKIN)adalah maje1isuntuk
agama Konghucu.

:: .~".-'~=~·_i1f.tt§l;7:)Menakar Peran lembaga Pengembang Kerukunan Umal Beragama

tidak proporsional jika dilihat dati peran ideal masing-masing. FKUB
memang didesain kh1lS11S unruk memelihara kerukunan umat beragama,
baik kerukunan ektemal umat beragama maupun internal kerukunan umat
beragama. Sernentara LB-PKUB lebih didesain untuk mengembangkan
kerukunan internal umat beragama masing-masing.

Secara substansial sebenarnya rnirip, perbedaannya terletak pada
fokus kegiatan dan titik tekan peran dalam pengembangan kerukunan.
Hal inilah yang menyebabkan karakteristik peran yang dimainkan masing
masing pihak berbeda. Hanya saja sebenarnya ada titik temu antara
keduanya.

Walattptln FKUB lebih didesain sebagai lembaga yang mengurusi
kerukunan antarumat beragama, namun kegiatan-kegiatan yang
dilakukannya juga bersentuhan dengan kerukunan internal umat
beragama. Misalnya FKUB mensosialisasikan kepada anggotanya agar
setiap perwakilan anggota kelompok agama selalu menjaga kerukunan,
sosialisasi itu sekaligus akan dijalankan oleh anggota FKUB ke
kelompok umat masing-masing, sehingga masing-masing kelompok akan
mensosialisasikan kepada umatnya agarmenjaga toleransi, baik antar umat
beragama maupun internal umat beragama. Artinya, FKUB secara tidak
langsung telah berperan dalam kerukunan internal umat beragama, dari
pengembangan kerukunan antar umat beragama menunju/ mencakup juga
kerukunan internal umat beragama.Tentu hal ini tidak selamanya berjalan
seperti yang diharapkan, sebab bisa saja kelompok umat beragama yang
ada di FKUB tidak mensosialisasikannya karena sebab-sebab tertentu.
Misalnya, karena keberadaaanya di FKUB hanya sekedar forrnalitas,
sikap ini terutarna diambil oleh kelompok minoritas di suatu daerah.
Sebagaimana diketahui bahwa di antara kendala yang dihadapi oleh FKUB
adalah karena lemahnya motif bersama dati organisasi keagamaan yang
menjadi anggotanya. Banyak kelompok agama tersebut yang memiliki
persepsi negatif dan pemahaman yang keliru ten tang keberadaan
FKUB. Misalnya FKUB dianggap sebagai Forum yang membela pihak
rnayoritas dan ada politisasi dalam Forum tersebut. Forum juga dianggap
menghambat terhadap semangat penyebaran agama tertentu, khususnya
dalam pembangunan rumah ibadat non muslim, misalnya yang tertuang
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dari hasil dialog Konferensi Waligereja Indonesia di Palernbang. Hal ini
yang rnenyebabkan lemahnya sernangat wakil kelompok agama yang ada
di FKUB, mereka masuk anggota FKUB sekedar memenuhi formalitas.
Belum lagipersoalan lain yaitu pengambilan keputusan ketika ada masalah
dianggap banyak menguntungkari wakilmayoritas karena keputusan akhir
diarnbil secara voating.

Sementara itu LB-PKUB walaupun keberadaannya lebih didesain
sebagai lernbaga yang mengurusi kerukunan internumat beragama, namun
di antara kegiatannya juga bersentuhan 'dengan kerukunan antar umat
beragama. Misalnya LB-PKUB misalnya melalui fatwa, himbauan tertulis
maupun secara lisan rnelalui media untuk mensosialisasikan kepada
internal umat beragama selalu menjaga kerukunan, baik internal maupun
antarumat beragama. Artinya, LB-PKUB secara tidak langsung telah
berperan dalam pengembangan kerukunan internal umat beJ;agama, dari
'pengembangan kerukunan internumat beragama menunJ~/ mencakup
juga kerukunan antar umat beragama. .

Sebaliknya, antara keduanya (FKUB dan LB-PKUB) sebenarnya
sama-sama merniliki persoalan yang mirip yaitu berkaitan dengan
representasi keanggotaan. Sebagaimana disinggung sebelumnya, tidak
semua kelompok-kelompok agama yang ada di suatu daerah terwakili di
dalam keanggotaan FKUB. Sama halnya dengan tidak semua kelom~ok
kelompok internal agama yang ada di suatu daerah terwakili di dalam
keanggotaan LB-PKUB, terutama dan kalangan internal umat Islam,
Kristen, dan Budha. Hal ini disebut kendala karena dalam pembahasan,
pengendalian dan bahkan penanggulangan konflik atau pengembangan
kerukunan .umat beragama rnasih banyak kelompok agama yang tidak
dilibatkan. Padahal sangat mungkin dalam konflik umat beragama justru
melibatkan anggota kelompok agama yang tidak dilibatkan dalam LB
PKUB dan FKUB tersebut.

Keanggotaan yang berasal dari kelompok-kelompok agama dalam
FKUB lebih banyak didominasi oleh kelompok agama mapan dan atau
yang 'diakui' oleh pemerintah. Wakil dari umat Islam misalnya, berasal
dari kelompok Islam mapan di suatu daerah atau nasional. Sementara
dari kelompok sempalan belum dimasukkan sebagai wakil di FKUB.
Contohnya adalah dari kelompok Syiah,Ahmadiyah, Fron Pembela Islam,
Lembaga Dakwah Islam Indonesia, atau

Keberadaan Lembaga berorientasi dalam pengembangan kerukunan
umat beragama (LB-PKUB), khususnya yang ada da]am majelis-majelis
agama memang tidak seaktif sebagaimana yang dilakukan oleh FKUB. Hal
ini sangat wajar karena tekanan majelis-majelis agama tidak sebagaimana
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Dulu Walubi menjadi wadah pemersatu, tapi sekarang tidak lagi. Sekarang
sudah berkembang majelis-majelisyang berada di luar Walubi.. Misalnya,
Agama Budha Teravada Indonesia, Majelis Mahayana Indonesia,
Budhdhayana Indonesia. Sementara Walubi membawahi Majelis Pandita
Budha Maitraya Indonesia, dan Nhuman Sosha Indonesia.

[~~...~~.~.=Jfi!!-im Menakar Peran Lernbaga Pengernbang Kerukunan Umat 8eragama

halnya tekanan kegiatan FKUB.
Misalnya eli NTB, secara umum menurut seorang informan

dari kalangan Kementerian Agama NTB, Lembaga Berorientasi
Pngembangan Kerukunan Umat Beragama (LB-PKUB) memang tidak
terlibat banyak da1am upaya pengembangan kerukunan umat beragama
dan pengembangan wawasan multikultural di kalangan internal umatnya
masing-masing. Mereka lebih banyak menekankan pada masalah hukum
(halal-haram, menyimpang aqidah atau tidak. Nampaknya pernyataan ini
lebih elitujukan kepada Majelis Ulama Indonesia.

Seharusnya LB-PKUB lebih aktif lagi dalam mengembangkan
wawasan multikultural eli kalangan umatnya masing-rnasing, sehingga
meraka secara otomatis merniliki konstribusi terhadap pengembangan
sikap bertoleransi dan kerukunan antarumat beragama.

Sementara elikalangan LB-PKUB dad agama non Islam, keadaannya
tidak jauh berbeda. Masih banyak perbedaan yang rnuncul, sehingga
mereka belum banyak berbuat dalam mengembangkan kerukunan internal
umat beragama, kecuali berfokus melakukan konsolidasi eli lingkungan
internal sub-kelompok/ sekte/ paham agama masing-masing.

Di lingkungan umat Kristen masih banyak huria dan gereja yang
masih berada eli luar Persekutuan Gereja eli Indonesia (pGI). PGI
merupakan wadah umat Kristen yang mewakili dalam FKUB. Sernentara
PG I baru mewadahi puluhan huria dan gereja, yang terutama hasil Sidang
Raya X eli Ambon ada 22 huria dan gereja seperti Huria Kristen Batak
Protestan, Gereja Batak Karo Protestan, Geredja Methoelis Sumatera,
Banua Niha Keriso Protestan, Huria Kristen Indonesia, Gereja To raja,
Geredja Dajak Evangelis, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat,
Gereja Protestan Indonesia, dan 1ainnya (www.pgi.org).

Semen tara eliinternal agama Budha, misalnya Walubi elitingkat NTB,
pada saat sekarang belum mampu mempersatukan beberapa sekte yang
ada. Artinya pada saat sekarang Walubi tidak lagimenjaeli wadah tunggal
dalam menghimpun aspirasi penganut agama Budha. Seorang informan,
Namisar, staff eliBimas Budha menururkan:
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Adanya banyak wadah dalam menaungi penganut agama Budha
tersebut tentu berpengaruh terhadap upaya pengembangan kerukunan
internal umat Budha. Hal ini juga berpengaruh dalam mengisi perwakilan
di FKUB. Sebab pada akhirnya yang mewakilinya dari pihak yang secara
sah diakui pemerintah yaituWalubi.Dalam hal ini tentu berakibat terhadap
munculnya masalah reprensentasi dari keanggotaan FKUB sebagaimana
disebutkan sebelumnya.

Sementara di kalangan Hindu, wadahnya masih bersatu di bawah
Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHD I).Walaupun relatif tidak ada
persoalan yang terkait dengan sekte atau wadah yang menaungi umat
Hindu, namun persaingan antar kelompok di dalam PDHI sendiri tetap
ada. Sebagaimana dituturkan ole seorang informan, WayanW:

...saya tidak tahu mengapa ketua lama PDHI masih roenjadi wakil di
FKUB, semestinya dengan adanya penggantian ketua PDHI, roaka wakil
di FKUB diganti juga oleh ketua yang baru (IGede Mandre, SE,:Nffi).Hal
ini sangat disayangkan, semestinya ketua lama melimpihakannya ke yang
barn.

Walaupun begitu, menurut Subbag Bimas Hindu, Wayan W, di
lingkungan agama Hindu/PDHI sudah dianggap cukup dalam upayanya
mengembangkan kerukunan internal. Hal ini dilakukan melalui berbagai
media dan kesempatan. Misalnya pembinaan ke kantong-kantong umat
melalui kegiatan sosial, pemberian pakaian, dan buku yang disertai dengan
sosialisasi untuk kerukunan, melalui upacara keagamaan seperti. upacara
'mulang pakeleun' di anak / danau Gunung Rinjani; upacara waneketis
yaitu upacara lingkungan di hutan Segoro Ketik. Dalam upacara tersebut
biasanya diselipkan materi yang terkait dengan wawasan kultural, dan
dialog untuk pengembangan kerukunan internal umat beragama.

Adapun peran yang diambil oleh PDHI dalam konteks
pengembangan kerukunan antar umat beragama sebatas keterlibatannya
dalam kepengurusan FKUB dan Kementerian Agama. Misalnya, terlibat
dalam Safari Kerukunan yang diadakan tiap tahun oleh Kementerian
Agama, satu di antaranya berupaya menghilangkan saling curiga antarumat
beragama yang terkait dengan Pura di Bima (Tambora). Hal ini tidak jauh
berbeda dengan wadah-wadah umat beragama yang lain. Juga mengatasi
masalah konflik internal misalnya yang ada diMataram, khususnya di Cakra
yaitu Masalah Pura Dalem Karang Jangkang. Konflik terjadi bermula dari
masalah parkir, pihak Kepala Pura tidak diundang oleh Ketua Lingkungan.
Dalam hal ini langsung diatasi oleh pihak PDHI bersama Bimas Hindu
Kementerian Agama dan Sekolah Tinggi Agama Hindu.
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Dengan demikian secara umum, peran LB-PKUB dalam
pengembangan kerukunan antarumat beragama, sebatas keterlibatan
wakil-wakilnya dalam FKUB eli setiap tingkatan, elitambah dengan
himbauan agar umat beragama bertoleransi dan dapat menahan diri
ketika ada konflik. Juga ucapan selamat ketika salah satu umat beragama
memperingati hari besar agamanya.

Faktor Kendala dan Pemacu Peran: Dari uraian sebelumnya dapat
disimpulkan juga bahwa penghambat utama dari optimalisasi peran FKUB
adalah karena masalah payung hukum, masih sangat bergantung kepada
kehendak politik pernerintah, lemahnya motif bersama dari organisasi
keagamaan yang menjadi anggota, keterbatasan waktu pengurus, masalah
representasi keanggotaan Forum, dan sarana dan prasarana.

Forum masih dihadapkan kepada masalahpayung hukum yang terkait
dengan keberadaan dan fungsi-fungsi Forumnya. Masalah ini termasuk
yang paling penting dari sekian kendaJa yang clihadapi FKUB karena
memiliki implikasi yang sangat luas, misalnya masalah dana, kehendak
politik pemerintah lokal, bahkan juga merembes terhadap kemungkinan
'pengambilalihan' sebagian peran pengembangan kerukunan yang sudah
dirnj]jkioleh instansi pemerintah semisal Kementerian Agama. Meskipun
pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah diusulkan agar
ada peningkatan payung hukum, namun sampai sekarang belum ada
tindak lanjut. Berdasarkan pemahaman terhadap perbincangan dengan
informan dari kalangan pengurus FKUB, hal ini ditengarai oleh beberapa
pihak karena adanya sikap dari sebagian instansi pemerintah yang kurang
mendukung terhadap peningkatan payung hukum keberadaan FKUB.
Sebab jika hal itu terjadi, maka peran-peran pengembangan kerukunan
yang selama ini ada di instansi pemerintah akan beralih ke FKUB, dan
karenanya FKUB akan menjaeli semacam lembaga sflperbody. Pemahaman
inimuncul dari beberpa pernyataan informan, misalnya Jangan menjadilean
tokoh agama (ya11gada dalam FKUB) sebagai pemadam kebakoran s'fja', atau
pernyataan 'petlghargaan pemenntab terhadap tokoh agama (yang ada dalam
FKUB) masib tidak memadai'

Forum juga masih sangat tergantung kepada pemerintah setempat,
khususnya dalam kaitannya dengan dana. Hal ini berimplikasi kepada
keaktipan peran FKUB. Kendala lain berasal dari sikap organisasi
keagamaan dalam internal FKUB, karena rnasih banyak kelompok agama
tersebut yang memiliki persepsi negatif dan pemahaman yang keliru
tentang keberadaan FKUB. Misalnya FKUB dianggap sebagai Forum
yang membela pihak mayoritas dan dianggap menghambat penyebaran
agama tertentu, khususnya dalam pembangunan rumah ibadat.

r-=~~-·.~__~~.l£~A;'f{lMenakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umat Beragama
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2 Hal ini sama dengan yang ditemukan oleh Muzdhar, 2013, 'Lingkungan dan
Peran Strategis FKUB Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Persatuan
Nasional', Makalah dalam acara Fasilitasi Pe.rUngk.atanKapasitas dan Kelembagaan FKUB
Propinsi dan Kabupaten Kota, Jakarta: Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik,
Kementerian Dalam Negeri, pada tanggal 3 dan 4 September 2013 di Hotel Jayakarta,
Jakarta dalam http://balitbangdiklat.kemenag.go.id

. Hal yang lainyaitu masalah representasi wakil dan internal kelompok
agama eli Forum, khususnya dan kelompok agama (LB-PKUB) yang
memiliki keaggotaan plural. Pengambilan keputusan ketika ada masalah
yang banyak menguntungkan wakil mayoritas karena keputusan akhir
diambil secara voating.

Sarana dan prasana terkait dengan kesekretariatan dan administrasi
perkantoran sebagaimana layaknyasebuah kantor, Selainmasih ada FKUB
eli daerah yang belum memiliki kesekretariatan, juga kalaupun sudah
ada, namun keadministrasian dan manejemen belum berjalan dengan
baik karena keterbatasan dana. Padahal ini penting untuk memperlancar
.kegiatan-kegiatan Forum. Pengadaan sarana dan prasarana, administrasi
dan managemen kantor (termasuk dana) rnerupakan cerminan dari
anggapan dan sikap terhadap keberadaan sebuah lembaga. Jib lembaga
elianggap penting dan strategis, maka aspek-aspek tersebut akan semakin
ditingkatkan, dan sebaliknya.

Adapun faktor pemacu yang menyebabkan FKUB tetap ada dan
menjalankan fungsinya yaitu karena masih adanya kehendak baik dari
(sebagian) Pemda, dan masih adanya motivasi yang kuat dati kelompok
umat beragama untuk menghidupkan kegiatan Forum.

Kendala yang dihadapi LB-PKUB saat ini yaitu: (1) Masalah
adanya beberapa sekte / paham agama yang berpengaruh terhadap
ketidakma.mpuan LB-PKUB yang 'resmi' sebagai wadah pengembangn
kerukurian internal umat beragama secara keseluruhan. (2) Hal ini juga
berpengaruh terhadap munculnya masalah representasi keanggotaan eli
FKUB. Hampir semua LB-PKUB, khususnya yang terwakili eli FKUB
dari semua agama tidak sepenuhnya mewakili keseluruhan kelompok
umat beragama masing masing. Hal ini sarna dengan yang dikernukakan
oleh Muzdhar (2013)2, bahwa semua kelompok agama khususnya majelis
majelis agama yang ada tidak mewakili seluruh umat beragama elimasing
masing .agama yang ada eli Indonesia. Hanya saja masing-masing sekter/
paham agama telah menjadi perekat sosial (social cement) di antara internal
anggotanya. Sepanjang masing-masing pihak mampu mengendalikan diri
dan anggotanya, maka konflik masif dan sosial tidak akan terjadi, meskipun
tidak semua kelompok terwakili eli FKUB dan da]am persoalan yang lain.

__________________________________________ N_aw_a_ri_~s_m_aj~I~~~=~~·_._~~;.•~~
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c. Tingkat Keaktifan dan Keefektifan Peran .

Dalam bagian ioi akan dibahas tentang kaitan tingkat keaktipan
dan keefektipan peran FKUB dengan kondisi rukun-konflik di suatu
daerah, baik dalam kaitannya dengan kerukunan antarumat beragama
maupun internal umat beragama. Untuk memahami tentang ada tidaknya
keefektipan peran dalam mengembangkan kondisi rukun atau tidak dapat
dilihat dari perbandingan keaktipan dan keefektipan peran FKUB di
daerah yang pernah dengan yang tidak pernah terjadi konflik kekerasan
umat beragama.

Jika suatu aktor (individu atau kelompok) mampu melaksanakan
peran idealnya, maka ia dianggap telah melaksanakan perannya secara
optimal. Sebaliknya jika belum menunaikan peran idealnya maka dianggap
tidak optimal, sehingga dibutuhkan revitalisasi peran dari aktor. Dengan
demikian revitalisasi peran adalah sebuah proses untuk Iebih meningkatkan
bahkan menghidupkan kembali peran aktual aktor supaya sesuai dengan
peran idealnya.

Aktor yang telah melaksanakan (sebagian) peran (ideal) nya
menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah aktif, meskipun belum dapat
disebut efektif. Efekivitas peran terjadi jika aktor telah aktif melakukan
perannya secara tepat dan memilikipengaruh terhadap kondisi yang terkait
dengan bidang yang diperankan aktor.

Hal ini menunjukkan bahwa keaktipan peran suatu kelompok
memang tidak selamanya tinier dengan tingkat keefektipan. Artinya
peran aktif sebuah lembaga belum tentu akan melahirkan efek dalam
mengembangkan kerukunan. Sebaliknya ada kelompok yang berpersepsi
masih kurang aktif, namun telah melahirkan suasana rukun sebagaimana
yang diinginkan.

Hal terakhir inilah yang terjadi diMataram dan NTB sertaq Boyolali
dan Jawa Tengah pada umumnya. Suwardi, Kasubag HKUB, dan Ibu
Ratna Mufida, Sekretaris FKUB Mataram, rnisalnya menegaskan walaupun
FKUB sudab banyak mclaktlkal1 kcgiatan sesuaipcramrya dan be/um optima~
namun telab melabirean suasana rukun di kalal1gal1lima! bcragama.Adapun
ketidakoptimalan peran FKUB karena masih menghadapi banyak kendala
seperti keterbatasan waktu pengurus, sarana prasarana dan dana yang
masih minim, dan rendahnya payung hukum.

~:~_~=-=='-.Ji"l1lMenakar Peran Lembaga PengembangKerukunan Umal Beragama

Kendala yang berasal dari representasi keanggotaaan LB-PKUB atau
dan setiap majelis agama ada kesamaannya dengan kendala dati FKUB.
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Dengan demikian mengaitkan antara tingkat keaktipan
keefektipan peran FKUB dengan suasana rukun yang ada di suatu daerah
di Indonesia tidak mudah. Hal ini karma selain begitu banyak,!ya /
kota danprovinsi,fuga karma faktorpenyebab sebxab kasus konflik dan f"!,/k.,<f,/fI1

tunggal, namun jamak. Artinya upaya menggeneralisasinya menjadi kurang
proporsional. Hanya saja untuk kepentingan analisis, dapat dikemukakan
lima (5) kasus yaitu, masing-masing dua kasus rukun dan tiga kasus konflik
yang terjadi.

1. Kasus NTB dan Mataram Serta Jawa Tengah dan Boyolali

Kasus NT.8 dan Mataram: Pada tingkat provinsi, dalam lima tahun
terakhir rnenunjukkan kondisi yang rukun, khususnya antarumat beragama.
Memang pemerintah provinsi saat ini sedang berupaya 'mengendalikan
keadaan' di Bima bersama pemerintah pusat, terutama dari Badan Nasional
Penanggulangan Teoris. Hal ini terkait dengan mengantisipasi 'gerakan
Santoso' yang sudah terjepit di Poso pindah ke Bima. Sebab jika gerakan
Santoso masuk Bima maka dikhawatirkan akan mengganggu kerukunan
internal maupun eksternal umat beragama.

Selain itu, walaupun belum sangat memadai, Gubernur NTB
dan pemerintah Mataram dianggap telah memiliki political wiii dalam
menghidupkan kegiatan FKUB. Hal ini menurut Suwardi, Kasubag
HKUB Kementerian Agama Provinsi NTB, karena gaya kepemimpinan
Gubemur yang berlatar belakang pendidikan Kairo-Mesir dan wawasan
kultural dan kemajemukannya sangat tinggi. Karenanya, kegiatan FKUB
cukup menonjol. Banyak kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan
peran ideal yang tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Dalam Negeri. (Lihat juga kembaii dalam subbab A), meskipun dianggap
belum optimal.

Di Mataram pernah terjadi konflik antarumat beragama (peristiwa
17-1-2000) yaitu dengan pembakaran belasan gereja. Ketika itu memang
belum ada Forum Kerukunan Umat Beragama, yang ada baru Forum
Komunikasi Umat Beragama yang belum intensi£ Belajar dati peristiwa
171 tersebut, elite politik setempat, baik di tingkat provinsi maupun Kota
Mataram mulai mengaktipkan kegiatan FKUB.

Pengakuan dati beberapa pihak menyimpulkan bahwa sepuluh tahun
terakhir ini, Mataram dan NTB umumnya tidak ada masalah berarti dalam
hal kerukunan, terutama kerukunarr antarumat beragama. Sebagairnana
dijelaskan sebelumnya, banyak kegiatan yang dilakukan oleh FKUB di
tingkat provinsi maupun Mataram. Bahkan daerah inimenjadi tujuan studi
banding dati banyak FKUB daerah lain.Walaupun FKUB Mataram sampai
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...Sepuluh tahun terakhir ini tidak ada konflik antarumat beragama,
yang ada adalah konflik internal umat Islam sencliri. Pem.icunya rnasalah
tempat ibadah (masjid dan mushalla) masing-masing paham (ND, NW
dan Wahabi/Salafi). Sebab masjid itu mempunyai simbol paham dan
sosial. Misalnya ada masjid yang dalam amalan shalatnya menggunakan
qunut dan ada yang tidak, membaca basmalah dan tidak ketika membaca
al Fa tihah. Orang-orang Salafi itu sangat keras dengan pendapatnya,
sehingga sering melahirkan reaksi yang keras juga dari kalangan ablu sunnah
waljamaah. Mereka berbeda dengan Muhammaeliyah yang lebih moderato
.....(Se.mentara) Ahmadiyah rneskipun clianggap keluar dan Islam, namun
pemerintah rnasih menganggapnya sebagai saudara yangmasih berpeluang
kembali ke pangkuan Islam, khususnya kalau syahadatnya sarna dengan
ahlus IU1111ah1valjamaah .
....Scbenarnya umat Islam itu hanya punya satu tempat ibadah yaitu masjid,
karen a itu tidak ada masjid Muharnmaeliyah, 'l:\.lW(Nahdlatul Wathan,
peneliti), NU, atau Salafi. MasaIahnya adalah sering anak-anak muda eli
kalangan Sala.fi te.rlalu keras dalam menanggapi perbedaannya dengan
kelompok agama lain. Mereka rnasih Islam karena tidak mengkafirkan
kelompok lain. Selama tidak mengkafirkan kelompok Islam yang lain,
maka menurut MUI gak rnasalah, sebab MDI itu mengembangkan agama
yang 'uasatban.'
...Berkembangnya paham Sala.fi eli Mataram sering memicu konflik,
walaupun tanpa kekerasan. Sebab anak-anak Salafi sering elianggap berlaku
ekstrim oleh kelompok Aswqja. Sejak era reforrnasi, terutama sejak tahun

3 Menurut Suwardi,Kasubag Hh-"1JBKementerian Agama, sampai saat inimasih
ada 4 kabupaten/kota eli provinsi NTB yang belum mempunyai kantor sekretariar yaitu:
Kota Mataram, Swnbawa, Dornpu, dan Lombok Utara.

C~~:.·~~.~·:~-JiWtBMenakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umal Beragama

sekarang belum memiliki kantor sekretariat.' Hal ini menurut Sekretaris
FKUB Mataram, Ratna Mufida, hanya persoalan teknis dengan pihak
pemerintah pusat, sehingga untuk sementara pusat kegiatan menggunakan
ruangan yang ada eliKementerian Agama Kota Mataram. Padahal tingkat
kemajemukan dan masaIah yang terkait dengan pengembangan kerukunan
Kota Mataram termasuk yang lebih besar daripada kabupaten yang lain.

Keaktipan dan banyaknya kegiatan FKUB Kota Mataram, dan
elitambah kedekatan geografis-politis dengan FKUB Provinsi, maka
Mataram mampu memelihara kerukunan umat beragama, terutama
kerukunan antar umat beragama. Memang ada riak-riak kecil, terutama
dalam konteks kerukunan internal umat Islam. Dalam kaitan ini beberapa
informan (Suwareli, Kasubab HKUB Kemenag NTB; Abdurrahman,
Sekretaris MUI NTB dan Badrun, Ketua FKUB Mataram) menjelaskan:
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2000-an kalangan Salafi seringmelontarkan bid'ah terhadap amalan ibadah
Aswaja. Misalnya mauludan Nabi di masjid Kampung Monjok. Oleh-oleh
tasybih orang yang naik haji dianggap bid'ah, dan mereka membuangnya.
Anak-anak Salafi itu memanfaatkan masjid yang dibangun masyarakat
setempat dan rnereka berhasil. Hal ini karena walaupun 90-an persen
masjid di Mataram ini bertoteng, tapi tidak dimanfaatkan se1ainshalat, dan
jamaahnya pun hanya sedikit.

Dengan demikian dalam konteks kerukunan antar umat beragama
eliNTB dan Mataram, walaupun FKUB telah berperan aktif dan~belum
optimal, namun sudah elianggap relatif efektif. Sementara dalam konteks
kerukunan internal umat Islam, meskipun ada riak-riak kecil yang terjadi eli
kalangan muslim, namun konelisinyadapat clikendalikan.

Sebenarnya suasana rukun eli antara umat beragama itu dapat terjaga
terus, sepanjang elite politik mernbezikan penghargaan terhadap tokoh
agama, terutama yang ada elilingkungan FKUB dan majelis-majelis agama.
Dalam pandangan Ketua FKUB Matararn, Badrun, misalnya, sepanjang
elite politik daerah tidak sekedar menjaclikan tokoh agama (baca FKUB
dan LB-PKUB) sebagai (1) 'pemadam kebakaran' ketika terjaeli konflik,
dan (2) penghargaan terhadap tokoh-tokoh agama tidak sebatas hanya
untuk kepentingan politik elite pemerintah, maka kerukunan akan terjaga.
(3) Juga semestinya diriingi pemberian penghargaan yang sepadan yang
'elibunyikan' (penghargaan materiil yang ketentuannya tertulis, misalnya
melalui SK Walikota, sehingga tidak setiap audiensi baru diberi. Hal ini
karena sebenarnya posisi FKUB sangat strategis. Sebagai wahana mecliasi
setiap persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik, maka sangat
tergantung kepada tokoh-tokoh yang ada eliFKUB untuk memainkannya.

[awa Tengah dan Boyolali: Sernentara itu eli Jawa Tengah dalam lima
tahun terakhir menunjukkan kondisi yang rukun, khususnya antar umat
beragama. FKUB eli tingkat propinsi ini juga cukup berperan aktif dalam
upaya pengembngan kerukunan umat beragama.

Gubernur Jawa Tengah dan pemerintah Boyolali dianggap memiliki
political will dalam menghidupkan kegiatan FKUB. Bahkan sebagaimana
elibahasdi bagian A. FKUB di daerah iniGawaTengah, termasuk Boyolali)
termasuk yang banyak melakukan inovasi dalam kegiatannya. Misalnya
pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama khusus pemuda. yang
bertujuan untuk menggelorakan semangat keberagaman dan pluralisme
serta memperkuat rasa toleransi keagamaan di antara generasi muda,
sekaligus menjadi bagian dari regenerasi tokoh-tokoh pluralisme dari
generasi yang lebih tua. Mereka menjadi kader untuk mengkampanyekan

Nawari Ismail

---_ ...- . - ~
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toleransi keagamaan, serta sosialisasi menangkal paham-paham radikal
yang ditengarai sedang berkembang di masyarakat. Pembentukan GM
FKUB diklaim sebagai yang pertama di Indonesia. Di antara kegiatannya
adalah mengadakan Kemah Pemuda Lintas Agama yang ditujukan untuk
meningkatkan keakraban dan solidaritas antar umat beragama khususnya
pada generasi mudanya, serta meningkatkan komunikasi dan memahami
perbedaan, sehingga menimbulkan toleransi.

Juga pemetaan rnasalah kerukunan beragamayang dilakukan . FKUB
Jawa Tengah. Kegiatan ini diklaim sebagai yang pertama kali di Indonesia
yaitu pemetaan potensi masalah kerukunan umat beragama pada setiap
kaupaten/kota karena setiap daerah punya keunikan potensi, dan kajiannya
dikhususkan kepada isu radikalisme dan penyebaran aliran sesat.

Kcdua kegiatan inovatif tersebut sangat strategis karena: (a) dalam
banyak kasus konflik umat beragama banyak melibatkan pemuda, karen a
itu jika pemuda dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pengembangan
kerukunan umat beragama, maka secara langsung menjadikan mereka
sebagai subyek pengembangan, bukan sekedar obyek. (b) upaya pencegahan
terjadinya konflik sebenarnya sangat tergantung kepada tingkat antisipasi
dini dari berbagai pihak yang terkait. Satu di antara antisipasi dini tersebut
dibutuhkan pemetaan yang baik tentang potensi konflik di setiap daerah.

Hanya saja memang indikator-indikatornya harus komprehensif.
Artinya yang dipetakan bukan sekedar yang terkait dengan terorisme dan
aliran sesat, namun juga aspek yang lain misalnya ada-tidaknya potensi
konflik akibat kasus konflik sebelumnya, tinggi-rendahnya prasangka
atau religiosentrisme antarumat dan interal umat beragama, juga pemetaan
budaya lokal yang berpotensi sebagai media pengembangan kerukunan
umat beragama.

Selain kedua kegiatan inovatif tersebut FKUB Jawa Tengah dan
Boyolali telah banyak melakukan kegiatan sesuai dengan peran ideal yang
tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri.
(Lihat juga kembali dalam subbabA), meskipun dianggap belum optimal.

Di daerah Jawa Tengah meskipun ada daerah yang dianggap rawan
konflik bahkan kekerasan seperti Surakarta, namun relatif terkendali,
Memang pernah terjadi pengeboman di sebuah Gereja tahun 2010, dan
upaya born bunuh diri di kantor kepolisisn oleh seorang teroris (2016),
namun semuanya banyak terkait dengan teroris. Harus dibedakan antara
aktivitas terorisme dengan pengembangan kerukunan. Terorisme berada
.di bawah pengendalian BNPT, sedangkan pengembangan kerukunan
berada di bawah kendali beberapa instansi pemerintah termasuk FKUB.
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Pengalruan dari beberapa pihak menyimpulkan bahwa lima tahun
terakhir, Boyolali dan JawaTengah umumnya tidak ada masalah berarti
dalam hal kerukunan, terutama kerukunan antarumat beragama. Hal ini
setidaknya karena, sebagaimana elijelaskan sebelumnya, banyak kegiatan
yang dilakukan oleh FKUB elitingkat provinsi maupun daerah khususnya
eliBoyolali. Bahkan daerah ini pernah menjaeli penyelenggara Konferensi
Nasional 1 FKUB tanggal 12-14 Jum 2015. Menurut Ketua FKUB Jawa
Tengah, Mudjahirin Thohir, konfrensi yang mengambil tema 'Mendesain
Kedewasaan dan Pendewasaan Beragama dalam Masyarakat Plural'
pesertanya adalah pimpinan FKUB se-Indonesia. Tema didasarkan alas
pertimbangan bahwa kehidupan beragarna bangsa ini secara empiris masih
kerap ditandai fenomena destruktif dan idealisme suci semua agama
serta mengonstruksi relasi umat beragarna yang harmonis. Intoleransi
eliskriminatif rnasih saja terjadi dan menjadi bahaya laten. Selain itu eli
Jawa Tengah termasuk Boyolali, semua daerah sudah inemiliki kantor
sekretariat.

Meskipun keberadaan kesekretaritan bukan satu-satunya faktor
yang dapat mengaktifkan peran FKUB, namun hal itu setidalmya menjadi
simbol keberadaan FKUB elisuatu daerah, sehingga pengurus dapat lebih
aktif bertugas dan juga lebih memungkinkan menerima pengaduan dari
warga yang terkit dengan peran ideal FKUB.

Karenanya dalam konteks kerukunan antarumat beragama, FKUB
diJawa Tengah dan khususnya eliBoyolalisama sepertihalnya yang terdapat
di NTB dan Mataram, telah berperan cukup aktip dan optimal, namun
relatif efekti£ Hal ini ditandai dengan sangat sedikitnya kasus konflik
masif antarumat beragama. Sementara dalam konteks kerukunan internal
umat Islam, meskipun ada riak-riak kecil yang terjaeli elikalangan muslim,
termasuk masalah sering terjadinya aksi teroris namun kondisinya dapat
dikendalikan.

Di kalangan FKUB sendiri, terutama pimpinan yang berasal dati
kelompok-kelompok agama menegaskan bahwa kerukunan eli antara
umat beragama itu dapat terjaga terus, sepanjang elite politik mernberikan
penghargaan terhadap tokoh agama, terutama yang ada di lingkungan
FKUB dan majelis-majelis agama. Dalam hal ini elite eli pemerintahan
lebih memberikan keleluasaan bagi tokoh agama untuk berkiprah.

Pandangan inimirip yang dikemukakan oleh Ketua FKUB Mataram,
meskipun dalam bahasa yang lain. Sebagaimana elijelaskandi bagian awal,
dalam pandangan Ketua FKUB Mataram, semestinya elite politik daerah
jangan menjadikan tokoh agarna (baca FKUB dan LB-PKUB) sebagai
'pemadam kebakaran' ketika terjadi konflik, juga selayalmya memberi
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Sebelum para jihadis dari seluruh pelosok tanah air turon ke Papua untuk
mengeksekusi mereka dengan prinsip luka dibayar dengan luka dan darah
dibayar dengan darah, serta nyawa dibayar dengan nyawa. (dikutip dati
benarneius. org.20- 7-2015).

penghargaan terhadap tokoh-tokoh agama tidak sebatas hanya untuk
kepentingan politik elite serta penghragaan materiil secara tertulis, sehingga
buadaya aueliensi dapat dihilangkan. Hal ini elidasarkan pertimbangan
bahwa posisi FKUB sangat strategis karena dapat berperan sebagai mediasi
setiap persoalan yang mengarah pada terjaclinya konflik, dan eli dalamnya
tokoh-tokoh agama yang ada eliFKUB memiliki peran strategis.

2. Kasus Tolikara, Aceh Singkil , dan Tanjung Balai

Kanis Tolieara-Papua: Konflik Tolikara terjaeli Jumat, 17 Juli 2015
an tara umat Islam dan Kristen, ketika umat Islam sedang menikmati
suasana lebaran. Menurut keterangan dati kepolisian setempat, pembakaran
Masjid Baitul Muttaqin terjadi pada han Jumat, saat umat Islam sedang
melakukan sholatIdul Fitri sekitar jam 07.00 waktu setempat.

Pertikaian terjadi saat ..' .sekelompok masa berdatangan dan
melemparkan batu. Banyak dan rnereka yang membakar kios dan merambat
ke rumah penduduk serta membakar Masjid Baitul Muttaqin. Akhirnya
setidaknya 38 rumah dan 63 kios terbakar. Konflik ini juga menyebabkan
satu orang tewas dan sekitar 1531ainnya terluka (bcl1ar1teJvs.01-g,20-7-2015).

Prolognya adalah, shalat Idul Fitti dilakukan Jumat pagi bersamaan
dengan pelaksanaan . pertemuan nasional Sino de Gereja Injili eliIndonesia
(GIDI) yang mendatangkan sekitar 2000 orang perwakilan dad daerah.
Kebetulan kedua tempat berdekatan. Pihak GIDI yang eliwakili oleh
presidennya, Dorman Wandikmbo, membantah pernyataan bahwa GIDI
mengeluarkan selebaran yang melarang umat Islam menunaikan sholat Idul
Fitti., GIDI hanya meminta umat Islam agar tidak menggunakan pengeras
suara saat menjalankan Shalat Idul Fitri. (bcJtarncJ/)s.o1-g.20-7-2015).

Pasca kejaelian, sebagaimana menjacli kebiasaan, banyak pihak yang
mengomentari, baik berupa himbauan, penyesalan, dan kritik. Baik dari
kalangan ulama Islam dari afiliasi yang berbeda, tokoh Kristiani, aparat
pemerintah, dan LSM. Misalnya Habib Rizieq, Ketua Front Pembela Islam
(FPI), menyerukan kepada pemerintah agar segera mengambil tindakan
tegas terhadap para perusuh. Bahkan sebagaimana langgam FPI yang
keras menghadapi pihak lain, juga menyerukan agar pemerintah segera
meringkus pelaku pembakaran masjid dalam waktu dua han:

[~~~:='=~~~-.~'I-~~'~Menakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umat Beragama
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Berkaitan dengan insidenKarubaga di KabupatenTolikara yang terjadi
pada (1717), umat GID! dan muslim di Tolikara telah sepakat untuk
menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama, secara adat...
Dalam kesepakatan ini kedua belah pihak juga menyepakati untuk
saling memaafkan dengan tulus, dimana penyelesaian yang ditempuh
adalah penyelesaian secara adat dan proses hukum harus dihentikan...
Kami sepakat saling menjaga, menghormati dan menyerukan kepada
seluruh umat beragama di Indonesia agar tetap menghormati umat
GIDI dan Islam untuk bebas menjalankan ibadahnya seperti biasa.
(http.z/www.republika.co.id/berita, 30-07-2015).

Kesepakatan kedua belah pihak yang berkonflik selain difasilitasi

Sayamengimbau seluruh umat Islam agar bisa menahan diri, baik mereka
yang berada di Papua atau di luar Papua. Semua pihak.harus bisa menahan
diri. Kalau tindak kekerasan dibalas kekerasan, maka negara ini akan
hancur .. (dikutip dari benarne]/J.f.org.20-7-2015).

Dati kalangan Kristiani diwakili oleh Romo Benny Susetyo,
yang mengimbau Presiden Joko Widodo segera membentuk tim
investigasi independen. "Presiden harus membuat tim independen
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sebenarnya, apa yang menjadi
pemicunya," (dikutip dari benarncIJJs.org.20-7-2015).Sementara dari kalangan
LSM, datang dati Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan (Kontras). Melalui ketuanya, Haris Azhar, menyesalkan
konflik yang terjadi, karena semestinya kepolisian dapat mencegah kejadian
ini.Di pihak lainKomisi Hak Asasi Manusia akan melakukan investigasL

Penting dicatat adalah ketika terjadi konflik di Tolikara, FKUB
di daerab tersebut be/tim terbenttlk, yang ada bam pada tingkat Prooinsi Papua.
Karena itu yang memberi komentar adalah FKUB di tingkat provinsi,
Hanya seolah ingin rnelepas dati perannya, FKUB Provinsi Papua justru
menyatakan bahwa insiden pada Hari Raya Idul Fitri di Karubaga,
Kabupaten Tolikara bukanlah konflik agama, tetapi hanya miskomunikasi
di antara umat Islam dan Kristen (http://www.republika.co.id/berita. 30-
07-2015). Selain itu FKUB melalui ketuanya, Lipiyus Biniluk, di Jayapura
menyatakan rasa duka atas jatuhnya korban baik jiwa maupun materiel
dalam insiden Tolikara tersebut dan berusaha agar penyelesaian dilakukan
secara adat.

Di pihak lain Prof.Dr, Dien Syamsudin, Ketua Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengimbau agar umat Islam tidak
melakukan aksi balas dendam terkait peristiwa Tolikara.
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dan diprakarsai oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) provinsi,
juga oleh Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Provinsi Papua, Sinode
Kingmi, Kelompok Masyarakat Sipil Papua dan wartawan, eli Kantor
FKUB Provinsi Papua, Jayapura.

Fasilitator konflik semuanya berasal dari atas (provinsi), sementara
lembaga-lembaga eli tingkat kabupaten sendiri hanya menjaeli obyek.
Selain itu, terkesan juga FKUB eli tingkat provinsi tersebut berusaha
untuk menjaeli penyelesai konflik, hanya cara penyelesaiannya dilakukan
secara budaya setempat/adat. Padahal penggunaan budaya lokal dalam
penyeleaian konflik umat beragama semestinya melihat terlebih dahulu
anatomi pihak yang terlibat konflik, serta siapa pelaku dan yang menjaeli
korban (victim) kekerasan. Jika memang pihak-pihak yang terlibat konflik
(pelaku dan korban) kebanyakan berasal dari etnik yang sama, tidak
masalah, namun jika kedua belah pihak berbeda etnik dan sekaligus beda
agama, maka penggunaan budaya lokal akan elisangsikankeefektipannya.
Jika hal ini terjaelimaka sangat mungkin potensi konflik pasca konflik akan
terus berlanjut.

Selainitu, ada kebiasaan ketika dalamproses kerukunan, tidak banyak
pihak yang berusaha untuk memupuknya, namun ketika terjaeli konflik,
maka banyak pihak berama-ramai dalam memberi komentar, himbauan,
mengkritik, dan bahkan menjadi pihak yang ingin memposisikan diri
sebagai yang terpenting, termasuk dari pihak FKUB sendiri.

KasusAceb Singkil.· Konflik umat beragama, khususnya antara muslim
dengan Kristen di Aceh Singkil terjadi pada hari Selasa, 13 Oktober 2015.
Hanya beberapa bulan setelah kasus Tolikara eli Papua. Konflik Aceh
Singkilmemakan korban 2 orang meningga dan 1 gereja dibakar massa.

Kasus yang sama pernah terjaeli36 tahun yang lalu (1978). Ketika
itu penyebabnya terkait dengan rumah ibadah yang tidak memiliki izin,
dan pada waktu itu menurut salah satu pelaku sejarah, Ketua MPU Aceh
Singkil, Rasyiduddin, telah dilakukan perjanjian damai antara kedua belah
pihak (Sero111biNews. C0111/15/10/2015). Perjanjian tersebut dilanjutkan
dengan perjanjian tahun 2001 yaitu pihak muslim menyetujui didirikannya
satu rumah ibadah eliKuta Kerangan dan empat Iltldllng-lmdtl11g, masing
masing di Desa Keras, Tuhtuhan, Sukamakmur dan Desa Lae Gecih.
Setelah 14 tahunan, jumlah rumah ibadah sudah menjaeli berkembang
pesat tidak sebagaimana yang ada dalam perjanjian. Menurut Rahminudin,
pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten
Aceh Singkil menyebutkan jumlah Gereja Aceh Singkil sekarang sudah
mencapai 24 unit tanpa surat izin, sernentara umat Krstiani hanya 15.536
jiwa (wwwjuangnews.com/D Oktober 2015). Artinya, perkembangan
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rumah ibadah Kristiani sudah tidak sesuai dengan perjanjian tahun 2001.
Prolognya adalah tahun 2014 sebagian dari rumah ibadah tanpa

izin tersebut sempat disegel, setelah adanya protes dari muslim., dan lebih
memanas lagi ketika Selasa, 6 Oktober 2015 massa Pemuda Peduli Islam
(PP!) menuntut agar rumah ibadah itu dibongkar dan dalam waktu 7 han
supaya menyelesaikan masalah keberadaan rumah ibadah umat Kristen
yang belum benzin (wwwjuangnews.com/D Oktober 2015).

Selanjutnya diadakan Musyawarah Muspida Kamis, 8 Oktober
2015 dipimpin Wakil Bupati Aceh Singkil dengan dihadiri Ketua MPU
Rasyidudin, Dandim 0109 Singkil Letkol Arm. Arif Sjaerozi, Kapolres
Aceh SingkilAKBP. Budi Samekto,Sik,Kepala Dinas Syari'at Islam Samsul
Bahri, SH, Perwakilan Disdukcapil Aceh Singkil,Kepala Bakesbang, Pol
dan Limas H. Suwan, dan sejumlah tokoh Agama Kristen Protestan dan
Katolik, serta Islam. Dalam rapat itu dibahas aturan dan perjanjian pada
tahun 1979 yang diperkuat lagiperjanjian pada tahun 2001, SKB 2Menteri,
Perbup, dan pada akhirnya dibentuk tim verifikasi,

Empat hari berikutnya yaitu Senin, 12 Oktober, Muspida bersama
FKUB, tokoh masyarakat dan perwakilan ormas kembali berembuk.
Kemudian disepakati 10 diantara rumah ibadah tanpa izin dibongkat,
sisanya diwajibkan mengurus izin, Kesepakatannya adalah pembongkaran
diberi tenggat waktu satu minggu (sampai 19 Oktober), namun rnenurut
Wakil Bupati, Dulmusrid, ada sekelompok massa yang tak puas dengan
kesepakatan itu dan mendesak agar pembongkaran dilalrukan satu dari
setelah perternuan. Akhirnya terjadi upaya pembongkaran dan pecah
bentrokan. (Gajahmada2medan.blogspot.co.id).

Konflik masif ini telah menimbulkan korban yaitu dua orang
meninggal dan tujuh orang terluka (enam berasal dari warga, sedangkan
satu lainnya merupakan prajurit TN!). Juga menyebabkan sekitar 1.900
warga Singkil, mengungsi ke wilayah Sumatera Utara yaitu di Kabupaten
Tapanuli Tengah dan di wilayah Phak-Phak Barat (Medan Bagus.com,
14/10).

Pasca konflik, sebagaimana biasa, muncul himb auan, komentar
dan kritik dari berbagai pihak, mulai dari elite tingkat nasional sampai di
tingkat kabupaten. Misalnya Ketua DPR, Setya Novanto, menyayangkan
bentrokan massal dan menegaskan bahwa kekerasan bukanlah solusi
dalam penyelesaian masalah.

"Saya menghimbau aparat penegak hukum rnengambil langkah cepat dan
responsif, agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung
jawab. Saya menghimbau kepada pihak-pihak yang terlibat bentrok
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unmenahan diri dan menyerahkan rnekanisme penyelesaian kepada pihak
berwenang," kata Novanto,
"Hanya dengan itu, kita dapat menjaga kerukunan dan kedamaian. Hanya
dengan itu, kita membuktikan bahwa perbedaan adalah rahmat dan
bagian dari kebhinnekaan kita sebagai anak bangsa." imbuhnya.Terakhir
dia rneminta semua elemen masyarakat untuk menjadikan momen Tahun
Baru Islam 1437 Hijriah yang jatuh pada han ini, Rabu 14 Oktober
2015, untuk menyucikan jiwa, membersihkan hati sehingga menjadikan
diri kita sebagai pribadi yang bersih, respek kepada sesama anak bangsa.
(Gtfjahmada2medal1. bl()gspot.caid).

Bahkan Wakil Prsiden, Yusuf Kalla, ikut berkomentar dengan
menyayangkan terjaclinyakerusuhan, dan sambilmenegaskan agar undang
undang tentang rurnah ibadah ditegakakan. (detik.com 14 Oktober 2015,
13:59WIB)

Sementara dari masyarakat diwakili oleh mahasiswa asal Aceh
Singkil, Zairin mengatakan Peme.rintah Kabupaten setempat terkesan
rnembiarkan masalah ini berlarut-larut sehingga memicu kerusuhan, dan
berpotensi merusak kerukunan umat beragama eli sana."Konflik ini sudah
berlangsung lama," ujar Zairin dalam aksi simpatik eli Bundaran Simpang
Lima, Banda Aceh Para mahasiswa menuntut tanggung jawab pemerintah,
yang selama ini clinilaimembiarkan pertumbuhan rumah ibadah berupa
gereja dan gedung-gedung illegal di sana. Sementara iru, Wakil Bupati
Aceh Singkil Dulmusrid mengatakan, pihaknya tak pemah membiarkan
persoalan inib~larut. Pemerintah terus mencari solusi. (Gqjahmada2medal1.
blogspot.co.id, 14 Oktobet· 2015).

Bentrokan massa yang menewaskan dua warga di Kabupaten Aceh
Singkil, penyebabnya rnultifaktor tapi pemicu utamanya adalah persoalan
rumah ibadah. Masalah ini diakui sudah berlangsung lama, namun
penyelesaiannya tak pernah tuntas. Perkembangan jumlah gereja yang
terus bertambah secara tidak proposional dengan jumlah penganut Kristen
dan dianggap menyalahi perjanjian yang pernah disepakati sebelumnya.
Padahal dalam persepsi masyarakat Islam setempat setiap umat beragama
harus sama-sarna berkomitmen terhadap kesepakatan dan regulasi yang
ada seperti Pergub Aceh tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah eli
Aceh pada 2007. Juga PBM riga menteri, ditambah dengan dikeluarkan
Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (lihat
Pasal 127 ayat 4), sehingga Aceh tentunya termasuk Kabupaten Aceh
Singkil,berlaku prinsip hukum lex spesialis dan lex generalis.
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Peran FKUB nampaknya mirip dengan wilayah yang ada kasus
konfliknya yaitu walaupun ada namun kurang bahkan tidak aktif. Dalam
kasus di Aceh Singkil ini pihak FKUB tidak memberikan pandangan 'dan
komentar, ketuanya hanya menjadi salah satu peserta dalam musyawarah
pasca konflik yang jstru diprakarsasi oleh FUI Aceh Singkil, Tgk.
Hambalisyah Sinaga hari Rabu, 30/3/2016 . Musyawarah tersebut juga
dihadiri oleh Wakapolsek Gunung Meriah (MewakiliKapolres), Danramil
Gunung Meriah (Mewakili Dandim) , Ketua MAA (Majlis Adat Aceh)
Aceh Singkil, Ketua Forum Komunikasi Da'i Aceh Singkil. Musyawarah
melahirkan dua rekomendasi, sebagaimana dikemukakan oleh Ketua FUr
Aceh Singkil, Tgk. Hambalisyah Sinaga.yaitu (1) Ummat Islam meminta
agar bupati segera melakukan rekonsiliasi sesuai dengan Undang-un dang
Nomor 7/ 2012 dengan melakukan perundingan secara damai, restitusi
(ganti rugi) dan pemaafan. (2) Ummat Islam meminta agar dilakukan
verifikasi ulang dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, mengingat
adanya temuan data-data yang dipalsukan (www.Panjimas.com)

Karena itu seturut dengan yang dikemukakan oleh seorang pengkaji
UIN Surabaya dan tokoh FKUB, KH Imam Ghazali, yang menyatakan
bahwa dalam daerah yang terjadi konflik umat beragama, perizinan rumah
ibadah, khususnya gereja sering diremehkan, padahal aspek teknis tersebut
sebenamya yang dapat mencegah terjadinya konflik, (Al1taraJatim.com,
Kamis, 25 Agustus 2016)

Gereja yang dibakar massa di Aceh Singkil, 13 Oktober 2015

Selainitu,munculnya prasangka sosialantarpihakkarena penyelesaian
yang pernah ada tidak tuntas. Prasangka sosial menciptakan keinginan
untuk melakukan diskriminasi dan memunculkan konsep in-group dan
out-group. Kedua belah pihak saling meng-klaim sebagai yang benar, dan
pihak lain tidak benar. Juga karena komunikasi massa selama inidiAceh
Singkil kurang terbangun dengan sehat dan kondusif khususnya dalam
konteks pengembangan kerukunan umat beragama. (gajahmada2medan.
biospot.co.id/).

Nawari Ismail
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Aparat telahmernediasi pihak-pihak berrnasalah, tapi ada upaya provokator
di media sosial yang menebar hate speech.Karena tidak ada upaya p.reventif
di media sosial tak bisa dilakukan karena Polri tidak punya otoritas..
masyarakat masih mudah terprovokasi melalui media sosial.

Majelis Ulama' Indonesia setempat berusaha menjelaskan prolog
konflik, sebagaimana disampaikan oleh Ketua MDI Tanjung Balai, H.
Syahroni Sirait,yang menyampaikan bahwa dalam proses mediasi di Polsek
Kota Tanjung Boo setelah sebelumnya ada mediasi eliKepala Lingkungan
dan elibawake Kantor Lurah TB Kota I Kecamatan Tanjung Balai Se1atan,
namun tidak berhasil.

L..~~'~~-'.~.~~~~1JMenakar Peran lembaga Pengembang Kerukunan Umat Beragama

Umumnya konflik bernuansa agama itu ...bersumber dari faktor teknis
seperti perizinan atau komunikasi yang buntu dalam waktu berlarut-larut
yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan optirnalisasi peran FKUB.....
Konflik SingkilAceh itu te.rjadikarena perizinan ibadah sudah lama tidak
diurus dan Forum Komunikasi (maksudnya Kerukunan, peneliti) Umat
Beragama (FI(UB) juga tidak mengevaluasi hal itu.

Kasus Ta1!iul1g Balai Sumatera Utara: Konflik umat Islam dan Budha
eli Tanjung Balai Sumatera Utara terjaeli pada han Jumat, 29 Juli 2016
sekitar pukul 23.00 WIB. Ada sekitar 10 vihara dan kelenteng yang
elibakar.Kesepuluhnya meliputi: Vihara Tri Ratna, Vihara Avalokitesvara,
Kelenteng Dewi Samudera, Ong Ya Kong, Tua Pek Kong, Tiau Hau
Biao, Huat Cu Keng, kelenteng elidepan Kantor Pegadaian, eli Jl Juanda
Kelurahan TB Kota 1, dan eliJi MT Haryono. Selain itu ada pengrusakan
1Yayasan Sosial,mobil, 3 rumah (KibJat, 30 Juli 2016, 13.09).

Pasca konflik, banyak pihak yang .i.kut berperan dalam upaya
menenangkan masyarakat, termasuk melakukan himbauan, analisis, dan
bahkan kritik. Pihak-pihak tersebut antara lain: Kapolri, FKUB Sumatera
Utara, Gubernur, MDI.

Kapolri yang baru saja dipilih oleh Jokowi, setelah rnelakukan
evaluasimenyeluruh, akhirnya menegaskan bahwa konflik tersebut terjadi
eliantaranya karena peran media sosial/ facebook, sehingga terakselerasi,
dan meluas. Karena itu, Tito, Kapolri akan kontrol ketat Medsos dan
akan bekeeja sama dengan Kemenkominfo untuk menangkal berita
provokatif elimedsos. Polri juga akan bentuk Tim Cyber unruk melacak
dan menyelidiki provokator konflik (Kiblot, 31 Juli 2016).

Hanya saja, Polri, terkesan ingin cuci tangan terhadap terjadinya
konflik tersebut. Hal ini terlihat dari pernyataanya Kapolri, Tito dalam
KibJat, 31Juli 2016:
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Konflik diduga bermotif ekonomi dan informasi negatif yang
mernprovokasi melalui media sosial... (Kapolri dalam Viva. co.id, 31 Juli
2016, pk.18.20)
...Kerusuhan itu juga puncak dari masalah-masalah yang selama ini tidak
diselesaikan, misalnya sosial-ekonorni serta pembangunan rumah ibadah ...
itu (upaya hukum) tidak akan menyelesaikan masalah...akar masalahnya
harus diselesaikan misalnya kesenjangan ekonomi (Erwan Effendi,
anggota FKUB Sumutera Utara dalam BBC Indonesia, Minggu, 31 JulJ.)
...ini juga perlu mendapat perhatian bagi etnis Tionghoa. Eksklusivitas '
dapat menumbuhkan kecemburuan sosial, untuk itu perlu berbaur (HT
Erry Nuradi, Gubernur Sumatera Utara, dalam Hanan jogya.com. 30 Juli
2016)

...Erry (Gubernur, peneliti) merninta Pemkot (pemerintah Kota Tanjung
Balai, peneliti) segera mengaktifkan kembali FKUB kota sebagai wadah
koordinasi seluruh pemuka dan tokoh agama. Menurutnya Forum ini
dapat menjadi garda terdepan antisipasi konflik horizontal, agar tidak
terjadi amuk massa (Hananjogya.com, 30Juli 2016).

Jika disimak dari beberapa sumber inforrnasi, menunjukkan b~wa
konflik antar umat beragama diKota Tanjung Balai ini setidaknya karena
empat faktor yaitu: (a) masalah sosial-ekonomi atau adanya kesenjangan
ekonomi, khususnya antara pribumi yangnotebene muslim dannonpribumi
yang kebanyakan nonmuslim di masyarakat, (b) masalah pembangunan
tempat ibadah kelompok minoritas, (c) informasi di media sosial, (d)
eksklusivitas etnis nonpribumi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pihak
seperti Gubernur Sumatera Utara, anggota FKUB Sumatera Utara, dan
Kapolri.

Nawa~ Ismail ~' ..:~ ~.,(~;;,;

Sementara itu, pihak FKUB hanya diwakili oleh tingkat Provinsi
Sumatera Utara, berusaha berperan juga dalam proses pasca konflik.
Adapun FKUB tingkat kota tidak nampak komentarnya yang sekaligus
menunjukkan minimnya peran FKUB kota. Dalam hal iniFKUB Sumatera
Utara, seperti dinyatakan ketuanya, Marrua Simanjuntak, melakukan
koordinasi dengan berbagai pihak pasca konflik, juga menghimbau
masyarakat, seluruh umat beragama supaya tenang dan tidak terprovokasi
pasca konflik (Kini Ne1vJ, Senin, 1 Agustus 2016).

Dari informasi tersebut terlihat bahwa FKUB khususnya di tingkat
kota tidak memperlihatkan perannya dalam proses penyelesaian konflik.
Bahkan juga dalam upaya pengendalian konflik atau pemeliharaan
kerukunan. Hal ini terlihat dari pernyataan Gubernur Sumatera Utara, HT.
Erry Nuradi:
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Ketiga, Hal iniberarti bahwa tingkat keaktipan FKUB eli suatu daerah
berpotensi terkait dengan keefektipan perannya eli dae.rah tersebut. Jika
FKUB yang merupakan lembaga konsil keagamaan dalam pengembangan
kerukunan tidak ada atau tidak berperan aktif, hal itu berpengaruh terhadap
lemahanya komunikasi dan koordinasi antar LB-PKUB (wadah umat
beragama yang ada). Akibatnya LB-PKUB juga akan kurang berperan
dalam kegiatam pengembangan kerukunan, khususnya antarumat
beragama. Sebab, dari data yang ada menunjukkan hampir di setiap daerah,
peran LB-PKUB dalam pengembangan kerukunan antarumat beragama
hanya melalui jalur lembaga konsil tersebut (FKUB). Hal ini sekaligus
menunjukkan bahwa sebenarnya FKUB sudah menjadi konsil penting.
Sebab melaluinya memungkinkan tiap kelompok umat beragama untuk
ikut berperan dalam proses pengembangan kerukunan umat beragama,
baik dalam proses pencegahan maupun penanganan konflik. Hanya saja,
masalahnya adalah setiap kelompok umat beragama yang ada mewakili
eli FKUB belum sepenuhnya mampu merepresentasikan semua kelompok
yang ada eli agama masing-masing. Hal iniakibat pluralitas dan persaingan
yang ada pada tiap kelompok dalam satu agama.

Dad beberapa kasus konflik dan rukun yang ada menunjukkan
bahwa:

Pe11a111a,Jika FKUB di suatu daerah cukup berperan aktif dan relatif
optimal, setidaknya selama 5 tahun terakhir, maka kondisi ke.rukunan
di daerah tersebut cenderung membaik. Hal ini terlihat dalam kasus di
Mataram-Nusa Tenggara Barat dan Boyolali-JawaTengah.

Kedua, Sebaliknya, eli daerah yang belum ada FKUB atau FKUB
nya tidak aktif terjadi konflik umat beragama, sebagaimana terlihat dalam
kasus Tolikara-Papua, Aceh Singkil-Aceh, dan Tanjung Balai-Sumatera
Utara.

i~.-- : =:': ~:~t~t~~~Menakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umat 8eragamaL_. ...__ .:Ll!l..;;.~~:_ _.;..._ _.;..._ _.;... _
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Sebagai sebuah konsil, FKUB memiliki dua peran ideal yaitu tugas
pengendalian atau pemeliharaan kerukunan, dan tugas penyelesaian
konflik.. Hanya saja sebagai pengendalian kerukunan lebih dominan,
sedangkan dalam penyelesaian konflik. hanya diberi wewenang dalam
penyelesaian konflik. yang terkait dengan pendirian rumah ibadah (pasal
21). Ada 4 fungsi yang harus dilakukan FKUB propinsi dan 5 pada tingkat
kabupaten. Untuk menjadi FKUB yang ideal, maka pada setiap komponen
fungsi tersebut masih terdapat beberapa indikator yang harus dilakukan
FKUB.

Sementara itu,LB-PKUB sesuaidengan tujuan pokoknya ad~ lebih
berorientasi ke lingkung~ internal kelompoknya masing-masing. Mereka
berusaha menjalin persatuan dan ukhuwah di kalangan kelompoknya.

Antara peran ideal dengan peran aktual FKUB masih terjadi gap
yang cukup besar, Kalau misalnya setiap item dari kelima peran yang
harus dimainkan FKUB kabupaten/kota dijabarkan menjadi beberapa
indikator, maka gap itu semakin terlihat. FKUB di suatu daerah biasanya
fokus kepada pe~an tertentu, namun lemah dalam aspek peran yang lain.
Indikator-indikator dalam satu item peran pun belum tentu dilakukan
secara komprehensif

Terjadinya gap antara peran ideal dan aktual itu menunjukkan juga
adanya tingkat keaktipan FKUB di setiap daerah, Tingkat keaktipan,
termasuk juga keterbentukan, FKUB tergantung kepada beberapa aspek,

BAB KEENAM
PENUTUP

----------------~~--------------

· !
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dan ini sekaligus menjadi kendala atau rnasalah peran, yaitu: (1) adanya
ketergantungan dengan political tuill pemerintah setempat dan umumnya
terkait dengan persoalan dana. Adanya ketergantungan yang tinggi
FKUB terhadap 'kebaikan' pernerintah, khususnya Kementerian Agama,
bupati/walikota dan gubernur telah berpengaruh terhadap ada-tidaknya
FKUB serta kinerja dan optimalisasi peran FKUB pada setiap periode
kepernimpinan eksekutif dan di setiap daerah.

Adanya ketergantungan kepada pemerintah lokal ini sering
memunculkan tradisi audiensi dengan pejabat pemerintah. Audiensi tiada
lain kemudian dimaknai sebagai bagian dari 'upaya FKUB untuk meminta
sesuatu'. (2), lemahnya motif bersama dati organisasi keagamaan. (3)
lemahnya payung hukum yang terkait dengan keberadaan dan fungsi
fungsi Forum ini, (4) belum optimalnya sosialisasi ke bawah sehingga
dalam suatu peristiwa yang sebenarnya menjadi bagian perannya, Forum
'tidak hadir' dan masyarakat juga tidak mengetahui bahwa hal tersebut
menjadi bagian tugas dati Forum. (5) masalah representasi wakil dati
internal kelompok agama di Forum, khususnya dari kelompok agama
(LPKUB) yang memiliki keaggotaan plural seperti Islam dan dan Kristen.
(6)pengambilan keputusan tentang suatu masalah banyak menguntungkan
.wakil mayoritas karena keputusan akhir diambil secara vOtil1g.(J) kegiatan
Forum masih terlalu fokus kepada generasi tua dan kaum laki-laki serta
kegiatannya lebih fokus pada dialog ide. (8) di beberapa daerah terlalu
fokus kepada fungsi pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat. (9)
ada kegiatan yang sebenarnya kurang produktif tapi mentradisi di kalangan
Forum yaitu melakukan kunjungan ke daerah lain yang memakan beaya
besar, Hal ini t~ntu menjadi masalah di tengah-tengah ketergantungan
pendanaan pada daerah (APBD).

Sebenarnya jika ada motivasi yang kuat dari unsur-unsur yang ada
dalam FKUB, khususnya tokoh-tokoh yang menjadi wakil dati lembaga
keagamaan, persoalan dana dan politicallvill pemerintah dapat diatasi dan
dikembangkan. Motivasilemah karena banyak aspekmisalnya,masih adanya
persepsi kurang positif dari lembaga keagamaan mengenai keberadaan
FKUB sendiri, Ada yang menganggap FKUB sebagai lembaga yang hanya
menguntungkan pihak mayotitas, menghambat terhadap penyebaran
agama minoritas, terutama dalam pembangunan rumah ibadah. Karena
itu, ada lembaga keagamaan yang masih belum sepenuhnya menerima
terhadap pasal-pasal dalam PB2M tahun 2006. Juga ada yang menerima
dengan setengah hati.

Di sisi lain sebenarnya ada faktor pemacu yang menyebabkan FKUB
tetap ada dan menjalankan fungsinya yaitu (1) karena adanya kehendak
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balk dari Pemda, dan (2)motivasi yang kuat dari kelompok umat beragama
untuk menghidupkan kegiatan Forum.

Di pihak lain, meskipun LPKUB sudah banyak berperan dalam
kerukunan internal umatnya, namun dalamkerukunan antarumat beragarna
rnasih cukup rendah. Kalaupun ada kegiatan bersama sifatnya baru pada
level dialog ide atau wacana seperti berupa himbauan dan ucapan selarnat,

Dalam kasus wakil di FKUB yang terkait dengan upaya pemeliharaan
kerukunan antarurnat beragama, beberapa LPKUB seperti PGI dan
KWI rnasih menjadi masalah. PGI, dan juga MUI, misaloya masih ada
rnasalah dengan pemenuhan representasi wakiloya karena banyaknya
anggota kelornpoknya. KWI bermasalah dalam sttuktur organisasi, sebab
hakikatnya tidak ada KWI di daerah, yang ada adalah keuskupan yang
mandiri. Di MUI sendiri dihadapkan kepada persoalan fatwa-fatwanya
yang terkait dengan pemahaman kelompok Islam lain, sehingga melahirkan
konroversi di sebagian kalangan umat Islam.

Secara internal, LPKUB tersebut sudah mampu rneredam konflik
internalnya sehingga organisasi mereka tetap berjalan. Hanya rnasalahnya
tetap ada. Di PGI banyak kelompok-kelornpok injili yang belum rnasuk
dalam PG 1. Begitu juga dengan MUI, tidak sernua kelompok Islam
(terutarna yang dianggap sempalan) masuk sebagai wakil di dalamnya.

FKUB didesain khusus untuk bertugas mengembangkan kerukunan
umat beragama, khususnya kerukunan ekternal umat beragama.
Sementara LPI<.UB lebih didesain untuk mengembangkan kerukunan
internal umat beragama masing-masing. Walaupun FKUB lebih didesain
sebagai lernbaga yang mengurusi kerukunan antarumat beragama, narnun
kegi~tan-kegiatan yang dilakukannya juga bersentuhan dengan kerukunan
internal umat beragama. Misalnya FKUB rnensosialisasikan kepada
anggotanya agar setiap perwakilan anggota kelompok agama selalurnenjaga
kerukunan, sosialisasi itu sekaligus akan dijalankan oleh anggota FKUB ke
kelompok umat masing-masing, sehingga masing-masing kelompok akan
mensosialisasikao kepada umatnya agar menjaga toleransi, balk antar umat
beragama maupun internal umat beragama. Artinya, FKUB secara tidak
langsung telah berperan dalam kerukunan internal umat beragama, dari
pengembangan kerukunan antar umat beragama menunju/ mencakup juga
kerukunan internal umat beragama. Tentu hal ini tidak selamanya berjalan
seperti yang diharapkan, sebab bisa saja kelompok umat beragama yang
ada di FKUB tidak mensosialisasikannya karena sebab-sebab tertentu.
Misalnya, karena keberadaaanya di FKUB hanya sekedar formalitas, sikap
initerutama diambil oleh kelompok minoritas di suatu daerah. Sebagaimana
diketahui bahwa di antara kendala yang dihadapi oleh FKUB adalah karena
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masih lemahnya motif bersama dari sebagian organisasi keagamaan yang
menjaeli anggotanya. Banyak kelompok agama tersebut yang memiliki
persepsi negatif dan pemahaman yang keliru tentang keberadaan FKUB.
Misalnya FKUB elianggap sebagai Forum yang membela pihak mayoritas
dan elianggap menghambat terhadap penyebaran agama tertentu,
khususnya dalam pembangunan rumah ibadat non muslim.

Sementara itu LB-PKlJB walaupun keberadaannya lebih elidesain
sebagai lembaga yang mengurusi kerukunan internumat beragama, namun
eli antara kegiatannya juga bersentuhan dengan kerukunan antar umat
beragama. Misalnya LB-PKUB melalui fatwa, bimbauan tertulis maupull
secara lisan melalui media untuk rnensosialisasikan kepada internal umat
beragama selalu menjaga kerukunan, baik internal maupun antarumat
beragama. Artinya, LB-PKUB secara tidak langsung telah berperan dalam
pengembangan kerukunan internal umat beragama, dat-ipengembangan
kerukunan internumat beragama menunju/ mencakup juga kerukunan
antar umat beragama. Secara umum, meskipun LB-PKUB sudah cukup
berperan dalam kerukunan internal umatnya, namun dalam kerukunan
antar umat beragama masih cukup rendah. Peran mereka masih sebatas
keterlibatan wakil-wakilnya dalam FKUB eli setiap tingkatan, elitambah
dengan himbauan agar umat beragama bertoleransi dan dapat menahan diri
ketika ada konflik. Juga ucapan selamat ketika salah satu umat beragama
memperingati had besar agamanya.

Antara keduanya (FKUB dan LB-PKUB) sebenarnya sama
sarna memiliki masalah yang mirip yaitu berkaitan dengan representasi
keanggotaan, Sebagaimana disinggung sebelumnya, tidak semua kelompok
kelompok agama yang ada elisuatu daerah terwakili eli dalam keanggotaan
FKUB. Sama halnya dengan tidak semua kelompok-kelompok internal
agama yang ada di suatu daerah terwakili eli dalam keanggotaan LB
PKUB, terutama dari kalangan internal umat Islam, K.risten, dan Budha.
Hal ini elisebut kendala karena dalam pembahasan, pengendalian dan
bahkan penanggulangan konflik atau pengembangan kerukunan umat
beragama masih banyak kelompok agama yang tidak dilibatkan, padahal
sangat mungkin dalam konflik umat beragama justru melibatkan anggota
kelompok agama yang tidak dilibatkan dalam LB-PKUB dan FKUB
tersebut.

Keanggotaan yang berasal dan kelompok-kelompok agama dalam
FKUB lebih banyak elidominasi oleh kelompok agarna mapan dan atau
yang 'diakui' oleh pemerintah. Wakil dari umat Islam misalnya, berasal
dati ke1ompok Islam mapan eli suatu daerah atau nasional. Sementara
dad ke1ompok sempalan belum dimasukkan sebagai wakil eli FKUB.
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Sementara di kalangan LB-PKUB dari agama non Islam, keadaannya tidak
jauh berbeda. Masih banyak perbedaan yang muncul, sehingga mereka
belum banyak berbuat dalam mengembangkan kerukunan internal umat
beragama, kecuali berfokus melakukan konsolidasi di lingkungan internal
sub-kelompok/ sekte/ paham agama masing-masing.

Kendala utama dari optimalisasi peran FKUB adalah karena
masalah payung hukum, masih sangat bergantung kepada kehendak
politik pemerintah, lemahnya motif bersama dari organisasi keagamaan
yang menjadi anggota, keterbatasan waktu pengurus, masalah representasi
keanggotaan Forum, dan sarana dan prasarana.

Kendala-kendala tersebut sebenarnya saling berkelindan, Masalah
payung hukum akan berimplikasi terhadap masalah dana, kehendak
politik pemerintah lokal, bahkan juga merembes terhadap kemungkinan
'pengambilalihan' sebagian peran pengembangan kerukunan yang sudah
dimiliki oleh instansi pemerintah. Hal ini nampak dari pernyataan, Jangan
menjadikan tokoh agama (ya11gada dalam FKUB) sebagaipemadam .kebakaran
soja', atau pernyataan 'penghargaanpemerintab terhadap tokoh agama (yang ada
dalam FKUB) masib tidak memadai. 'Bahkan ada kekhawatiran FKUB akan
menjadi lembaga SJlperbody.

Forum juga masih sangat tergantung kepada pemerintah setempat,
khususnya dalam kaitannya dengan dana. Hal ini berimplikasi kepada
keaktipan peran FKUB. Kendala lain berasal dari sikap organisasi
keagamaan dalam internal FKUB, karena masih banyak kelompok agama
tersebut yang memiliki persepsi negatif dan pemahaman yang keliru
teritang keberadaan FKUB. Misalnya FKUB dianggap sebagai Forum
yang membela pihak mayoritas dan dianggap menghambat penyebaran
agama tertentu, khususnya dalam pembangunan rumah ibadat. .

Hal yang lain yaitu masalah representasi wakil dari internal kelornpok
agama diForum, khususnya dari kelompok agama (LPKUB) yang memiliki
keaggotaan plural. Pengambilan keputusan ketika ada masalah yang banyak
menguntungkan wakil mayoritas karena keputusan akhir diambil secara
voating.

Sarana dan prasana te.tkait dengan kesekretariatan dan administrasi
perkantoran sebagaimana layaknya sebuah kantor. Selain masih ada
FKUB di daerah yang belum memiliki kesekretariatan. Kalaupun sudah
ada, namun keadministrasian dan manejemen belum berjalan dengan
baik karena keterbatasan dana. Padahal ini penting untuk memperlancar
kegiatan-kegiatan. Forum. Pengadaan sarana dan prasarana, administrasi
dan managemen kantor (termasuk dana) merupakan cerminan dari
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anggapan dan sikap terhadap keberadaan sebuah lembaga. Jika lembaga
dianggap penting dan strategis, maka aspek-aspek tersebut akan sernakin
ditingkatkan, dan sebaliknya,

Adapun faktor pemacu yang menyebabkan FKUB tetap ada dan
menjalankan fungsinya yaitu karena masih adanya kehendak balk dati
(sebagian) Pemda, dan masih adanya motivasi yang kuat dari kelompok
umat beragama untuk mengbidupkan kegiatan Forum.

Adapun kendala yang clihadapi LB-PKUB saat ini yaitu: (1) Masalah
adanya bebe.rapa sekte /paham agama yang berpengaruh terhadap
ketidakmampuan LB-PKUB yang 'resmi' sebagai wadah pengembangn
kerukunan internal umat beragama secara keseluruhan. (2) Hal ini juga
berpengaruh te.rhadap munculnya masalah representasi keanggotaan di
FKUB. Hampir semua LB-PKUB, khususnya yang terwakili ill FKUB
dari semua agama tidak sepenuhnya mewakili keseluruhan kelompok
umat beragama rna sing masing. Hal ini sama dengan yang dikemukakan
oleh Muzdhar (2013), bahwa semua kelompok agarna khususnya majelis
rnajelis agama yang ada tidak mewakili seluruh umat beragama illmasing
masing agama yang ada di Indonesia. (3) Konstribusi LB-PKUB dalam
pengembangan kerukunan antarumat beragama, sebatas keterlibatan
wakil-wakilnya dalam FKUB di setiap tingkatan. Di luar itu hampir tidak
ada. Hanya saja masing-masing sekter/ paham agama telah menjadi perekat
sosial (social cement) di antara internal anggotanya. Sepanjang masing
masing pihak mampu mengendalikan diri dan anggotanya, maka konflik
masif dan sosial tidak akan terjadi, meskipun tidak semua kelompok
terwakili di FKUB dan dalam persoalan yang lain. Kendala yang berasal
dati representasi keanggotaaan LB-PKUB ini ada kesamaannya dengan
kendala dari FKUB.

Secara teoritik terkait peran menunjukkan aktor (baca lembaga)
yang telah melaksanakan (sebagian) peran (ideal) nya menunjukkan bahwa
yang bersangkutan telah aktif, meskipun belum dapat disebut efekti£
Efekivitas pe.ran terjadi jika aktor telah aktif melakukan perannya secara
tepat dan memiliki pengaruh tethadap kondisi yang terkait dengan bidang
yang diperankan aktor, Hal ini menunjukkan bahwa keaktipan peran suatu
kelompok juga tidak selamanya Iinier dengan tingkat keefektipan. Artinya,
ada beberapa kemungkinan yaitu (1) peran aktif sebuah lembaga belum
tentu akan melahirkan efek dalam mengembangkan kerukunan. Sebaliknya,
(2) walaupun kelompok berperan cukup aktif dan belum optimal, namun
telah melahirkan suasana rukun sebagaimana yang diinginkan. (3) Di pihak
lain ketidakaktipan dalam pe.ran tentu akan melahirkan ketidakefektipan.

Selain iru, upaya mengaitkan antara tingkat keaktipan dengan
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keefektipan peran FKUB dengan suasana rukunyang ada di suatu daerah
eli Indonesia tidak mudah: Selain karena begitu banyaknya kabupaten/
kota dan provinsi, juga karena faktor penyebab sebuah kasus konflik dan
rukun tidaklah tunggal, namun jarnak. Artinya upaya menggeneralisasinya
menjaelikurang proporsional. Hanya saja untuk kepentingan analisis, dapat
dilihat dari kasus-kasus rukundan konflik yang terjaelielidaerah.

Dalarn kaitannya dengan beberapa kasus konflik dan rukun tersebut
menunjukkan bahwa, (1)Jika FKUB elisuatu daerah cukup berperan aktif
dan relatif optimal, setidaknya selama 5 tahun terakhir, maka konelisi
kerukunan elidaerah tersebut cenderung membaik. Hal ini terlihat dalam
kasus eli Mataram-Nusa Tenggara Barat dan Boyolali-Jawa Tengah. (2)
Sebaliknya, eli daerah yang belum ada FKUB atau FKUB-nya tidak aktif
terjaelikonflik umat beragama, sebagaimana terlihat dalam kasus Tolikara
Papua, Aceh Singkil-Aceh, dan Tanjung Balai-Sumatera Utara ..(3) Hal in.i
berarti bah:;a tingkat keaktipan FKUB elisuatu daerah berpotensi terkait
dengan keefektipan perannya eli daerah tersebut. (4) J ika FKUB yang
merupakan lembaga konsil keagamaan dalam pengembangan kerukunan
tidak ada atau tidak berperan aktif, hal itu berpengaruh terhadap lemahanya
komunikasi dan koordinasi antar LB-PKUB (wadah umat beragama yang
ada). Akibatnya LB-PKUB juga akan kurang berperan dalam kegiatam
pengembangan kerukunan, khususnya antarumat beragarna. Sebab, dati
data yang ada menunjukkan hampir eli setiap daerah, peran LB-PKUB
dalam pengembangan kerukunan antarumat beragama lebih banyak
melalui jalur lembaga konsil tersebut (FKUB).

Halini sekaligus menunjukkan babwa sebenarnya FKUB sudah
menjaeli konsil penting. Sebab melaluinya memungkinkan tiap kelompok
umat beragama untuk ikut berperan dalam proses pengembangan
kerukunan umat beragama, baik dalam proses pencegahan maupun
penanganan konflik. Hanya saja, masalahnya adalah setiap kelompok
umat beragama yang ada mewakili eli FKUB be/11m sepenuhnya mampu
merepresentasikan semua kelompok yang ada eli agama masing-masing.
Hal ini akibat pluralitas dan persaingan yang ada pada tiap kelompok
dalam satu agama.

Dari dua kasus kerukunan umat beragama (NTB dan Mataram serta
Jawa Tengah-Boyolali) menunjukkan bahwa elibutuhkan kreativitas dan .
langkah inovatif dati FKUB dalam pengembangan kerukunan. Kedua
daerab tersebut telah melakukan kreasi dan inovasi dalam perannya,
sehingga kerukunan dapat terpelihara. Di antara kegiatan tersebut
misalnya: (1) Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama khusus
pemuda (GM-FKUB) yang bertujuan untuk menggelorakan semangat
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keberagaman dan pluralisme serta memperkuat rasa toleransi keagamaan
di antara generasi muda, sekaligusmenjadi bagian dari regenerasi tokoh
tokoh pluralisme dari generasi yang lebih tua. Mereka menjadi kader
untuk mengkampanyekan toleransi keagamaan, serta sosialisasimenangkal
paham-paham radikal yang ditengarai sedang berkembang di masyarakat.
Atau kegiatan yang ditujukan kepada generasi muda guna meningkatkan
keakraban dan solidaritas antar umat beragama khususnya pada generasi
mudanya, serta meningkatkan komunikasi dan memaharni perbedaan,
sehingga menimbulkan toleransi. (2) Pemetaan masalah kerukunan
beragama tiap kaupaten/kota, walaupun pemetaannya baru terbatas
kepada isu radikalisrne dan penyebaran aliran sesar.

Kedua kegiatan inovatif tersebut sangat strategis karena dalam
banyak kasus konflik umat beragama banyak melibatkan pemuda, karena
itu jika pemuda dilibatkan secara Iangsung dalam kegiatan pengembangan
kerukunan umat beragama, maka secara langsung rnenjadikan mereka
sebagai subyek pengembangan, bukan sekedar obyek. Selain itu upaya
pencegahan terjadinya konflik sebenarnya sangat tergantung kepada
tingkat antisipasi dini dati berbagai pihak yang terkait. Satu di antara
antisipasi dini tersebut dibutuhkan pemetaan yang baik tentang potensi
konflik di setiap daerah, dan di setiap daerah memiliki keunikan potensi
dan masalah hubungan umat beragama.

Di sisi lain, dari beberapa kasus konfhk yang terjadi menunjukkan
kecenderungan baru dalam konstelasi konflik umat beragama yaitu adanya
konstribusi dati media sosial. Hal ini setidaknya dapat dilihat dalam kasus
konflik Tanjung Balai. Media sosial telah menjadi sumber informasi
yang cepat dan masif dalam.mendorong orang bertindak sesuai dengan
kepentingan pemberi informasi. Baik informasi itu sesuai kenyaraan
maupun yang bersifat hate speech. Masalahnya adalah pihak-pihak yang
terlibat dalam FKUB tidak memperhatikannya. Hal ini terjadi sangat
mungkin karena kerena ketidaktahuan, dan atau ketidakmampuan dalam
menangani dan membendung hate-speech atau informasi yang berasal dari
media sosial.

Menakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umat Beragama
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Dominasi peran terjadi ketika satu pihak mendominasi pihak lain.
Dalam suatu bidang (baca pengembangan kerukunan umat beragama),
setiap kelompok/ aktor sama-sama menjalankan peran, eli dalamnya
mengandaikan adanya permainan peran antar aktor, sehingga
dimungkinkan terjadinya beberapa gejala yaitu: adanya kontestasi dan
dominasi peranan oleh salah satu pihak, atau terjadi pembagian peran.
Hambatan pean adalah fakor-faktor yang mengendala aktor untuk
merealisasikan perannya (role handicap). Dalam melaksanakan peran
peran (idealnya) sering tidak mudah dilakukan karena adanya kendala
tersebut.
Integrasi sosial adalah penyatuan antar satuan atau kelompok yang
tadinya terpisah satu sarna lain dengan mengesarnpingkan perbedaan
sosial dan kebudayaan yang ada
Kerukunan hidup beragama merupakan proyek pemerintah yang
dimulai pada masa Orde Baru yang bertujuan untuk membina dan
melanggengkan kerukunan dan harmoni di antara umat beragarna.
Pemerintah pada waktu itu mencanangkan Trilogi Kerukunan yaitu
kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama,
dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. .
Konflik (sebagai sebuah pendekatan) merupakan sebuah pendekatan
dalam ilmu-ilmu sosial yang menyatakan bahwa hakikat dari

•
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masyarakat adalah perubahan, karena setiap indiidu atau kelompok
memiliki kepentingan, dan elidalamnya terdapat konflik-konflik yang
disumbangkan tiap kelompok, masyarakat terintegrasi hanya karena
adanya dominasi kelompok tertentu yang bersifat memaksa.
Konflik sosial adalah pertentangan antar satuan atau kelompok sosial
atau lebih, atau potensialitas yang menyebabkan pertentangan. Ada
dua hal yang dicakup dalam pengertian konflik yaitu kasus konflik atau
konflik yang sudab terjadi dan potensialitas konflik
Konflik vertikal merupakan konflik yang didasarkan ide komunitas
tertentu yang dihadapkan kepada penguasa.
Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antarkomun.itas
dalam masyarakat akibat banyak aspek rnisalnya komunitas lain
elianggapmengamcanl kepentingan, nilai-nilai, cara hidup dan identitas
kelompoknya.
Konflik individualistik merupakan salah satu jenis konflik dad. aspek
tujuan. Ciri-ciri dati konflik jenis ini adalah: melihat penyebab konflik
sebagai instrumen bukan ekspresif, sering memisahkan isu dengan
pelaku konflik, konflik muncul ketika pengharapan individu terhadap
prilaku yang pantas dilanggar, pelaku bersikap konfrontatif secara
langsung.
Konflik kolektivistik merupakan salah satu jenis konflik dati aspek
tujuan. Ciri-cirinya adalah: melihat penyebab konflik lebih sebagai
ekspresif, tidak memisahkan antara isu dengan pelaku yang berkonflik,
konflik muncul ketika norma kelompok dari pelaku dilanggar,
cenderung tidak konfrontatif dan sikapnya tidak langsung terhadap
konflik, artinya anggota kelompok berkeinginan lruat membentuk
kelompok yang harmonis dan cenderung menggunakan komunikasi
tidak langsung.
Konsil adalah perkumpulan yang anggotanya merupakan perawakilan
dari sejumlah pihak, bersifat otonom dan mandiri, bertanggung jawab
kepada pihak tertentu. Konsil keagamaan yangmembidangi kerukunan
umat beragarna (c01l11c£1for religious harmony} mengacu kepada beberapa
kelompok atau forum yang keanggotaannya merupakan perwakilan
dari beberapa pihak. MisalnyaForum Kerukunan Umat Beragama dan
Majelis-majalis agama seperti MDI, PGI
Kolaborasi merupakan bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan
secara bersama-sama di antara pihak yang berkonflik dengan
pendekatan menang-menang (win-1JJin approacb). Kepentingan kedua
belah pihak diperhatikan, ketidaksesuaian dibahas secara dirinci.
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Model ini sangat berguna ketika kepentingan kedua belah pihak sama
sama penting dan sulit dikompromikan. persetujuan itu bukan pilihan
pertama tiap pihak.
Kompetisi merupakan bentuk penyelesaian konflik yang keputusannya
cenderung bersifat menang-kalah, pihak yang kuat akan menang dan
mendominasi. Model iniberguna terutarna dalam situasi keterbatasan
sumber daya yang tersedia, juga ketika masa kritis yang menghendaki
kepurusan cepat.
Konflik peran adalah sebuah proses untuk lebih meningkatkan
bahkan menghidupkan kembali peran aktual aktor supaya sesuai
dengan peran idealnya. Konflik peran terkait erat dengan reuitalisasi
peron. Jika suatu aktor mampu melakasanakan peran idealnya, maka
ia dianggap telah melaksanakan perannya secara optimal. Sebaliknya
jika belum menunaikan peran idealnya maka dianggap tidak optimal,
sehingga dibutuhkan revitalisasi peran dari aktor. Efekivitas peran
terjadi jika aktor telah aktif melakukan perannya secara tepat dan
memiliki pengaruh terhadap kondisi yang terkait dengan bidang yang
diperankan aktor.
Peranan atau peran adalah aspek dinamis dari status atau kegiatan
yang dilakukan oleh aktor sesuai dengan status yang dimilikinya.
Status adalah seperangkat hak dan kewajiban yang dirniliki individu/
kelompok dalam berinteraksi dengan orang lain Hubungan status
dan peranan sangat erato Aktor yang memiliki status tertentu, dia
akan memiliki seperangkat peranan. Sebaliknya peranan merupakan
kegiatan yang didasarkan atas status.
Pembagian peran terjadi ketika setiap kelompok/ aktor sama-sama
menjalankan peran dalarn suatu struktur sosial yang ada. Pebagian
peran dapat dibedakan dengan konsep pembangian kerja yang menurut
penulis dapat disamakan dengan spesialisasi kerja atau diferensiasi
kerja. Konsep pembagian kerja terkait dengan status, peran dan
sttatifikasi sosial. Pembagian kerja yang paling tua adalah berdasarkan
sekse atau gender dan umur. Pembagian kerja dikonstruksi secara
sosial oleh masyarakat. Tiap masyarakat berbeda sistem pembagian
kerjanya. Semakin maju suatu masyarakat semakin terjadi spesialisasi
kerja (diferensiasi kerja). Adapun yang dimaksud dengan strati£i.kasi
sosial adalah jenjang status dan peranan yang relatif permanen yang
terdapat dalam sistem sosial (dati kelompok kecil hingga masyarakat)
dalam hal pembedaan hak, pengaruh dan kekuasaan.
Peran ideal adalah peran yang seharusnya dilakukan oleh aktor yang

•
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clidasarkanatas nilai yang diberikan masyarakat. Nilai itu dapat berupa
pernaharnan agarna, traclisi, dan regulasi yang clikeluarkan negara.
Sementara peran aktual adalah peran yang senyatanya dilakukan oleh
aktor, Jika dalam kenyataan aktor tidak menjalankan peran sesuai
dengan yang seharusnya maka telah terjaclikonflik peran.
Religiosentrisrne adalah sikap yang menilai kebudayaan agama lain
berdasarkan standar kebudayaan (paharn) agamanya sencliri, sehingga
muncul persepsi/ stereotif terhadap penganut (paham) agama lain.
Sosialisasi adalah proses pengalihan nilai-nilai dari seseorang atau
generasi kepada orang/kelompok lain.
Struktural fungsionalisrne rnerupakan pendekatan dalam ilmu-ilmu
sosial yang rnenganggap rnasyarakat sebagai sistern yang tercliri dati
berbagai bagian, tiap bagian saling terkait dan befungsi, sehingga
berkernbang equalibrium. Masyarakat terintegrasi berdasarkan
konsensus dati anggotanya rnengenai nilai-nilai kernasyakaratan dalam
segalapranata, jika terjadi konflik harus segera diselesaikanmelalui cara
penyelesaian sehingga rnasyarakat tetap dalam keseimbangan. Dalam
kaitannya dengan peranan, pendekatan ini rnenyatakan bahwa peranan
bertujuan agar tiap aktor dapat terorganisasikan melalui jalinan sistem
nilai yang diterirna dan ditaati oleh rnasyarakatnya.Nilai-nilai itu dapat
berupa nilai agama dan sosial-budaya. Peranan ditentukan dan
clikonstruksikan secara sosiaL Artinya, peranan aktor ditentukan
oleh konsep dasar perilaku atau nilai-nilai atau norma yang
dijadikan pedoman dalam masyarakat.
Struktur sosial yaitu jalinan hubungan antar individu atau kelompok
sosial dalarn masyarakat sesuai status dan peranan yang dimilikinya.
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Lampiran 1:

Pertanggungjawaban Penelitian

Pendekatan dan Rancan.gan: Untuk mencapai target dan tujuan
khusus tahun ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan .rancangan stueli kasus. Sebagaimana layaknya stueli kasus, maka
dalam hal ini pe.ran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB
elijadikan sebagai bounded system yang bercliri sendiri sekaligus me.rupakan
bagian dari yang lain. Untuk itu model berpikir dalam penganalisaan
eligunakan model holistik maksudnya penelitian yang berusaha mencari
uraian menyeluruh mengenai gejala-gejala yang berkaitan dengan pe.ran
konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB. Setiap gejala, kasus
atau konsep diperlakukan sebagai aspe-aspek yang satu dengan yang lain
saling terkait.

Lokasi dan Lembaga Penelitian: Penelitian tahun ketiga tetap
clilakukan eliMataram Nusa Tenggara Barat dan Boyolali Jawa Tengah.
Keduanya (propinsi dan kabupaten/kota) merepresentasikan dae.rab (a)
Pernah terjadi konflik kekerasan umat beragama, khususnya eksternal
ataupun internal umat be.ragamaeliluarJawa., (b) daerah yang be.radadaIam
kondisi relatif rukun/ damai a:tauridak pernab terjaelikonflik keke.rasaneli
Jawa. Selainitu sebagaimana clilakukanpada tabun sebelumnya, dalam kasus
konflik diambil eli3 lokasi yaitu Tolikara, Aceh Singkil, dan Tanjungbalai.
Ketiga lokasi inimenjadi bahan pertimbangan dalam analisis, khususnya

LAMP IRAN
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dalam analisis SWOT.
Secara kelembagaan penelitian ini dilakukan di: (a) institusi yang

berwenang dalam menangani kerukunan beragama yaitu FKUB pada
tingkat propinsi dan kabupaten/kota, (c) Majelis-majelis Agama tingkat
propinsi, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja di
Indonesia (pGI), Konferensi Wali Geneja Indonesia (KWI) , Parisada
Hindu Dharma Pusat (PHDP) , Perwalian Umat Buddha Indonesia
(WALUBI) pada tingkat nasional dan propinsi serta kabupaten/kota.

5 ui?Yek: Penentuan inform an digunakan teknik purposive atau
seleksi yang didasarkan atas kriteria (aiterian-based selection). Dalam hal ini
rneliputi, (a) Pejabat di Kementerian Agama Propinsi dan kabupaten/kota
(b) Pimpinan FKUB tingkat propinsi dan kabupaten/kota yang masuk
daerah penelitian, (c) pimpinan Majelis-majelis Agama tingkat propinsi /
kabupaten/kota, (d) 'Iokob /pimpinan organisasi keagamaan yang masuk
maupun yang tidak masuk dalam perwakilan di FKUB.

Teknik Pengu111puldan .Anatisis Data: Pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi serta diperkaya
melalui media online. Wawancara dilakukan dengan semua kelompok
informan. Wawancara kepada Kemenerian Agama untuk memperoleh
informasi mengenai regulasi, peran ideal dan aktual dari konsil keagamaan
dan lembaga berorientasi PKUB di setiap daerah Indonesia. Wawancara
mendalam kepada pirnpinan konsil keagamaan dan lembaga berorientasi
PKUB dan organisai keagamaan untuk memperoleh data tentang peran
aktual dan kendala-pemacu yang menyebabkan tingkat keaktipan.

Teknik observasi digunakan untuk melihat langsung peran-peran
aktual /kegiatan konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB.
Dokumentasi digunakan untuk melihat data historis kegiatan/pembinaan
yang dilakukan lembaga-lembaga tersebut. Untuk dokumentasi ini peneliti
memanfaatkan juga berita yang ada di media on-line atau internet. Hal ini
didasarkan atas pertimbangan hampir semua daerah dan lembaga telah
memiliki website.

Teknik pengumpul data tersebut didukung oleh instrumen. Pada
hakikatnya peneliti sendiri merup instrumen terpenting, sebab seperti
halnya prinsip yang berlaku dalam penelitian kualitatif, sebaik apapun
rancang~n penelitian dan teknik pengumpul data tanpa didukung oleh
peneliti yang baik, maka teknik dan rancangan tersebut tidak memiliki
makna. Selain itu ditambah dengan instrumen penunjang seperti tape
recorder, catatan saku, dan catatan deskripsi.
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Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah sejak
penelitian eli lapangan dengan langkah-langkah, pertama data yang
diperoleh ditulis dalam catatan saku atau direkam dalam tape-recorder,
kemudian ditulis ulang ke dalam buku catatan deskripsi dan refleksi. Buku
catatan deskripsi dan refleksi digolongkan ke dalam beberapa kelompok
berdasarkan masalah dan tujuan khusus penelitian.

. Analisis data dilakukan, seperti dikemuk Bogdan dan Biklen
(1982), dalam dua tahap yaitu analisis ketika di dalam proses penelitian
di lapangan dan analisis setelah penelitian di lapangan. Analisis ketika
di lapangan dilakukan dengan induksi-analitik. melalui pengolahan data
dan analisis untuk menemukan simpul-simpul semen tara. Kemudian
dikembangkan pertanyaan atau hipotesis baru, lalu mengad penelitianlagi
untuk memperoleh jawaban dan perluasan data dan seterusnya sampai
'lengkap'. Analisis setelah di lapangan dilakukan secara thick description
melalui proses mengkategori dan menemukan konsep / gejala yang terkait
dengan tujuan penelitian, kemudian menghubungkan antarkonsep / gejala,
sehingga ditemukan karakteristik yang berkaitan tema penelitian secara
utuh (holistik).

Penafsiran data digunakan teknik interpterasi teonns (theoriticai
interpretations). Artinya peneliti tidakmembatasi satu teori dalam memahami
data, namun menggun beberapa teori sebagai pembanding. Karena itu teori
dalam hal ini bukan untuk menjelaskan dan menilai seluruh data, namun
sekedar pembanding dan berfungsi sebagai pengarah analisis. Untuk itu
data yang ada didialogkan dengan teori. Analisis data juga dilakukan secara
preskriptif dan metode SWOT.

Kredibilitas Penelitian: Untuk memperoleh data yang shahih, penelitian
ini menerapkan menggunakan beberapa cara yaitu: (1) Meminimalkan
jarak antara peneliti dengan informan dan setting pada umumnya. (2)
Triangulasi yaitu memverifikasi, mengubah-memperluas informasi dati
pelaku satu ke pelaku lain dan atau dari satu pelaku sampai 'jenuh.' Hal
.ini dilakukan dengan menggunakan multimetode untuk saling mendukung
dalam memperoleh data. Setelah dilakukan saraseban atau FGD
selanjutnya dilakukan pengecekan dan pendalaman melalui wawancara
kepada informan (3) Pengecekan oleh sejawat atau orang yang dianggap
ahli dalam bidang atau fokus yang sedang diteliti. (4) Pembuktian yaitu
cara yang ditempuh oleh peneliti untuk memberikan bukti atau dukungan
terhadap ·data yang diperoleh. Hal ini untuk mengatasi keterbatasan daya
ingat-lihat-dengar peneliti. Untuk itu dapat digunakan instrumen bantu/
pnunjang berupa catatan lapangan (jieJdnotes),perekam suara, dan alat foto.

Nawari Ismail _.f,::,:;,,,::' ..:; ;.~.~.----------------------------------------------~------~~~~-~-.. ~.



136 I

Aspek Peran Substansi
A. FKUB

Arah Peraa/ Ada 4 peran FKUB propinsi dan 5 pada tingkat kabupaten.
Peran Ideal Untuk menjadi FKUB yang ideal, maka pada setiap

komponen peran tersebut terdapat beberapa indikator yang
harus clilakukanFKUB.
FKUB tingkat kabupaten/kota punya dua peran ideal yaitu
pe.ranpengendalian/pemeliliaraan kerukunan, dan penyele.saian
konflik. Walaupun begitu peran pemeliharaan kerukunan lebih
dominan, sedangkan dalam penyelesaian konflik hanya diberi
wewenang yang terkait dengan masalah pendirian rumah ibadah
(pasal21).

Gap Peran Jika mengacu kepada indikator-indikator ideal dari ke-4/5
Ideal-Aktual pe.ran,antara peran ideal dengan peran aktual FKUB masih

terjadi gap yang cukup besar, FKUB di daerah terte.ntu
biasanya fokus kepada peran tertentu, namun le.mahdalam
aspek peran yang lain. Indikator-indikator dalam satu peran

I pun belum tentu dilakukan secara komprehensif.

Tabell: Peran FKUB dalam Pengembangan Kerukunan Umat
beragama

r.~:'.~~~:~~=·)m.f[$~~Menakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umat Beragama

Lampiran 2: Ringkasan Temuan Tentang Peran FKUB dan LB
PKUB
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Motivasi lemah karena banyak aspek, Misalnya masih adanya
persepsi kurang positif dari lernbaga keagamaan mengenai
keberadaan FKUB sendiri. Ada yang menganggap PKUB
sebagai lembaga yang hanya menguntungkan pihak mayoritas,
menghambat terhadap penyebaran agama minoritas, terutama
dalam pembangunan rumah ibadah. Karena itu, ada lembaga
keagamaan yang rnasih belum sepenuhnya menerima terhadap
pasal-pasal dalam PB2M tahun 2006. Juga ada yang menerima
dengan setengah hati,
Sebenarnya jika ada rnotivasi yang kuat dari unsur-unsur yang
ada dalam FKUB, khususnya tokoh-tokoh yang menjadi wakil
dari lembaga keagamaan, persoalan dana dan political will
pemerintah dapat diatasi dan ditumbuh-kembangkan.

Tingkat keaktipan FKl.JB tergantung kepada beberapa aspek,
dan ini sekaligus menjadi kendala atau masalah penm,. yaitu:
(1) Lemahnya payung hukum terkait dengan keberadaan
Forum. Hal uu berpengaruh kepadabanyak aspek yaitu:
kepada masalah dana, kehendak politik pemerintah lokal, serta
pengembangan sarana prasarana, administrasi dan manajemen
(2) adanya ketergantungan dengan political will, khususnya
Kementerian Agama, bupati/walikota dan gubemur. Hal ini
berpengaruh terhadap: (a) dependensi dana, (b) ada-tidaknya
FKUB serta kinerja dan optimalisasi peran FKUB pada setiap
periode kepemimpinan eksekutif dan di setiap daerah. (c)
memunculkan tradisi audiensi dengan pejabat pemerintah yang
dimaknai 'merninta sesuatu'. (3) Lemahnya motif bersama
dari organisasi keagamaan. (4) lemahnya sosialisasi ke bawah
sehingga dalam suatu peristiwa yang sebenarnya menjadi
bagian fungsinya. Forum 'tidak hadir' dan masyarakat juga
tidak mengetahui bahwa hal tersebut menjadi bagian tugas dari
Forum. (5) Representasi wakil dari internal kelompok agama
di Forum, khususnya dari kelompok agama (LPKUB) yang
memiliki keaggotaan plural seperti Islam dan dan Kristen.
(6) Pengambilan keputusan ketika ada masalah yang banyak
menguntungkan wakil mayoritas karena keputusan akhir
diambil secara voating. (7) Kegiatan Forum juga masih terlalu
fokus kepada generasi tua dan kaum laki-laki serta pada dialog
ide, dan (8) Di beberapa daerah terlalu fokus kepada fungsi
pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat, (9) Kegiatan
tidak produktif yaitu kunjungan ke daerah lain yang mernakan
beaya besar, di tengah-tengah ketergantungan pendanaan pada
daerah (APBD).

Kaitan
motvasi
dengan dana
dan political
will

Kendala

Nawari Ismail
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Bidang Peran
Arah Peran/ LPKUB, sesuai dengan tujuan pokoknya, Iebih
Pean Ideal berorientasi ke lingkungan internal kelompoknya

. .
Mereka berusaha menjalinmasing-masing,

I persatuan dan ukhuwah eli kalangan kelompoknva,

Tabel 2: Peran LB-PKUB dalam Pengembangan Kerukunan Umat
beragama

Ada anggapan kuat elikalangan pengelola. jika payung hukum
FKUB lebih tinggi dati sekarang, maka sangat mungkin kian
banyak peran inovatifnya,

Persepsi:
kaitan payung
hukum
dengan
program

Faktor
Pemacu

Di sisi lain sebenarnya ada faktor pemacu yang menyebabkan
FKUB tetap ada dan menjalankan fungsinya yaitu karena
adanya kehendak baik dati Pemda, dan motivasi yang kuat dati
sebagian kelompok umat beragama untuk menghidupkan
keziatan Forum.

Kaitan
keberadaan
dan keaktipan
peran dengan
konelisi darnai

Selama 5 tahun terakhir, dan walaupun bukan satu satunya
faktor penenru, menunjukkan kecenderungan:
(1) Jika FKUB eli suatu daerah cukup berperan aktif dan
relatif optimal, maka konelisi darnai/kerukunan elisuatu daerah
cenderung membaik. Hal ini terlihat dalam kasus eli Mataram
Nusa Tenggara Barat dan BoyoIali-Jawa Tengah.
(2) Sebaliknya, eli daerah yang belum ada FKUB atau FKUB
nya tidak aktif terjadi konflik umat beragama, sebagaimana
terlihat dalam kasus Tolikara-Papua, Aceh Singkil-Aceh, dan
Tanjung Balai-Sumatera Utara. Hal ini berarti bahwa tingkat
keaktipan FKUB eli suatu daerah berpotensi terkait dengan
keefektipan perannya elidaerah tersebut,
(3) Keberadaan dan keaktipan peran FKUB, yang merupakan
Iembaga konsil keagamaan dalam peogembangan kerukunan,
berpengaruh Juga terhadap lemabanya komunikasi dan
koorclinasi antar LB-PKUB, karena interkasi antar LBPKUB
lebih banvak dilakukan di FKUB

f -~~~:-=-~'_~~_~IMenakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umat Beragama



I 139

LB-PKUB belum sepenuhnya mampu rnerepresentasikan
semua kelompok yang ada di agama masing-masing. Hal ini
akibat pluralitas dan persaingan yang ada pada tiap kelompok
dalarn satu agama.. Di PGI banyak kelompok-kelornpok injili
yang belurn masuk dalam PGI. Begitu juga dengan MDI, tidak
semua kelompok Islam (terutama yang dianggap sempalan)
masuk sebagai wakil di dalamnva.

Kendala Peran Beberapa LPKUB seperti PGI dan KWI masih menjadi
rnasalah. (1) PGI, dan jugaMDI, misalnya rnasih ada rnasalah
dengan pemenuhan representasi wakilnya karena banyaknya
anggota kelompokoya. (2) KWI bermasalah dalam struktur
organisasi, sebab hakikatnya tidak ada KWI di daerah,
yang ada adalah keuskupan yang rnandiri. (3) Di MDI
sendiri dihadapkan kepada persoalan fatwa~fatwanya yang
terkait dengan pemahaman kelompok Islam lain, sehingga
rnelahirkan konroversi di kalanzan umat Islam.

Peran LB-PKUB dalam pengembangan kerukunan umat
beragama, khususnya antar umat beragama dependen kepada
keberadaan FKUB. Artinya, jika FKUB tidak ada atau tidak
berperan aktif, hal itu berpengaruh terhadap lemahanya
komunikasi dan koordinasi antar LB-PKUB (wadah umat
beragama yang ada). Akibatnya peran LB-PKUB lemah,
karena bampir di setiap daerah, peran LB-PKUB dalam
pengem.bangan kerukunan antarumat beragama lebih banyak
rnelalui [alur FKUB.

Kerukunan eksternal: Meskipun LPKUB sudah banyak
berperan dalam kerukunan internal umatnya, namun dalam
kerukunan antar umat beragarna rnasih cukup rendah.
Kalaupun ada kegiatan bersama sifatnyabaru pada level dialog
ide atau wacana seperti berupa himbauan, ucapan selamat.
Persepsi dari aparat pemerintah: LBPKUB dianggap belum
banyak aktif dalam mengembangkan wawasan rnultikultural
dan kegiatan-kegiatan antar rnereka. belum berperan aktif
melalui kegiatan-kegiatan bersama, seperti dialog ide ataupun
dialog aksi di masyarakat di Iuar kegiatan FKUB .

Tingkatan Kerukunan internal; Secara internal, LPKUB tersebut sudah
Peran mampu meredam konflik internalnya sehingga organisasi

mereka tetap berjalan, dan dalarn batas-batas tertentu mmpu
mempersatukan kelompok-kelompok yang ada dalam
internalnva

Nawari Ismail



140

Aspek Substansi
Arah dan FKUB dan LB-PKUB memiliki tekanan peranan yang

Tekanan Peran berbeda sebagai akibat perbedaan desain perananya yang
berbeda.

SilangPeran (1) Walaupun FKUB lebih didesain sebagai lembaga yang
mengurusi kerukunan antarumat beragama, namun kegiatan-
kegiatan yang dilakukannya Juga bersentuban dengan
kerukunan internal umat beragama.
(2) Sebaliknya,LB-PKUB fokus kepada kerukunan internal
urnat beragarna, namun kegiatannya bersentuhan dengan
kerukunan antar urnat beragama yaitu keerlibatannya di
FKUB dan melalui himbauan tertulis dan lisan di media

Kendala Antara FKUB dan LB-PKUB memiliki kesamaan masalab
I vaitu terkair denzan representasi keanggotaannva,

Tabe13: Perbandingan Peran Antara FKUB dan
LBPKUB
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Pada akhimya buku ini dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam
menyusun kebijakan pembinaan umat beragama,
sehingga kerukunan umat beragama terus
berlangsung. Selain itu dapat dikembangkan sebagai
dasar dalam melakukan pemberdayaan konsil
keagamaan dan lembaga berorientasi PKUByang ada
di Indonesia, sehingga mereka mampu menjalankan
perannya secara lebih aktif dan efektif.Secara teoritik
buku inidapat bermanfaat dalammelengkapi literatur
di bidangilmusosial (sosial-budaya-agama).

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki
pluralitas dari segiagama dan pemahaman agama.
Hal ini dapat bersifat positif dan negatif,

tergantung kepada bangsa ini untuk mengelolanya.
Bersifat positif jika dikelola dengan baik dan tepat,
sehingga pluralitas tersebut menjadi modal dalam
membangun karena adanya kerukunan dan stabilitas
dalam kehidupan berbangsa dan bemegara. Bersifat
negatif jika salah kelola, sehingga akan memunculkan
konflik dan destabilitas. Dalam rangka membangun
kerukunan dan stabilitas kehidupan beragama,
pemerintah telah banyak melakukan regulasi. Juga
membentuk institusi yang ditujukan untuk menjaga
kerukunan.
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